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ABSTRAK 

 
MANAJEMEN STRATEGI DAN KEBIAKAN FAKULTAS DALAM PERUBAHAN DARI BADAN 

LAYANAN UMUM MENUJU PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM (Studi Multi Kasus di 

Program Studi Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Ampel dan Fakultas Teknik komputer Institut Teknologi 

Sepuluh Nopember Surabaya) 

Kata kunci : Manajemen strategi, kebijakan, PTN BH 

 

Kendala pelayanan publik pada setiap jenjang pendidikan adalah masalah penataan 

institusi pendidikan. Bank Dunia menjelaskan beberapa kendala dalam pembangunan pendidikan 

Indonesia. (1) institusi-institusi pemerintah yang mengelola pendidikan sangat rumit dan kurang 

terkoordinasi, terutama antara Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Dalam Negeri dan 

Departemen Agama; (2) pengelolaan sepenuhnya dilakukan oleh Departemen Pendidikan 

Nasional, sehingga tidak terjadi tanggung jawab ganda; (3) anggaran pendidikan nasional 

dikelola secara kaku dan terkotak-kotak, baik jenis anggarannya maupun instansi yang 

menanganinya; (4) pelaksanaan manajemen pada tingkat sekolah yang tidak efektif. Pada 

umumnya Rektor di Perguruan tinggi Indonesia memiliki otonomi yang terbatas dalam 

mengelola perguruan tinggi dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan. 

Tiga misi pokok perguruan tinggi menurut Perkins mengacu ketiga aspek pengetahuan , 

yaitu pemerolehan (acquisition), pemindahan (transmission) dan penerapan (application)1. 

Pengetahuan diperoleh melalui proses penelitian, dan pengetahuan yang diperoleh tersebut harus 

dialihkan dari generasi satu ke generasi berikutnya supaya dapat dipelihara kelangsungan 

hidupnya survival), disinilah perlunya pendidikan dan pengajaran. Ketiga misi pokok tersebut 

lebih dikenal dengan sebutan Tridharma Perguruan Tinggi. 

Dalam rangka antisipasi terhadap proses globalisasi dalam bidang pendidikan serta daya saing 

pendidikan nasional, pemerintah Indonesia mencoba mempersiapkan pendidikan tinggi dalam 

negeri khususnya perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi yang mampu bersaing di 

tingkat internasional. Dasar pembentukan badan hukum 4 perguruan tinggi tersebut adalah 

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999.2 Perguruan tinggi BHMN, yang kemudian 

dikukuhkan dengan Permendiknas RI No.88tahun2014.Rencana Peralihan PTN badan hukum 

adalah rencana tentang tahapan, sasaran, langkah, dan jadwal menuju pengelolaan PTN sebagai 

badan hukum sebagaimana dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI No. 88 tahun 

2014, disebutkan syarat-syarat perguruan tinggi badan hukum mencakup tingkat dan derajat 

kemampuan dari PTN untuk: (a). menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu; 

(b). mengelola organisasi PTN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik; (c). memenuhi standar 

minimum kelayakan finansial; (d). menjalankan tanggung jawab sosial; dan (e). berperan dalam 

pembangunan perekono mian3 .Rumusan Masalah (1)Bagaimana penyelenggaraan Tridharma 

dan  kebijakan di Fakultas tarbiyah UIN Sunan Ampel dan Fakultas Teknik Komputer ITS 

Surabaya?(2)Bagaimana tata kelola dan kebijakan di Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Ampel dan 

Fakultas Teknik Komputer ITS Surabaya?(3)Bagaimana Strategi dan kebijakan dalam 

mewujudkan PTNBH di Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Ampel dan Fakultas Teknik Komputer 

ITS Surabaya?. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode wawancara atau 

                                                             
1 Perkins, J.A. The University in Transition, Prniceton, New Jersey: Princeton University Press. (1986) 
2 PP Nomor 60 Tahun 1999 adalah Peraturan Pemerintah memang tentang pendidikan tinggi 
3 Ibid Permendikbud No. 88 tahun 2014. Pasal 2 ayat 1 
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Interview, observasi dan dokumentasi.  Selanjutnya data penelitian yang ada dianalisis dengan 

cara mereduksi data yang terkumpul, menyajikan data yang telah diseleksi, selanjutnya 

memverifikasi atau menyimpulkan hasil penelitian. Untuk mengetahui apakah data yang 

digunakan dalam penelitian ini sudah sah dan layak untuk dijadikan data dalam sebuah 

penelitian, maka penulis menggunakan metode trianggulasi dan Focus Group Discussion (FGD) 

dengan mengundang pakar. Diharapkan penelitian ini dapat mendeskripsikan Manajemen 

strategi dan kebijakan fakultas dalam perubahan dari badan layanan umum menuju perguruan 

tinggi negeri badan hukum. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Keberadaan Perguruan Tinggi Agama merupakan salah satu pertanda 

peradaban suatu masyarakat. Masyarakat yang beradaban cenderung 

mengembangkan berbagai institusi yang mampu menggali, mengembangkan, 

mengalihkan dan menerapkan pengetahuan yang diperlukan untuk memajukan 

masyarakat. Dalam hal ini perguruan tinggi adalah sebagai institusi yang mempunyai 

kedudukan terpenting. Pada mulanya perguruan tinggi hanya merupakan a 

community of master and students, kegiatannya dititik beratkan pada pengajaran 

moral dan humanism, akan tetapi perkembangan selanjutnya oleh Kerr dinamakan 

universitas modern menggunakan model organisme risetnya Abraham Flexner1. 

Dengan universitas modern ini ilmu (science) menggantikan filsafat, riset 

menggantikan pengajaran, dan spesialis menggantikan generalis. Perguruan tinggi 

adalah suatu institusi yang secara sadar mengabdi pada pengembangan ilmu 

pengetahuan, pemecahan masalah, apresiasi kritis terhadap prestasi dan pelatihan 

pada tingkat yang benar-benar tinggi2. 

Sebagai lembaga pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi, 

Perguruan tinggi akan menentukan bagaimana mutu implementasi dan proses 

pendidikan tinggi. Dalam hal ini diperlukan rancangan organisasi yang tepat sesuai 

dengan karakteristik perguruan tinggi serta dapat mengantisipasi berbagai perubahan 

di masyarakat dan perkembangan Iptek yang sangat cepat. 

                                                           
1 Keer, C. The Use of the University (3rd ed), Cambridge Massachusetts: Harvard University Press. 

(1982). H. 4 
2 Ibid, Kerr 
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Pemerintah dalam hal ini sebagai pembuat regulasi juga telah mengeluarkan PP 

No.19 Tahun 2005 yang dimaksudkan agar setiap perguruan tinggi ataupun lembaga 

penjaminan mutu dapat menyelaraskan kemampuannya berdasarkan standar nasional 

guna mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional.9 

Pada saat yang sama ditingkat internasional, banyak lembaga pemeringkatan 

menyajikan ranking universitas sebagai pengakuan atas bermutunya perguruan tinggi 

yang berskala global,11 dan berikut adalah lembaga-lembaga pemeringkatan dunia 

tersebut: (1) International Accreditations (ABET, AACSB, ASIN, JABEE, Royal 

Society, AUN-QA etc.), (2) International Standards (ISO), (3)World Rankings 

(ARWU, THES, QS etc), (4) World Ratings (QS etc), (5) Metrics (Webometric, 

Green Metric, etc), (6) dsb./etc. 

Lembaga-lembaga pemeringkatan universitas tersebut diatas, masing-masing 

memiliki cara dan penilaian tersendiri dalam merankingkan universitas se-dunia, 

webometrik misalnya perankingan dengan menggunakan 4 komponen penilaian12, 

ikut berpartisipasi merankingkan universitas se-dunia, termasuk Indonesia. Berikut 

adalah hasil Webometrics Ranking of Indonesia  Universities 2016: 

Tabel I 

 Peringkat Universitas-Universitas Indonesia 

 
Rank World 

Rank 

University Det. 

Presen

ce 

Rank* 

Impact 

Rank* 

Opennes

s Rank* 

Excellen

ce 

Rank* 

1 758 Universitas Indonesia 357 376 326 1846 

2 796 Institute of Technology Bandung 398 404 362 1898 

3 802 Universitas Gadjah Mada 368 445 63 2040 

4 1442 Universitas Diponegoro 374 835 338 3033 

5 1502 Universitas Riau 1440 425 1214 3463 

6 1526 Brawijaya University 365 406 247 3935 

7 1538 Bogor Agricultural University 379 1245 316 2893 

8 1711 Universitas Padjadjaran 704 695 307 3811 

9 2061 Universitas Sebelas Maret 386 605 193 4853 

http://www.webometrics.info/en/asia/indonesia?sort=desc&amp;order=World%20Rank
http://www.webometrics.info/en/asia/indonesia?sort=desc&amp;order=World%20Rank
http://www.webometrics.info/en/asia/indonesia?sort=asc&amp;order=University
http://www.webometrics.info/en/asia/indonesia?sort=asc&amp;order=Det
http://www.webometrics.info/en/asia/indonesia?sort=asc&amp;order=Presence%20Rank%2A
http://www.webometrics.info/en/asia/indonesia?sort=asc&amp;order=Presence%20Rank%2A
http://www.webometrics.info/en/asia/indonesia?sort=asc&amp;order=Presence%20Rank%2A
http://www.webometrics.info/en/asia/indonesia?sort=asc&amp;order=Impact%20Rank%2A
http://www.webometrics.info/en/asia/indonesia?sort=asc&amp;order=Impact%20Rank%2A
http://www.webometrics.info/en/asia/indonesia?sort=asc&amp;order=Openness%20Rank%2A
http://www.webometrics.info/en/asia/indonesia?sort=asc&amp;order=Openness%20Rank%2A
http://www.webometrics.info/en/asia/indonesia?sort=asc&amp;order=Openness%20Rank%2A
http://www.webometrics.info/en/asia/indonesia?sort=asc&amp;order=Excellence%20Rank%2A
http://www.webometrics.info/en/asia/indonesia?sort=asc&amp;order=Excellence%20Rank%2A
http://www.webometrics.info/en/asia/indonesia?sort=asc&amp;order=Excellence%20Rank%2A
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10 2146 Universitas Syiah Kuala 616 2861 2322 2867 

11 2275 Petra Christian University 727 3186 158 3404 

12 2415 Universitas Hasanuddin 656 2545 1081 3633 

13 2465  Universitas Airlangga 636 909 99999 3125 

14 2541 Universitas Udayana 1742 1456 1047 4533 

15 2627 Universitas Mercu Buana 631 1079 143 5439 

16 2642 Universitas Negeri Semarang 581 938 483 5439 

17 2814 Univ. Muhammadiyah Yogyakarta 997 1040 1014 5439 

18 2848 Universitas Negeri 420 1492 258 5439 

 

Dari  tabel  diatas  menunjukan  bahwa  universitas  Indonesia (UI) tercatat 

sebagai universitas dengan pengelolaan website terbaik di Indonesia versi 

Webometrics Ranking of World Universities 2016. UI juga berhasil  meraih  

peringkat  13  di  Asia  Tenggara  dan  peringkat  758  di dunia.14 Hal itu tentu 

membanggakan sekaligus menjadikan intropeksi terhadap perguruan tinggi lainnya 

yang tahun lalu dengan tahun ini tetap pada posisinya atau bahkan menurun. 

Dengan adanya persaingan dan tingginya tuntutan terhadap mutu perguruan 

tinggi, mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan standar mutu 

penyelenggaraan perguruan tinggi. Proses peningkatan mutu perguruan tinggi secara 

historis telah mengalami berbagai perubahan, baik yang berkaitan dengan konsep 

maupun praktis, metode maupun media pembelajaran dan pengembangan kurikulum. 

Perubahan tersebut dimaksudkan untuk mencapai cita-cita Sistem Pendidikan 

Nasional (SPN) dan perubahan tersebut juga merupakan salah satu cara untuk 

menjawab tantangan pendidikan yang semakin kompleks baik yang menyangkut 

input, proses, dan output pendidikan. 

 Salah satu kendala pelayanan publik pada setiap jenjang pendidikan adalah 

masalah penataan institusi pendidikan. Bank Dunia menjelaskan beberapa kendala 

dalam pembangunan pendidikan Indonesia. (1) institusi-institusi pemerintah yang 

http://www.uii.ac.id/
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mengelola pendidikan sangat rumit dan kurang terkoordinasi, terutama antara 

Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Dalam Negeri dan Departemen 

Agama; (2) pengelolaan sepenuhnya dilakukan oleh Departemen Pendidikan 

Nasional, sehingga tidak terjadi tanggung jawab ganda; (3) anggaran pendidikan 

nasional dikelola secara kaku dan terkotak-kotak, baik jenis anggarannya maupun 

instansi yang menanganinya; (4) pelaksanaan manajemen perguruan tinggi yang 

tidak efektif. Pada umumnya Rektor di Perguruan tinggi Indonesia memiliki otonomi 

yang terbatas dalam mengelola perguruan tinggi dan mengalokasikan sumber daya 

yang diperlukan. 

Antisipasi terhadap proses globalisasi dalam bidang pendidikan serta daya 

saing pendidikan nasional, pemerintah Indonesia mencoba mempersiapkan 

pendidikan tinggi dalam negeri khususnya perguruan tinggi negeri menjadi 

perguruan tinggi yang mampu bersaing di tingkat internasional. Persiapan pertama 

pemerintah adalah membuat pilot project terhadap 4 perguruan tinggi negeri (UI, 

ITB, IPB, UGM) berstatus Badan Hukum. Dasar pembentukan badan hukum 4 

perguruan tinggi tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999.3 

Perguruan tinggi BHMN adalah perguruan tinggi sangat startegik dalam 

mengembangkan civitas akademikanya dalam bidang tridharma perguruan tinggi di 

setiap disiplin keilmuan. Dasar dikeluarkannya PP Nomor 61 Tahun 1999 adalah 

Pasal 123 ayat 1 PP Nomor 60 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa terhadap 

perguruan tinggi negeri yang sudah layak dan mampu untuk mengelola kegiatannya 

                                                           
3 PP Nomor 60 Tahun 1999 adalah Peraturan Pemerintah memang tentang pendidikan tinggi 
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secara mandiri akan ditetapkan statusnya menjadi badan hukum4.  Badan hukum 

yang dimaksud adalah badan hukum milik negara yang sering disingkat BHMN.5 

Badan hukum adalah subyek hukum tersendiri yang mempunyai hak dan 

kewajiban. Menurut Utrech bahwa badan hukum adalah adalah badan yang menurut 

hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak6, sedangkan R. Subekti 

menjelaskan bahwa badan hukum pada dasarnya adalah suatu badan atau 

perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang 

manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan 

hakim7.  

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang selanjutnya disingkat PTN badan 

hukum adalah Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan oleh Pemerintah yang 

berstatus sebagai subyek hukum yang otonom8. Rencana Peralihan PTN badan 

hukum adalah rencana tentang tahapan, sasaran, langkah, dan jadwal menuju 

pengelolaan PTN sebagai badan hukum sebagaimana dalam peraturan menteri 

pendidikan dan kebudayaan RI No. 88 tahun 2014, disebutkan syarat-syarat 

perguruan tinggi badan hukum mencakup tingkat dan derajat kemampuan dari PTN 

untuk: (a). menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu; (b). 

mengelola organisasi PTN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik; (c). memenuhi 

standar minimum kelayakan finansial; (d). menjalankan tanggung jawab sosial; dan 

(e). berperan dalam pembangunan perekonomian9. 

                                                           
4 Ibid, Pasal 123 
5 Ibid, Pasal 2 PP 61 Tahun 1999. 
6 Chidir Ali, Badall Hukum (Bandung: Alumni, 1999), hal. 23 
7 R. Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 1979). 

8 Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2014 Tentang 

Perubahan perguruan tinggi negeri menjadi Perguruan tinggi negeri badan hukum 
9 Ibid Permendikbud No. 88 tahun 2014. Pasal 2 ayat 1 
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Perguruan Tinggi World Class University diperlukan sebuah proses yang 

dikenal sebagai internasionalisasi pendidikan. Pandangan-pandangan yang 

dikemukan oleh berbagai pakar mengenai konsep, internasionalisasi pendidikan 

“memiliki beragam pemahaman tergantung pada aspek yang mempengaruhinya. 

Negara yang berbeda, sistem pendidikan, lembaga dan penyedia pendidikan mungkin 

memiliki dimensi yang berbeda mengenai, internasionalisasi pendidikan. Hal ini 

mungkin saja terjadi karena adanya perbedaan prioritas, budaya dan sejarah, politik 

dan sumber daya. 

Bagi institusi perguruan tinggi, rintisan menuju WCU akan mentrasformir 

kesadaran instrinsik dan ekstrinsik menuju ke kesadaran sistemik. Seperti yang 

diungkapkan oleh Epstein: “The inexorable transformation of consciousness brought 

on by globalization alters the content and contours of education, as university take 

on an increasingly important role in the process.10 Oleh karena itu. perubahan 

paradigma menuju world class university merupakan alternatif tepat untuk mengatasi 

persoalan mutu akademik pada lembaga pendidikan tinggi. 

B. Fokus Masalah 

1. Bagaimana penyelenggaraan Tridharma dan  kebijakan di Fakultas tarbiyah UIN 

Sunan Ampel dan Fakultas Teknik Komputer ITS Surabaya? 

2. Bagaimana tata kelola dan kebijakan di Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Ampel dan 

Fakultas Teknik Komputer ITS Surabaya? 

3. Bagaimana Strategi dan kebijakan dalam mewujudkan PTNBH di Fakultas 

Tarbiyah UIN Sunan Ampel dan Fakultas Teknik Komputer ITS Surabaya? 

                                                           
10 Epstein, E.H, 2008, “Globalization of Education - Globalization Theory, The Role of Education”, 

Retrieved http://education.stateuniversity.com/ 

 

http://education.stateuniversity.com/
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskrisikan penyelenggaraan Tridharma dan kebijakan  di Fakultas 

tarbiyah UIN Sunan Ampel dan FakultasTeknik Komputer ITS Surabaya? 

2. Untuk mendeskrisikan  tata kelola dan kebijakan di Fakultas Tarbiyah UIN Sunan 

Ampel dan Fakultas Teknik Komputer ITS Surabaya? 

3. Untuk mendeskrisikan dan menganalisis strategi dan kebijakan dalam 

mewujudkan program studi BHMN di Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Ampel dan 

Fakultas Teknik Komputer ITS Surabaya? 

D. Penelitian Terdahulu 

1) Pada   Disertasi Nur   Sayidah,   2014, yang berjudul Membangun university 

governance dalam dimensi ketauhidan. Dari hasil penelitiannya menunjukan 

bahwa ada tiga model university governance yaitu NPM sebagai model university 

governance modern, model university governance transisi, dan model university 

governance dalam dimensi ketauhiddan dan bermaksud membangun university 

governance berdasarkan pada nilai- nilai ketauhidan. 

2) Hasil Penelitian Lukman Hakim: Manajemen Perguruan Tinggi Menuju 

Perubahan Kualitas Layanan Mutu. Dari Hasil Penelitian; 1) Peguruan Tinggi 

harus terus melakukan perubahan dalam menjawab tantangan global. Perubahan 

dilakukan dalam rangka menunjukkan eksistensi Perguruan tinggi yang selalu dan 

terus menerus harus melakukan perubahan dinamis,  posistif untuk perkembangan 

organisasi yang lebih baik. Tantangan regional,nasional, dan global menekan 

sebuah perguruan tinggi untuk menjadi lebih maju, lebih establish dalam 

menjawab tekanan perubahan. Sehingga Perguruan Tinggi di Indonesia tidak 
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ketinggalan dengan negaranegara di tingkat ASEAN maupun global. 2) 

Ketertinggalan Indonesia dengan Thailand, Malaysia, Singapura harus dijadikan 

sebagai pemicu untuk meningkatkan kualitas lulusan yang bermutu. Perguruan 

Tinggi perlu  mengevaluasi dan merumuskan ulang visi, misi, tujuan organisasi 

melalui program-program yang telah dibuat untuk membuat strategi yang tepat 

dalam rangka melakukan percepatan kualitas mutu yang lebih baik. Sehingga 

ketersediaan lulusan yang berkulitas dapat dijamin keberadaanya. Dengan 

memberikan layanan prima bagi stakeholders. 

E. Premis Penelitian 

Premis dalam penelitian, merupakan esensi hasil penelitian pakar yang lebih 

dahulu dan telah teruji kebenaran ilmiahnya yang belum dibantah pihak lain11. 

Premis dalam penelitian ini adalah: 

Premis-1 Manajemen startegik : kesatuan rencana yang komprehensif dan terpadu 

yang menghubungkan kekuatan strategi organisasi dengan lingkungan untuk 

menjamin agar tujuan organisasi teracapai. (WF. Glueck) 

Premis-2 Tata kelola merupakan jantung keseluruhan proses administrasi dan 

didasarkan pada sejumlah factor sebagai unsur-unsurnya, meliputi filosofi, konteks, 

informasi, partisipasi dan waktu.12 

Premis-3 Program studi adalah jantungnya perguruan tinggi, program studi atau 

dapat disingkat prodi mempunyai peran untuk menawarkan matakuliah, menentukan 

dosen pengampu, dan mengatur jadualnya 

                                                           
11 Didi Atmadilaga, 1989. Hlm 14 
12 Roe and Drake (1982) dan Mc. Gough (1982) 
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Premis-4 Perguruan tinggi merupakan organisasi profesi akademis yang berkembang 

menjadi budaya akademik, oleh dan untuk masyarakat, yaitu teaching staff, support 

staff, and  

leadership staff (tenaga pengajar, mahasiswa, Rektor) dan unsur penunjang serta 

unsur pelaksana dan yang menjadi jantung perguruan tinggi adalah teaching staff.13 

Premis-5 PTN badan hukum adalah Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan oleh 

Pemerintah yang berstatus sebagai subyek hukum yang otonom14. 

Premis-6 World Class University adalah proses yang dikenal sebagai 

internasionalisasi pendidikan. 

F. Kontribusi Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi sebagai berikut: 

1) Kontribusi Teoritis (Ilmiah) 

Hasil penelitian ini akan bermanfaat untuk mengembangkan dan mempertajam 

teori dan konsep administrasi pendidikan, manajemen strategik dalam perguruan 

tinggi, Penelitian ini mencoba merumuskan suatu konsep manajemen strategic dan 

kebijakan  yang dikembangkan dari bukti empiris di lapangan sehingga muncul suatu 

paradigma baru yang mendasari pola manajemen strategic perguruan tinggi yang 

selalu berorientasi kepada mutu dalam upaya meningkatkan mutu perguruan tinggi. 

Kontribusi ilmiah lain dari penelitian ini dapat memberikan deskripsi konsep 

yaitu manajemen strategik yang dapat dijadikan rujukan oleh para penyelenggara dan 

pengelola perguruan tinggi di Jawa Timur khususnya dan umumnya di pelosok tanah 

air Indonesia. 

                                                           
13 Clark (1981) Lehree(1970), Iqbal (1996) 
14 Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2014 Tentang 

Perubahan perguruan tinggi negeri menjadi Perguruan tinggi negeri badan hukum 
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2) Kontribusi Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi untuk meningkatkan 

dan mengembangkan mutu perguruan tinggi yang dapat diterapkan oleh seluruh 

warga perguruan tinggi yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam 

proses pendidikan. Dalam kasus ini dideskripsikan tiga strategi dalam upaya 

mewujudkan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Dengan mendeskripsikan dan 

memaknai ketiga kasus perguruan tinggi tersebut diharapkan para pengelola 

perguruan tinggi, warga perguruan tinggi, masyarakat serta pihak-pihak yang 

berkepentingan (stakeholder) dapat memahami dan memaknai pentingnya 

memperbaiki mutu secara terus-menerus dengan berpartisipasi aktif terhadap 

program pengembangan mutu perguruan tinggi. 

3) Kontribusi bagi Peneliti 

Bagi peneliti kontribusi yang diperoleh  dari penelitian ini adalah: (1). 

Peningkatan wawasan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam mengelola mutu 

perguruan tinggi dan (2). Menambah pengalaman dalam melaksanakan penelitian 

ilmiah dari mulai proses sampai selesainya penelitian ini di bawah bimbingan para 

pakar pendidikan (3) Mengkaji dua disiplin Ilmu Manajemen Strtegik dan Ilmu 

Kebijakan Teori dan Praktis. 

G. Sistematika Pembahasan. 

Penelitian ini akan dipaparkan peneliti dalam lima bab. 

1. Bab pertama membahas tentang pendahuluan. Dalam bab ini penulis 

memaparkan latar belakang, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu serta sistematika 

pembahasan. 
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2. Selanjutnya pada bab dua, penulis menyajikan kajian-kajian teori tentang 

manajemen strategis, kebijakan, penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, 

tata kelola perguruan tinggi, manajemen strategi dan kebijakan fakultas dalam 

mewujudkan world class university. 

3. Pada bab tiga, peneliti mengemukakan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi 

penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data serta 

pengecekan keabsahan data. 

4. Di bab empat penulis mendeskripsikan data-data dan temuan-temuan penelitian 

serta membahas hasil penelitian yang meliputi: mendeskripsikan manajemen 

strategis dan kebijakan penyelenggaraan perguruan tinggi, tata kelola dan 

kebijakan perguruan tinggi, dan manajemen strategis dan kebijakan fakultas 

dalam mewujudkan world class university. 

5. Di bab lima merupakan bab terakhir penelitian ini. Pada bab ini penulis menarik 

kesimpulan penelitian serta memberikan saran dan rekomendasi. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. PENYELENGGARAAN TRIDHARMA DI PERGURUAN TINGGI 

1. Manajemen Strategik dan Kebijakan Tridharma Perguruan Tinggi 

Manajemen strategik merupakan istilah yang lebih luas, yang tidak hanya 

mencakup pengelolaan tahap-tahap yang disebutkan di awal mengenai penentuan misi dan 

tujuan organisasi dalam konteks lingkungan eksternal dan internalnya.  Dengan demikian, 

manajemen strategik dapat dipandang sebagai sejumlah tahap yang seharusnya dilakukan 

oleh manajemen, yang berkaitan dengan tugas-tugas berikut: (a) Menganalisis peluang 

dan ancaman atau kendala yang terdapat di lingkungan eksternal, (b) Menganalisis 

kekuatan dan kelemahan organisasi dalam lingkungan internal. (c) Menetapkan misi dan 

mengembangkan tujuan organisasi. (d) Merumuskan strategi (pada level korporat, level 

unit bisnis, dan level fungsional) yang akan menyelaraskan kekuatan dan kelemahan 

organisasi dengan peluang dan ancaman lingkungan. (e) Mengimplementasikan strategi. 

(f) Terlibat dalam aktivitas pengendalian strategik untuk memastikan tujuan organisasi 

yang dicapai. 

Setiap tahap dalam proses manajemen strategik harus dianggap berkaitan dengan 

tahap-tahap lainnya karena suatu perubahan pada tahap tertentu akan mempengaruhi tahap 

lain dalam proses tersebut.  Tahap-tahap tersebut dibahas secara berurutan agar bisa lebih 

dipahami. 

Secara umum, manajemen strategik terdiri dari keputusan dan tindakan manajerial 

yang membantu memastikan bahwa organisasi bisa merumuskan dan mempertahankan 

keadaan yang menguntungkan dengan lingkungannya.  Dengan demikian, manajemen 

strategik mengevaluasi perkembangan kekuatan dan kelemahan organisasi dalam konteks 
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peluang dan ancaman yang berubah dalam lingkungan eksternal.  Mempertahankan 

kondisi yang menguntungkan antara organisasi dan lingkungannya itu diperlukan dalam 

kelangsungan hidup kompetitif.  Karena lingkungan dan organisasi itu berubah seiring 

perkembangan waktu, proses ini merupakan suatu masalah berkelanjutan (ongoing) bagi 

manajemen. 

Model Manajemen Strategik 

Untuk membantu kita melihat proses manajemen strategik, berikut ini disajikan 

model skematik pada Peraga 1.1.  Di sebelah atas, model ini dimulai dengan suatu analisis 

peluang dan ancaman lingkungan eksternal.  Dalam tahap selanjutnya, lingkungan internal 

organisasi (sumberdaya perusahaan, misi, dan tujuan) berkaitan dengan lingkungan 

eksternal melalui panah dua arah.  Panah ini berarti misi dan tujuan itu berada dalam 

konteks peluang dan ancaman lingkungan eksternal juga dalam kekuatan dan kelemahan 

internal perusahaan (sumberdayanya).  Organisasi dipengaruhi oleh kekuatan eksternal.  

Namun organisasi juga dapat memiliki pengaruh terhadap lingkungan eksternalnya. 

Misi dan tujuan organisasi mendorong perumusan strategi pada level korporat, unit 

bisnis, dan fungsional.  Namun, kekuatan dan kelemahan organisasi yang ada 

(sumberdaya perusahaan pada level-level tersebut) juga mempengaruhi misi dan tujuan 

perusahaan.  Ini ditunjukkan oleh panah dua-arah antara lingkungan internal dan 

perumusan strategi.  Pada level korporat, pembuat keputusan adalah CEO, manajer 

puncak lain, dan dewan direksi, dan seterusnya. 

Panah selanjutnya menggambarkan perumusan strategi yang menentukan 

implementasi strategi.  Secara khusus, strategi diimplementasikan melalui struktur 

organisasi, kepemimpinannya, distribusi kekuasaan, dan budayanya.  Lalu, panah terakhir 

ke bawah menunjukkan bahwa kinerja strategik aktual organisasi itu dievaluasi.  Bila 

kinerja tidak memenuhi tujuan organisasi, pengendalian strategik dikerahkan untuk 
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mengubah beberapa atau semua tahap dalam model tersebut agar bisa memperbaiki 

kinerja.  Tahap pengendalian ini ditunjukkan oleh garis umpanbalik yang menghubungkan 

pengendalian strategik ke bagian lain dari model ini. 

Model manajemen strategik yang lebih rinci disajikan dalam sembilan bab 

berikutnya.  Pada awal setiap bab, bagian model yang dibahas akan disoroti.  Pada Bab 11 

dan 12, keseluruhan model dikaji lagi melalui suatu fokus pada organisasi internasional 

dan organisasi nir-laba. 

Pentingnya Manajemen Strategik 

Pegawai, pengawas, dan manajer menengah harus akrab dengan manajemen 

strategik.  Pemahaman terhadap strategi organisasi membantu mereka mengaitkan secara 

lebih erat tugas-tugas pekerjaannya dengan arah organisasi, sehingga meningkatkan 

kinerja mereka dan peluang untuk promosi dan membuat organisasi mereka lebih efektif. 

Perkembangan Studi Manajemen Strategik 

Selama tahun 1950-an, terdapat gagasan bahwa pendidikan bisnis formal di 

universitas hendaknya lebih diperluas dan hendaknya diakhiri dengan mata-kuliah puncak 

yang akan memadukan pengetahuan mahasiswa dari mata-kuliah seperti akuntansi, 

keuangan, pemasaran, manajemen, dan ekonomi.  Mata-kuliah ini kemudian dikenal 

sebagai “Kebijakan Bisnis”. 

Hubungan manajemen strategik dengan kebijakan adalah untuk mengintegrasikan 

berbagai bidang dalam suatu organisasi sehingga organisasi itu dapat mencapai suatu arah 

yang konsisten.  Arah itu adalah memperbesar kekuatan, memperkecil kelemahan, yang 

berkaitan dengan peluang dan ancaman pada lingkungan eksternal perusahaan. 

Dalam manajemen strategik, dapat dinyatakan bahwa eksekutif ideal di masa 

depan itu adalah seorang pemimpin, bukan hanya administrator.  Eksekutif ideal ini akan 

menjadi master servant bagi sejumlah anggota organisasi.  Dia akan menjadi seorang 
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visioner, seorang pemain team, dan guru yang perspektifnya global dan mampu 

mendapatkan keunggulan dari keragaman (diversity). 

Kementerian Pendidikan Nasional adalah kementerian yang membidangi 

pengembangan pendidikan, dan Kementerian Agama sebagai salah satu yang terlibat 

dalam mengemban pendidikan. Dalam rangka merealisasikan amanat UUSPN 20 – 2003 

Junto Undang-Undang Guru dan Dosen nomor: 14 tahun 2005, dan Standar Pendidikan 

Nasional PP Nomor 19 2005, maka kebijakan Menteri Agama tentang Pengembangan, 

pembinaan, pengawasan, pengendalian program diploma, sarjana dan pascasarjana pada 

Perguruan Tinggi Agama Islam,  KMA No. 353 tahun 2004, KMA No. 387 tahun 2004 

mengisaratkan perlu percepatan peningkatan mutu perguruan tinggi untuk  mengejar 

ketinggalan dengan kementrian lain serta perguruan tinggi luar negeri yang mulai masuk 

dan merambah ke negeri kita. Kondisi yang demikian dipicu oleh karena kebijakan 

tentang pengembangan dosen belum dapat dilaksnakan sebagaimana mestinya(sesuai 

peraturan), maka ada beberapa hal yang perlu dikaji secara mendalam tentang surat 

edaran Kementerian Agama, dan dilanjutkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal 

Pendidikan Islam Tentang Peningkatan Kualitas Perguruan Tinggi Islam  nomor 

Dj.l/257/2007, tanggal 10 Juli 2007 Agar permasalahan pengambilan kebijakan dapat 

berjalan efektif,  maka perumusan kebijakan sesuai dengan fungsi pemerintah atau 

kementrian sebagai stabilisator, stimulator, koordinator dan alokator.  

Sebelum peneliti menguraikan tentang konsep-konsep dasar kebijakan pendidikan, 

ada baiknya penulis kemukakan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan istilah 

kebijakan (policy). Kebijakan (policy) secara epistimologis berasal dari bahasa Yunani, 

Sansakerta dan Latin, yang akar katanya polis (negara kota) dan pur (kota). Dari bahasa 

Sansakerta dan Yunani kemudian dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi politia 

(negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris “policie”, yang berarti menangani masalah-
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masalah publik atau administrasi pemerintahan.1  

Jones memilih definisi kebijakan dari Heinz Eulau dan Kenneth Prewit yaitu 

“kepuasan tetap” yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari 

mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.” “Konsistensi 

dan pengulangan tingkah laku” tersebut terkait dengan usaha atau melalui pemerintahan 

untuk memecahkan masalah-masalah publik.2 Pengertian kebijakan menurut Laswell  

adalah merupakan upaya atau program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik 

yang terarah “a projected program of goal values and praktice”3. Anderson 

mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu 

yang mesti diikuti oleh para pelakunya untuk memecahkan suatu masalah “a purposive of 

matter of concern”4. Carter (1959) ketika menjelaskan pengertian kebijakan sebagai suatu 

pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai (value) dari beberapa penilaian terhadap 

faktor situasional, yang dapat digunakan untuk mengelola lembaga pendidikan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah sebuah keputusan tetap yang 

dicirikan konsistensi dan pengulangan tingkah laku pembuat kebijakan dan mereka yang 

dikenai kebijakan tersebut untuk mengatasi masalah-masalah publik. Adapun yang 

dimaksud dengan permasalahan publik adalah semua kebutuhan manusia, entah 

bagaimana cara mengidentifikasikannya, yang dapat ditangani secara perorangan. Jadi 

ketika suatu masalah dapat diatasi tanpa mempengaruhi orang lain, maka masalah itu 

adalah bersifat pribadi atau private. Masalah-masalah muncul karena peristiwa-peristiwa 

yang mempengaruhi seseorang secara berbeda. Tidak semua masalah bersifat umum; 

tidak semua permasalahan umum menjadi isu, dan tidak semua isu disebabkan oleh proses 

                                                           
1 Dunn, Willian.N, 2003, Public Policy Analicis an Introduction,  London, New Jersey , Pearson Prentice 

HallInc; Engelwood Cliffs 
2 Jones (1984:44) 
3 Lawsell, (1970:76) 
4 Anderson, (1979) 
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dalam pemerintahan. 

Sebagai ilmu, analisis kebijakan diawali oleh  perumusan masalah, menentukan 

beberapa alternatif untuk mencari solusi, mengembangkan ukuran-ukuran, mengolah data, 

dan seterusnya adalah menerapkan ukuran-ukuran data, menciptakan ukuran-ukuran dan 

menemukan alternatif, setelah banyak percobaan, dan terakhir merumuskan suatu 

masalah.  

Wildavsky menyatakan “menemukan masalah dapat disamakan dengan 

menemukan teori”. Di dalam tugas menemukan masalah bukanlah untuk menyusun daftar 

semua kebutuhan, tetapi untuk menghubungkan kekuatan yang diinginkan dengan yang 

dapat disajikan. Hadiah dari ilmu pengetahuan adalah pergi kepada mereka yang memiliki 

permasalahan yang menarik dan ternyata dapat dipecahkan. Maka, dalam analisis 

kebijakan, perhatian yang paling kreatif menemukan permasalahan di mana solusi dapat 

diuji-cobakan.  

Apa alat yang digunakan oleh para analis kebijakan? Teori politik kwalitatif, untuk 

memperbaiki kembali gambaran apa yang akan dilakukan; model kwantitatif,  

mensistematiskan cara melakukan pekerjaan mikro ekonomi untuk menyesuaikan 

keinginan, dengan sumber-sumber yang terbatas, dan teori organisasi makro untuk 

memeriksa kekeliruan.  

Kebijakan, bagaimana pun, adalah suatu “aktivitas” yang bukan merupakan 

program-program tetap. Dengan demikian kebijakan adalah menyerupai kreativitas, yang 

mungkin ditunjang oleh teori dan praktik, serta dapat dipelajari. Kreativitas dalam 

kebijakan mungkin punyai akar sosial, yang merupakan bahan pemikiran sejarah. Secara 

ringkas analisa kebijakan, adalah suatu aktivitas yang diciptakan untuk memecahkan 

masalah. Apa pun kebenaran merupakan kombinasi yang ideal yang menggerakkan 

seorang analis secara demokrasi. Dengan demikian tak seorang pun dapat melakukan 
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analisis tanpa dengan sadar pertimbangan “moral”. Betapa pun, analisis adalah suatu yang 

hendaknya dilaksanakan, dengan membuat berbagai hal agar menjadi lebih baik, tidak 

menjadi lebih buruk.  

Untuk membuat kebijakan dibutuhkan suatu kiat atau seni. "Seni adalah 

pemecahan permasalahan yang tidak bisa dinyatakan sebelum dipecahkan." Untuk itu 

analisis kebijakan harus menciptakan variabel yang di bawah kendali waktu, yang mampu 

membuat keputusan dalam waktu yang tersedia. Selain itu juga diperlukan “imajinasi”. 

Yakinkan masa depan itu telah terjadi di masa lalu, analis mencoba untuk menguji 

peristiwa seolah-olah tindakan itu telah terjadi. Mereka betul-betul merasa terikat dengan 

"pikiran eksperimen," di mana mereka membayangkan apa yang bisa terjadi dalam rangka 

meningkatkan apa yang bisa terjadi. Retrodiction ("meramalkan masa lalu") mungkin 

banyak menimbulkan pertengkaran. Sebab apa yang  terjadi pada masa lampau, seperti 

halnya apa yang terjadi pada masa depan, hendaknya digambarkan dengan nilai-nilai 

berbeda.  

Kebijakan menggambarkan hubungan antara manusia. Seperti hasil interaksi 

antara para doktor dengan pasien atau para guru dengan para siswa, kita menguatkan 

persetujuan pengaturan kelembagaan yang mana orang datang bersama-sama. Ketika kita 

tidak menyetujui, kita mencoba untuk mengubah hubungan ini. Tiap-tiap kebijakan 

mendandani ketegangan antara sumber daya dengan hasil dari sasaran, perencanaan dan 

politik, keragu-raguan dan “dogma”. Permasalahan pemecahan dilibatkan untuk 

sementara memecahkan tegangan ini. Tetapi jika tegangan tidak berakhir, maka harus 

dimulai dengan kekuatan sosial apa yang dapat dipantulkan. Sasaran hasil mungkin tanpa 

batas sumber daya; tetapi kelangkaan sumber daya ada dimana mana. Oleh karena itu 

sasaran hasil, terbatas oleh sumber daya; apa usaha yang dipakai untuk bertindak, 

tergantung kepada apa yang harus dilakukan oleh seseorang analis. Tetapi boleh 
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dikatakan, tidak selalu berarti bahwa sumber daya selalu baik. Sebab ada sasaran hasil 

yang tidak baik.  

Bagaimana dogmatis dan bagaimana skeptis adalah sekitar kebijakan dan cara 

yang dapat diolah. Untuk mendapatkan siapa, apa dan mengapa, sebagai sebab, Lasswell 

berkata – dogmantis dan skrptis adalah suatu ukuran untuk mempercayai hubungan sosial. 

Yang  satu sepertinya boleh tergantung pada bagaimana mengerjakan sesuatu. 

Kebijakan adalah dunia rasionalitas dan tanggung jawab di mana sumber daya 

dihubungkan dengan sasaran hasil. Rasionalitas terletak pada hubungan apa yang 

diinginkan dengan apa yang dapat dilakukan. Kebijakan juga menyangkut tentang 

kalkulasi dan budaya: Kombinasi tentang interaksi sosial dan pemikiran intelektual, 

perencanaan dan politik, antara apa yang kita gambarkan ke luar dengan apa yang kita 

perlu ingin lakukan dan bagaimana cara melakukan itu? Di dalam hubungan sumber daya 

ke kultur sasaran hasil diciptakan dengan pergeseran pola hubungan sosial. Analisis tidak 

hanya bagaimana cara mendapatkan apa yang diinginkan, sebab yang mungkin adalah 

yang tidak diinginkan atau tak dapat diperoleh, tetapi apa yang diinginkan hendaki 

dibandingkan sebagai penukar apa yang kita disiapkan untuknya. Kalkulasi memutuskan 

keputusan yang mana akan dibuat menjadi penawaran oleh perintah pusat. 

Di dalam menentukan kebijakan selalu ada suatu ketegangan antara dogma dan 

keragu-raguan, di mana analisis berwujud keragu-raguan tetapi tidak bisa bergaul akrab 

dengan dogma. Kapan hasil berbuat tidak sesuai dengan harapan, atau berpikir dapat 

melakukannya lebih baik lagi, yang mana kebanyakan dari waktu, pertanyaan 

pendeteksian kesalahan dan koreksi kesalahan datang dari depan.  

Kemudian, tugas dan ketegangan dalam menentukan kebijakan merupakan 

hubungan sumber daya ke sasaran hasil dengan menyeimbangkan interaksi sosial terhadap 

pemikiran intelektual agar supaya dapat menentukan batas antara keragu-raguan dan 
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dogma. Di atas semuanya, analisis kebijakan adalah sekitar peningkatan, tentang pilihan 

warga negara untuk kebijakan yang mereka sukai. 

Dye mengemukakan bahwa setiap kebijakan kementerian seharusnya 

mempertimbangkan berbagai hal yang semestinya ada dalam lingkungan dan sistem 

politiknya5. Dalam setiap kebijakan, baik itu perumusan kebijakan, implementasi 

kebijakan, maupun evaluasi kebijakan, perlu memperhatikan aspek-aspek lingkungan dan 

dampaknya, sehingga tidak bertentangan dengan fungsi kementrian atau pemerintah itu 

sendiri. Kebijakan Kementerian Agama perlu mengidentifikasi masalah pengembangan 

SDM di PTAI pada perguruan tinggi, menyusun usulan-usulan perguruan tinggi, 

kemudian diseleksi menurut kebutuhan, baru disahkan menjadi kebijakan dan 

diimplementasikan, setelah itu diadakan evaluasi untuk menganalisis dampak dari 

kebijakan tersebut. Dye mengemukakan beberapa langkah dalam mengambil kebijakan 

diantaranya : (1) Identifiying Problem: Demands are expressed for Government  action, 

(2) Formulating Policy Proposal: Agenda is set for public discussion. (3) Legitimatting 

policies: selecting a proposal, Building Political  support for  it. Enacting it as a law. (4) 

Implementing Policies: organizing Bureaucrasies. Providing  Payments or  service. 

Leviying taxes. (5) Evaluating Policies: studying Program. Reporting “outputs” of   

government program. Evaluating” impag” of program on target and non-target grups in 

society suggesting change and adjustments.6 

Tolok ukur keberhasilan suatu kebijakan adalah pada tahap implementasi. Menurut 

Dunn, implementasi kebijakan lebih bersifat kegiatan praktis, termasuk di dalamnya 

mengeksekusi dan mengarahkan, seperti dikemukakan sebagai berikut: 

“Policy implementation involves the execution the steering of a cours of action over time, 

                                                           
5 Dye, 1987:23 
6 Ibid, 1987:24. 
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Policy implementation is essentially a practical activity. The primary concern is with 

choosing a copurse of action and seeing that it is properly followed over time and not 

with inquiring into the nature of problem. The greatest danger is choosing “ right” 

alternative to solve the “ wrong” problem”.7 

Sejalan dengan pendapat di atas, Pal menyatakan bahwa:  

“Implementation is therefore an execution proses, an elaboration, a realization of 

schames and conceptions, it take place in the real world whith its  multitude of powers, 

authorities, and organization and threfoe is inevitable. The beginning of wisdom on 

matters of implementation is understanding that is both dificul and experimental”.8 

Dengan demikian implementasi kebijakan merupakan serangkaian kegiatan tindak 

lanjut setelah  kebijakan ditetapkan, baik yang berupa: pengambilan keputusan, langkah 

strategis, maupun operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program atau 

kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran yang telah  ditetapkan. Tingkat 

keberhasilan proses ini akan dipengaruhi berbagai unsur baik yang bersifat mendukung 

maupun yang menghambat, berupa lingkungan, sosial budaya. Hal tersebut perlu 

diwaspadai dalam memilih alternatif untuk memecahkan masalah, sehingga sasaran 

kebijakan tercapai.  

Jones mengemukakan bahwa implementasi kebijakan merupakan sebuah proses 

interaksi antara tujuan dan tindakan yang disiapkan untuk memuaskan orang-orang yang 

terkait di dalamnya. (Implementation may the viewed a process of interaction between the 

setting of goal and the action geared to achieving them…). 9 

Implementasi kebijakan baru akan terlihat pengaruhnya setelah dilaksanakan. Hal 

ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap penting 

                                                           
7 Dunn, 2003:56. 
8 Pall, 1996: 177 ) 
9 Jones (1984:165) 
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dalam menentukan proses perumusan kebijakan selanjutnya organisasi akan berkembang, 

maju dan tetap eksis. Artinya kegiatan organisasi terbesar adalah pengembangan human 

resources agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien sehingga mencapai 

produktifitas yang diharapkan, sebagaimana dikemukan Siagian bahwa  sumber daya 

manusia yang baik ditujukan pada peningkatan kontribusi yang dapat ditentukan oleh para 

pekerja dalam organisasi ke arah terciptanya tujuan organisasi.10  

Dasar pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Indonesia adalah Undang-

undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia. Dalam 

Pasal 3 dinyatakan bahwa : Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan  bertujuan  untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya 

disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan 

Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.  

Pendidikan tinggi diatur dalam Pasal 19 yang menyatakan bahwa : Pendidikan 

tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah jenjang pendidikan menengah yang 

mencakup diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor, diselenggarakan dalam rangka 

menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kompetensi 

akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, kreatif, 

inovatif, dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian. 

Tuntutan normatif yang begitu tinggi terhadap pendidikan  khususnya terhadap 

pendidikan tinggi, menunjukkan betapa pentingnya misi pendidikan tinggi. Sebagai 

                                                           
10 Siagian, (1996:27) 
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subsistem dari sistem pendidikan nasional, perguruan tinggi mengemban misi untuk 

mengembangkan seluruh kepribadian manusia melalui pengembangan kekuatan penalaran 

individu sebagai salah satu kekuatan utamanya, sehingga lulusannya memiliki intellectual 

intelligence, emotional  intelligence dan spiritual intelligence.  Pendidikan Tinggi 

diselenggarakan dengan prinsip: a. pencarian kebenaran ilmiah oleh Sivitas Akademika; b. 

demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi 

manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa; 

pengembangan budaya akademik dan pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas 

Akademika; d. pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berlangsung sepanjang 

hayat; e. keteladanan, kemauan, dan pengembangan kreativitas Mahasiswa dalam 

pembelajaran; f. pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa dengan memperhatikan 

lingkungan secara selaras dan seimbang; g. kebebasan dalam memilih Program Studi 

berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan Mahasiswa; h. satu kesatuan yang sistemik 

dengan sistem terbuka dan multimakna; i. keberpihakan pada kelompok Masyarakat 

kurang mampu secara ekonomi;  dan j. pemberdayaan semua komponen Masyarakat 

melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan 

Tinggi.11 

Penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi perlu dilihat sebagai satu kesatuan 

dalam proses mutu pendidikan di perguruan tinggi, namun demikian memperlakukan 

masing-masing dharma tersebut dalam suatu kekhususan tetap merupakan hal penting 

untuk melihat bagaimana pengembangan dan peningkatan mutu masing-masing dharma 

dapat dilakukan sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. 

2. Manajemen Pembelajaran di Perguruan Tinggi 

Manajemen pembelajaran adalah pengelolaan, pengaturan, dan pengkondisian 

                                                           
11 UU No. 12 tahun 2012, pasal 1 ayat 6 
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lingkungan organisasi, baik lingkungan fisik maupun sosial yang kondusif dan supportif 

bagi terjadinya belajar dan terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif serta hasil 

belajar yang bermutu12. Proses belajar mengajar dikelas merupakan akumulasi dari 

berbagai kebijakan perguruan tinggi dalam meningkatkan mutu proses sebagai bagian 

utama dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi serta upaya pencapaian tujuan 

perguruan tinggi dengan berbagai levelnya. Oleh karena itu kebijakan institusi perguruan 

tinggi perlu bersinergi dalam setiap tingkatannya, sehingga pelaksanaan pembelajaran 

oleh pendidik yang terus ditingkatkan kompetensinya mendapat dukungan lingkungan 

yang kondusif bagi terjaganya mutu pembelajaran sebagai bagian penting dalam 

menghasilkan lulusan yang kompetable. 

Pendidikan dalam hal ini pembelajaran merupakan dharma pertama dari tridharma 

yang harus dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Dalam UU No. 12 tahun 2012 tentang 

pendidikan tinggi disebutkan bahwa pendidikan dimaknai sebagai usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.13 

Terdapat dua unsur penting yang perlu dibedakan dari pengertian pendidikan 

tersebut yaitu suasana belajar dan proses pembelajaran. Suasana belajar merupakan 

kondisi umum kelembagaan yang dapat memberikan kontribusi bagi belajar peserta didik 

(mahasiswa), sedangkan proses pembelajaran diartikan sebagai proses interaksi 

mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.14 

                                                           
12 Uhar, Suharsaputra.Manajemen Pendidikan Perguruan tinggi.(Strategi Menghadapi Perubahan).  Bandung: 

Refika Aditama. 2015. H.237 
13 UU no. 12 Tahun 2012 
14 Uhar, suharsaputra. Manajemen Pendidikan Perguruan tinggi. Strategi menghadapi perubahan. Bandung: PT. 

Refika Aditama. 2015.h. 237 
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Proses pembelajaran merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam suatu situasi 

lingkungan kelembagaan/organisasi. Sehingga efektivitas dan mutunya akan dipengaruhi 

oleh kebijakan perguruan tinggi dalam menciptakan kondisi yang kondusif dan supportif 

bagi pelaksanaan proses pembelajaran, baik yang terkait dengan sarana dan prasarana 

belajar maupun pengembangan kompetensi pendidiknya (dosen) dalam melaksanakan 

pembelajaran tersebut. Pembelajaran menunjukkan mutu pendidikan dalam tataran 

operasional yang juga menggambarkan proses mutu pendidikan di perguruan tinggi, 

menurut Burke salah satu proses mutu pendidikan perguruan tinggi adalah domain proses 

mutu (Quality process Domain), yang mencakup aspek-aspek berikut: (1) learning 

objectives (tujuan pembelajaran/belajar), (2) curricular design (rancangan kurikulum), 

Teaching and learning activities (kegiatan belajar mengajar), (3) student learning 

assesment (penilaian belajar siswa/mahasiswa), (4) Implementation quality assurance 

(pelaksanaan penjaminan mutu).15 

Proses pembelajaran yang dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa faktor utama 

dalam proses pembelajaran juga melibatkan pengajar, dalam hal ini adalah dosen. 

Pengelolaan SDM pendidikan pada dasarnya merupakan fungsi-fungsi suatu rangkaian 

proses administrasi atau manajemen pendidikan yang saling berkaitan guna mengarahkan 

perilaku anggota kepada tujuan-tujuan individu maupun organisasi. Morphet dan kawan-

kawan mengidentifikasi fungsi-fungsi tersebut ke dalam proses:  

“Human resources planning, compensation, recruitment, selection, induction, appraisal, 

development, maintaining and improving performance, security, union relation, and 

information.”16 

Sementara Randall mengidentifikasi fungsi-fungsi tersebut sebagai: “planning, 

                                                           
15 Burke, Joseph C, And Associates. (2005) Achieving Accountability in Higher Education. San Fransisco: 

Jossey-Bass, John Willey and Sonns 
16 Morphet, 1982: 351 
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staffing, appraising, compensation, and training.17 

Banyak studi dan hasil penelitian yang menunjukkan pentingnya kedudukan 

tenaga pendidik dalam setiap lembaga pendidikan, misalnya yang dikemukakan oleh  

Castetter bahwa: “staff development is closely related to institusional change.18” sehingga 

pengembangan pendidikan secara kualitatif erat berkaitan dengan mutu tenaga 

pendidiknya. Adapun ciri utama tenaga pendidik yang berkualitas menurut T.R. Mitchell 

adalah : (1) Quality of work, (2) Promptness, (3) Initiative, (4) Capability, (5) 

Communication.19 

3. Manajemen Penelitian Di Perguruan Tinggi. 

Penelitian adalah salah satu tridharma perguruan tinggi, Sebagaimana pendapat 

Duderstadt; one generally thinks of research role of the university as a more recent 

characteristic of higher education in the twentieth century.20 Tujuan dari penelitian adalah 

untuk meningkatkan pengembangan dosen/sumber daya di perguruan tinggi. Kebijakan 

pengembangan sumberdaya manusia mutlak untuk dilakukan apabila organisasi ingin 

maju dan berkembang. Yang dimaksud pengembangan SDM pendidikan dalam penelitian 

ini adalah suatu proses untuk meningkatkan ability dan capability dosen melalui jalur 

pendidikan formal dan cross programe dalam bentuk pelatihan, kedua jalur merupakan 

suatu sistem pengembangan21. 

Castetter mengindikasikan upaya pengembangan sumber daya manusia (personal 

development) sebagai wujud yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi, 

lebih jauh lagi dikatakan: 

                                                           
17 Randall, (1987: 29) 
18 Castetter, William. B (1981),  The Personel Function in Education Administration,  hird Edition, New York, 

Mc.Mill company 
19 Mitchell, Terence, R, 1982. People In Organizations, An Introduction to organizational Behavior, Tokyo, 

Mc.Graw_Hill International Book Company. 
20 Uhar Suharsaputra, Manajemen Pendidikan Perguruan tinggi. Strategi Menghadapi Perubahan. Bandung: 

Reflika Aditama. 2015 
21 Randal, 1987:392) 
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“ Personal development is preeminent amongh there processe designed by the system 

to attar, retain to improve  the qulity and quantity of staff members  needed to solve 

problems to achev its goal”.22  

Pengembangan dosen merupakan hal terpenting diantara semua proses yang 

dirancang di perguruan tinggi, dan proses pengembangan SDM pendidikan yang 

dimaksud bertujuan untuk menarik, memelihara/mempertahankan dan menyempurnakan 

kualitas SDM dalam rangka pencapaian tujuan yang diinginkan oleh organisasi. 

Di antara berbagai cara yang digunakan untuk pengembangan dosen adalah 

melalui penelitian. Dengan penelitian, dosen akan mampu memperdalam dan 

mengembangkan pengetahuan akan keahliannyya. Karena ilmu pengetahuan bukan hanya 

merupakan aset penting akan tetapi juga suatu keunggulan dan kekuatan perguruan tinggi.  

Davenport  berpendapat mengenai berbagai proses manajemen penelitian. Beliau 

membagi pelaksanaan manajemen pengetahuan dalam 4 proses berdasarkan proyek, yaitu: 

(1) menciptakan tempat penyimpanan pengetahuan, (2) memperbaiki akses pada 

pengetahuan, (3) memajukan lingkungan pengetahuan dan (4) mengelola pengetahuan 

sebagai aset.23 

Situasi ideal untuk fakultas atau perguruan tinggi di Indonesia adalah adanya 

dosen yang mempertahankan kualitas pengajaran dan ilmu pengetahuan yang tinggi. 

Menurut  Clark terdapat empat dimensi kualitas pengajar pada perguruan tinggi, yang 

masih jauh dari kondisi pengajar perguruan tinggi di  Indonesia  yaitu :  (1)  kemampuan  

untuk mengajar yang  merupakan gabungan antara bakat alam dengan keahlian yang 

diperoleh, (2) komitmen untuk mengajar yang menuntut tersedianya waktu dan energi 

untuk keseluruhan proses pembelajaran, (3) ilmu pengetahuan yang menuntut 

                                                           
22 Casteter, 1996:232. 
23 R. Eko Indrajit & R. Djokopranoto. Manajemen Perguruan Tinggi Modern.Yogyakarta: Andi Offset. 2006. H. 
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kesinambungan pengembangan untuk dapat mengikuti perkembangan baru,  (4) komitmen 

terhadap ilmu pengetahuan yang memerlukan komitmen mendasar dari waktu ke waktu. 

Keempat dimensi tersebut sangat sulit dipenuhi oleh tenaga pengajar pada perguruan 

tinggi di Indonesia karena dengan pendapatannya yang rendah dan terpaksa bekerja paruh 

waktu (part time) untuk meningkatkan pendapatannya24. Keterkaitan antara pembelajaran 

dengan penelitian akan mendorong pengintegrasian penelitian dalam manajemen 

pembelajaran yang dilakukan oleh dosen, sehingga terjadi penguatan pada mahasiswa 

pada tingkat kematangan pemahamannya. 

Ada beberapa hal yang dapat membangun budaya penelitian, yaitu; a. Mewajibkan 

dosen untuk melaporkan pelaksanaan pembelajaran dalam satu semester serta hasil 

penelitian, mahasiswa, dosen atau dosen bersama mahasiswa yang terkait dengan bidang 

ilmu yang dibelajarkan bersama mahasiswa. b. Memberikan dukungan perlengkapan dan 

atau dana bagi dosen yang melakukan penelitian menurut penilaian lembaga penelitian di 

perguruan tinggi.25 Apa yang dikemukakan di atas, memerlukan dukungan kebijakan 

manajemen perguruan tinggi agar dapat tumbuh dan terus berkembang dalam lingkungan 

akademik. . 

4. Manajemen Pengabdian Masyarakat. 

Pengabdian  kepada masyarakat bagi  perguruan  tinggi  merupakan suatu  

kewajiban sejajar dengan pendidikan/pengajaran dan penelitian. Dalam istilah lain 

dikatakan  sebagai tridharma  perguruan tinggi  yang mencakup  aspek  pendidikan dan 

pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

Pengabdian kepada masyarakat merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang 

baik secara individu, bersama-sama atau kelompok atau  lembaga untuk  membantu  

                                                           
24 Clark, 1996:163-165 
25 Uhar Suharsaputra, Manajemen Pendidikan Perguruan tinggi. Strategi Menghadapi Perubahan. Bandung: 

Reflika Aditama. 2015 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

29 

 

peningkatan taraf kehidupan masyarakat yang dibantu sesuai  dengan  misi yang 

diembannya. Sedang  ketika berkaitan dengan  perguruan  tinggi maka disesuaikan dengan 

misi yang diembannya  yaitu pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni  langsung  

pada masyarakat dilaksanakan secara institusional dan profesional, sebagai  

tanggungjawab luhur Perguruan  tinggi  dalam usaha mengembangkan   kemampuan  

masyarakat sehingga dapat mempercepat  tercapainya tujuan pembangunan  nasional. 

Duderstadt mengartikan pengabdian kepada masyarakat adalah: “The public supports the 

university, contributes to its financing, accepts its schoolarly and professional judgement, 

and grants it a unique degree of institutional autonomy and scholarly freedom. But in 

return, the university has an obligation for impaartial scholarship, high profesional 

integrity, a commitment to the development of the human  resources represented by its 

students, and a sensitivity toward the needs for its services in society at large. For all its 

independence and autonomy. The university has a social responsibility and a public 

obligation. Public service is just a major institutional obligation, and university must be 

prepared to provide the means and incentives to pursue this role.26 

Pengabdian  kepada  masyarakat di perguruan  tinggi  harus mencakup beberapa 

aspek : 1) Pengembangan  ilmu  pengetahuan,  teknologi dan seni; 2) Penyebar  luasan  

ilmu  pengetahuan,  teknologi dan seni; 3) Penerapan  ilmu  pengetahuan,  teknologi dan 

seni; 4) Pemberian bantuan  keahlian  kepada  masyarakat; 5) Pemberian jasa pelayanan  

profesional  kepada masyarakat.27 

Dengan demikian maka manajemen pengabdian harus ditata dengan penuh 

kecermatan dan perhitungan yang sangat pasti, tujuannya adalah agar pengabdian itu akan 

menghasilkan sesuatu yang optimal, tidak justru melakukan tindakan pemborosan. 

                                                           
26 Ibid. Uhar S 
27 Agus Salim S, Tahap-tahap pengabdian kepada masyarakat, dalam metodologi pengabdian masyarakat. 

Yogyakarta: P3M IAIN Sunan Kalijaga. 1993. P 132-133 
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Orientasi pengabdian bukanlah materi, walau tidak bisa dilepas dari faktor ini, tetapi lebih 

kepada penghambaan atau pelayanan prima dengan penuh semangat. Maka pengabdi-

pengabdi itu harus memiliki mental baja, ulet tanpa pamrih.  

Secara umum tujuan pengabdian kepada masyarakat adalah memberikan 

kontribusi/membantu meningkatkan berbagai kebutuhan masyarakat serta memecahkan 

berbagai masalah yang dihadapi masyarakat agar kesejahteraan masyarakat menjadi 

meningkat yang pada akhirnya masyarakat dapat hidup mandiri sejahtera dan baik. Di 

dalam tulisan Margono Slamet dikatakan bahwa tujuan pengabdian pada masyarakat oleh 

perguruan tinggi adalah : a. Mempercepat proses peningkatan kemampuan sumberdaya 

manusia sesuai dengan dinamika pembangunan; b. Mempercepat upaya pengembangan 

masyarakat ke arah terbinanya masyarakat dinarnis yang siap mengikuti perubahan-

perubahan ke arah perbaikan dan kemajuan yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat; c 

Mempercepat upaya pembinaan institusi dan profesi masyarakat sesuai dengan 

perkembangannya dalam proses modernisasi.; d. Memperoleh umpan balik dan masukan 

lain bagi perguruan tinggi yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan relevansi 

pendidikan dan penelitian yang dilakukannya dengan kebutuhan situasi.28 

Ada enam bentuk kegiatan yang sering dilakukan dalam pengabdian kepada 

masyarakat di perguruan tinggi yaitu : a. Pendidikan kepada masyarakat; adalah 

pemberian pendidikan non-formal dalam rangka continuing education dengan berbagai 

bentuk kegiatan; kursus-kursus, penataran, lokakarya, latihan kerja, penyuluhan, 

bimbingan kerja, disesuaikan dengan kebutuhan pasar. b. Pelayanan kepada masyarakat; 

Di negara tertinggal atau sedang berkembang, perguruan tinggi masih dipercaya sebagai 

tempatnya para ahli yang jumlahnya masih sangat terbatas. Kemampuan para ahli ini 

harus dapat dimobilisasi untuk kepentingan masyarakat luas. Kegiatannya dalam 

                                                           
28 Ibid 
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berbentuk, perencanaan tata kota, proyek khusus, studi kelayakan, evaluasi proyek, 

perencanaan kurikulum pendidikan, pelayanan kesehatan, bantuan hukum, dan berbagai 

macam konsultasi. c. Pengembangan hasil penelitian; agar masyarakat dapat 

menikmatinya. Produknya dapat berupa pengetahuan terapan, teknologi ataupun seni yang 

hasilnya siap pakai. Bentuk kegiatannya dapat berupa; cara kerja, prosedur kerja, metode 

mengajar, materi pelajaran dan sebagainya. d. Pengembangan wilayah secara terpadu; 

melakukan kerja sama dengan beberapa instansi daerah.29 e. Transfer Teknologi Trasfer; 

hasilnya produk baru berupa teknologi siap pakai. Agar bermanfaat kepada masyarakat 

maka diperlukan pengenalan kepada masyarakat, ditawarkan kepada masyarakat agar bisa 

diadaptasi. Sasaran transfer teknologi ini adalah: dunia industri, dunia busines, kelompok-

kelompok dalam masyarakat, individu-individu, organisasi-organisasi masyarakat, dan 

instansi-instansi pemerintah. f. Kuliah Kerja Nyata; Kekhususan dari Kuliah Kerja Nyata 

ini adalah memadukan pendidikan dan pengajaran serta penelitian ke dalamnya, di 

samping itu melibatkan banyak personil baik dari kalangan mahasiswa maupun staf.30 

5. Pengembangan Tridharma berorientasi Value 

Budaya memberikan tanda yang berbeda, dan menjadikan masyarakat itu sendiri 

mempunyai ciri khas dan unik. Akan tetapi, budaya juga menyelipkan sesuatu, yang 

disebut dengan nilai-nilai itu tadi. Budaya, pada dasarnya adalah konsep dimana ia 

berusaha menghadirkan hal-hal positif dan diharapkan untuk selalu langgeng.  

Nilai-nilai budaya memang cenderung abstrak, akan tetapi hal demikian 

memberikan tuntunan bagi manusia untuk mengetahui ciri khas lingkungan dan tempat 

berasalnya. Mengusung kearifan lokal yang diwariskan oleh budaya yang sejak zaman 

dulu telah diwariskan oleh nenek moyang.  

                                                           
29 Ibid 
30 Ibid 
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Demikianlah, pengelolaan mutu pendidikan disandarkan pada value-value yang 

sudah ada di lingkungan pendidikan itu sendiri. Manajemen tidak membuang nilai-nilai 

secara serta merta, karena hal itu memang sudah ada dan mengakar kuat. Sehingga dengan 

demikian, nilai-nilai itu dijadikan patokan untuk mengembangkan pengelolaan mutu 

pendidikan.  

Pengertian Value menurut pusat Bahasa Depdiknas adalah “bawaan, hati, jiwa, 

kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak. Adapun 

berValue adalah berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak. Value 

berasal dari bahasa Yunani yang berarti “to mark” atau menandai dan memfokuskan 

bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku, 

sehingga orang yang tidak jujur, kejam rakus dan perilaku jelek lainnya dikatakan orang 

berValue jelek. Sebaliknya, orang yang perilakunya sesuai dengan kaidah moral disebut 

dengan Value mulia. 

Implementasi pendidikan Value dalam Islam, tersimpul dalam Value pribadi 

Rosululloh SAW. Dalam pribadi rosululloh tersemai nilai-nilai akhlak yang mulia dan 

agung. Al Qur’an dalam Surah Al Ahzab ayat 21 mengatakan: 

“artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) rosululloh itu suri tauladan yang baik 

bagimu(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari 

kiamat dan dia banyak menyebut Allah SWT.” 

 

Value atau akhlak memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Menghadapi 

fenomena krisis moral, tuduhan seringkali diarahkan kepada dunia pendidikan sebagai 

penyebabnya. Hal ini dikarenakan pendidikan berada pada barisan terdepan dalam 

menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pembinaan Value dimulai dari 

individu, karena pada hakikatnya Value itu memang individual, meskipun ia dapat berlaku 

dalam konteks yang tidak individual. Karenanya pembinaan Value dimulai dari gerakan 

individual, yang kemudian diproyeksikan menyebar ke individu-individu lainnya. Lalu 
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setelah jumlah individu tercerahkan secara Value menjadi banyak, maka dengan 

sendirinya akan mewarnai masyarakat. 

Pendidikan Value memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral 

dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi seseorang, supaya menjadi 

manusia yang baik, warga masyarkat, dan warga Negara yang baik. Adapun criteria 

manusia, warga masyarakat, dan warga Negara yang baik. Adapun criteria manusia, warga 

masyarakat, dan warga Negara yang baik bagi suatu masyarakat atau bangsa, secara 

umum adalah nilai-nilai social tertentu yang banyak dipengaruhi  oleh budaya masyarkat 

dan bangsanya.31 

Oleh karena itu hakikat pendidikan Value dalam konteks pendidikan di Indonesia 

adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya 

bangsa Indonesia sendiri, dalam rangka membina kepribadian generasi muda. 

Penyelenggaraan pendidikan Value harus berpijak kepada nilai-nilai Value dasar, 

yang selanjutnya dikembangkan menjadi nilai-nilai yang lebih banyak atau lebih tinggi 

(bersifat relative) sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan lingkungan sekolah itu sendiri. 

B. TATA KELOLA DAN KEBIJAKAN PERGURUAN TINGGI 

1. Tata Kelola Perguruan Tinggi 

Perguruan Tinggi (PT) sebagai pilar bangsa dan motor perubahan sosial memiliki 

peran yang sangat strategis dalam mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

peradaban bangsa yang bermartabat. Pendidikan Tinggi merupakan hak yang terjamin 

secara konstitusional sebagai citizen right dan human right. PT harus memiliki cita-cita 

atau tujuan yang spesifik pula sesuai dengan karakteristik lingkungan internal maupun 

eksternal yang ada. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan 

                                                           
31 Abudin, Nata. Pemikiran Para tokoh Pendidikan Islam: Seri kajian filsafat Pendidikan Islam. (Jakarta: PT. 

Raja grafindo Persada, 2000). H. 22 
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menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program 

doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh 

perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. 

Perguruan Tinggi mempunyai unsur atau komponen yang harus dikonsolidasikan 

dan diberdayakan, agar Perguruan Tinggi mampu mengembangkan kualitas pelayanan 

secara terus menerus, dan berhasil mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. 

Unsur-unsur strategis yang harus dikonsolidasikan, diberdayakan maupun ditingkatkan 

antara lain kualitas program akademik,kualitas sumberdaya manusia, kualitas sarana 

prasarana, dan suasana akademik yang mendukung. Namun kehendak untuk dapat 

meningkatkan kualitas unsur-unsur tersebut, harus didukung dengan metode untuk 

merealisasikannya yaitu sistem tata kelola yang baik atau berkualitas.  

Tata kelola adalah perilaku, cara atau metode yang digunakan oleh suatu PT untuk 

mendayagunakan seluruh potensi dan unsur-unsur yang dimiliki secara optimal, dalam 

upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.32 Secara teknis tata kelola dinyatakan 

sebagai upaya sistematis dalam suatu proses untuk mencapai tujuan organisasi, melalui 

fungsi-fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan tindak lanjut peningkatan. 

Dengan demikian, tata kelola selain melingkupi seluruh proses dan unsur-unsur tersebut, 

juga memiliki tujuan utama yaitu peningkatan kualitas PT secara terus menerus untuk 

mencapai visi dan misi yang ditetapkan. 

Tata kelola akan berjalan baik apabila dibarengi dengan suasana akademik dan 

budaya organisasi yang kondusif, kesemuanya itu akan terbentuk secara bertahap. Suasana 

akademik dan budaya yang kondusif, harus diciptakan dengan menumbuhkan awareness 

dan komitmen yang tinggi dari seluruh pelaku dalam PT. Paradigma tata kelola PT yang 

                                                           
32 Tim Ditjen Pendidikan Tinggi, Pedoman penjaminan mutu pendidikan tinggi. Jakarta: ditjen pendidikan 

tinggi. 2003 
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baik (good university governance), pada saat ini menjadi pilihan handal untuk mencapai 

sukses organisasi. Secara umum tata kelola terkait dengan aspek transparansi, 

akuntabilitas, kepemimpinan, komitmen dan sebagainya. 

Perkembangan pengelolaan Perguruan Tinggi  Negeri  di  Indonesia mengalami 

perubahan status dari waktu ke waktu. Mulai dari Satuan Kerja (PTN Satker) dan yang 

terakhir adalah Badan Hukum (PTNBH). Dalam peraturan menteri pendidikan dan 

kebudayaan No. 88 tahun 2014 tentang perubahan perguruan tinggi negeri  menjadi 

perguruan tinggi negeri badan hukum, dalam pasal 1 disebutkan: ayat (1) Perguruan tinggi 

negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau 

diselenggarakan oleh pemerintah. Ayat (2) perguruan tinggi negeri Badan Hukum yang 

selanjutnya disingkat PTN badan hukum adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan 

oleh pemerintah yang berstatus sebagai subyek hukum yang otonom.33 Dalam ayat (7) 

rencana peralihan PTN badan hukum adalah rencana tentang tahapan, sasaran, langkah, 

dan jadwal menuju pengelolaan PTN sebagai badan hukum.34   

Pasal 2 ayat 1 disebutkan; Persyaratan PTN menjadi PTNBH mencakup tingkat 

dan derajat kemampuan dari PTN untuk: (a) menyelenggarakan tridharma perguruan 

tinggi yang bermutu, (b) mengelola organisasi PTN berdasarkan prinsip tata kelola yang 

baik, (c) memenuhi standar umum finansial; (d) menjalankan tanggung jawab sosial dan 

(e) berperan dalam pembangunan perekonomian. 

Bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam pasal 2 ayat 2 dinilai 

dari: (a) status terakreditasi dan peringkat terakreditasi unggul, baik perguruan tinggi 

maupun 80% dari program studi yang diselenggarakan, (b) relevansi antara visi, misi, dan 

tujuan dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas standar nasional pendidikan 

                                                           
33 Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 88 tahun 2014 
34 Idib, pasal 1 ayat 7 
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tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. (c) hasil 

publikasi internasional dan/atau hak kekayaan intelektual. (d) prestasi akademik 

mahasiswa untuk memperoleh peringkat pertama dalam kompetisi tingkat nasional dan 

internasional. (e) prestasi PTN dalam turut serta dikegiatan-kegiatan pemerintah maupun 

pemerintah daerah, dan (f) prestasi PTN dalam turut serta di kegiatan-kegiatan di dunia 

usaha dan industri.35 

Prinsip dan tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dinilai dari: (a) akuntabilitas pengelolaan PTN, (b) transparansi, efektifitas, dan efisiensi 

dalam pengelolaan PTN, (c) Nirlaba dalam pengelolaan PTN, (d) ketaatan pada peraturan 

perundang-undangan dalam pengelolaan PTN, (e) periodisasi, akurasi, dan kepatuhan 

waktu dalam penyusunan dan penyampaian laporan akademik dan non akademik PTN.36  

Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 

meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik. (2) Otonomi pengelolaan di bidang 

akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan 

operasional serta pelaksanaan Tridharma. (3) Otonomi pengelolaan di bidang 

nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan 

kebijakan operasional serta pelaksanaan: a. organisasi;  b. keuangan; c.  kemahasiswaan; 

d. ketenagaan; dan f. sarana prasarana. Dalam Pasal 65 (1) Penyelenggaraan otonomi 

Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dapat diberikan secara selektif 

berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN dengan menerapkan Pola 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membentuk PTN badan 

hukum untuk menghasilkan Pendidikan Tinggi bermutu.  (2) PTN yang menerapkan Pola 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

                                                           
35 Idib, pasal 2 ayat 2 
36 Idib. Pasal 2 ayat 3 
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memiliki tata kelola dan kewenangan pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. (3) PTN badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memiliki: a. kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah;  b. 

tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri; c. unit yang melaksanakan fungsi 

akuntabilitas dan transparansi; d. hak mengelola dana secara mandiri, transparan, dan 

akuntabel; e. wewenang mengangkat dan memberhentikan sendiri Dosen dan tenaga 

kependidikan; f. wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi; dan 

g. wewenang untuk membuka, menyelenggarakan, dan menutup Program Studi. (4) 

Pemerintah memberikan penugasan kepada PTN badan hukum untuk menyelenggarakan 

fungsi Pendidikan Tinggi yang terjangkau oleh Masyarakat.37 

Dalam mengembangkan Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b Perguruan Tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi.38 Perguruan Tinggi melaksanakan fungsi dan peran sebagai: 

a. wadah pembelajaran Mahasiswa dan Masyarakat; b. wadah pendidikan calon pemimpin 

bangsa; pusat pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; d. pusat kajian kebajikan 

dan kekuatan moral untuk mencari dan menemukan kebenaran; dan  e. pusat 

pengembangan peradaban bangsa. (2) Fungsi dan peran Perguruan Tinggi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan Tridharma yang ditetapkan dalam 

statuta perguruan tinggi.39 

Bentuk Perguruan Tinggi terdiri atas: a. universitas; b. institut; c. sekolah tinggi; d. 

politeknik; e. akademi; dan f. akademi komunitas.40(2) Universitas merupakan Perguruan 

Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan 

pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika 

                                                           
37 UU No.12 tahun 2012 pasal 65 
38 UU No. 12 tahun 2012, pasal 54 ayat 5 
39 Idib, pasal 58 ayat 1 
40 UU No. 12 tahun 2012 pasal 59 
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memenuhi syarat, universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. (3) Institut 

merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat 

menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau 

Teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, institut dapat menyelenggarakan pendidikan 

profesi.41 

2. Akuntabilitas Keuangan. 

Akuntabilitas merupakan faktor yang menentukan kinerja sebuah penguruan 

tinggi. Akuntabilitas didefinisikan sebagai kewajiban atau kemauan untuk menerima 

tanggung jawab42. Akuntabilitas memaksakan beberapa tuntutan terhadap pejabat, agen 

sebagai pelayan dari organisasi pelayanan pemerintah atau publik, termasuk didalamnya 

universitas. Tujuan akuntabilitas program-program pada  perguruan tinggi bergeser kearah 

kualitas pendidikan, produktivitas organisasi, dan responsibilitas eksternal terhadap 

prioritas-prioritas masyarakat atau tuntutan pasar43. Berdasarkan konsepsi ini maka 

akuntabilitas pengelolaan sebuah perguruan tinggi, bersifat internal berupa tanggung 

gugat kepada atasan atau pihak yayasan saja, tetapi juga memiliki dimensi tanggung gugat 

kepada pihak-pihak luar (eksternal) sebagai pemangku kepentingan. Ada berbagai macam 

jenis akuntabilitas, sebagaimana dikemukakan Burke sebagai berikut: 1) upward 

accountability menunjukkan hubungan tradisional dalam bentuk tanggung jawab bawahan 

kepada atasan, mencakup akuntabilitas prosedural, birokratik, legal, dan vertikal; 2) 

downward accountability  berfokus  pada tanggung jawab pimpinan terhadap bawahan 

dalam pengambilan keputusan atau akuntabilitas kesejawatan pada perguruan tinggi; 3)  

inward  accountability, sebagai organisasi yang didominasi oleh para profesional, maka 

                                                           
41 Ibid, pasal 60 
42 Merriam-Webster. 2003. Online Dictionary. 
43 Burke, Joseph C. 2005. The Many Faces of  Accountability. In  Achieving Accountability in Higher 

Education. Edited by Joseph C. Burke and Associates. San Francisco: Jossey-Bass. 1-24.  
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berpusat pada tindakan staf pengajar dalam menerapkan berbagai standar  profesional dan 

etis, yang disebut sebagai akuntabilitas profesional, dan 4)  outward accountability, 

dimaksudkan terkait dengan pelanggan luar, para pemangku kepentingan, pendukung 

(donatur), dan pada akhirnya kepada masyarakat dalam arti luas.44  

Burke (2005: 21) menggambarkan ketiga tekanan program akuntabilitas tersebut 

sebagai tiga pilar akuntabilitas perguruan tinggi. Prioritas negara, urusan akademik, dan 

tuntutan pasar masing-masing  mencerminkan kepentingan warganegara, rekan sejawat, 

dan budaya atau kepentingan komersial. Prioritas negara mencerminkan akuntabilitas 

politik, urusan akademik  mewakili akuntabilitas profesional, dan tuntutan pasar 

mendorong akuntabilitas pasar. Organisasi publik adalah organisasi yang didirikan dengan  

tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan organisasi publik 

diukur keberhasilannya melalui efektivitas dan efisiensi dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. Meskipun organisasi publik tidak bertujuan untuk  mencari profit, 

organisasi ini terdiri dari unit-unit yang saling terkait yang mempunyai misi yang sama 

yaitu melayani masyarakat.  

3. Dewan Pengawas/Majelis Wali Amanat Perguruan tinggi. 

Badan tertinggi di universitas yang mewakili kepentingan pemerintah, kepentingan 

masyarakat dan kepentingan universitas itu sendiri. Keanggotaan MWA terdiri beberapa 

elemen, yaitu: Menteri (Bidang Pendidikan), Senat Akademik Universitas, Rektor, 

Masyarakat, Karyawan dan Mahasiswa yang kesemuanya diangkat/diberhentikan oleh 

Menteri untuk masa jabatan 5 tahun. Untuk mahasiswa, masa jabatan hanya terbatas 

setahun, digantikan oleh wakil dari mahasiswa angkatan di bawahnya mengingat tugas 

utama mereka yang harus menyelesaikan kegiatan perkuliahan. 

Tugas, fungsi, dan kewenangan satuan pengawas internal meliputi: (1) penetapan  

                                                           
44 Ibid. H. 3 
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kebijakan  program  pengawasan  internal  bidang  non-akademik; (2) pengawasan  

internal  terhadap  pengelolaan  pendidikan  bidang non-akademik; (3) penyusunan 

laporan hasil pengawasan internal ; dan (4)pemberian  saran  dan/atau  pertimbangan  

mengenai  perbaikan pengelolaan  kegiatan  non akademik  pada  pemimpin  perguruan 

tinggi atas dasar hasil pengawasan internal.45 

Tugas dan kewenangan dewan penyantun atau nama lain meliputi: (1) pemberian 

pertimbangan terhadap kebijakan pemimpin perguruan tinggi di bidang non-akademik; (2) 

perumusan saran/pendapat terhadap    kebijakan pemimpin perguruan tinggi di bidang 

non-akademik; (3) pemberian   pertimbangan   kepada  pemimpin   perguruan   tinggi 

dalam  mengelola Universitas/ Institut/ Sekolah Tinggi/ Politeknik/ Akademi/ Akademi 

Komunitas; dan (4) tugas lain sesuai dengan kewenangan 

4. Kelayakan Sarana Prasarana. 

Kelayakan sarana prasarana merupakan hal yang menunjang dalam peningkatan 

mutu perguruan tinggi. Kelayakan sarana prasarana di atur dalam Permendibud No 139 

tahun 2014. Pengelolaan sarana dan prasarana, memuat tentang: 1) sistem pengelolaan; 2) 

prosedur (SOP) pendayagunaan sarana dan prasarana; 3) sistem akuntansi dan pelaporan; 

dan 4) hal lain yang dianggap perlu.46 

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN DALAM MEWUJUDKAN PERGURUAN 

TINGGI YANG BERKUALITAS (WORLD CLASS UNIVERSITY). 

Pada dasarnya, strategi dan kebijakan dalam perguruan tinggi bertujuan 

menghasilkan lulusan-lulusan yang unggul sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan 

pembangunan negara. Perguruan tinggi selalu bercirikan suatu organisasi profesional. 

Dimana hasil dan dampak yang tersalurkan ke masyarakat sangat ditentukan oleh 

                                                           
45 Permendikbud No. 139 Tahun 2014 
46 Ibid 
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kemampuan dan kinerja civitas akademika yang dilandasi oleh kreativitas dan ingenuitas. 

Hal tersebut memerlukan adanya suasana kerja yang berbeda dari organisasi lainnya.  

Kata kunci bagi perguruan tinggi adalah kualitas, dalam arti bahwa hasil dan 

dampak organisasi tersebut selalu dituntut untuk memenuhi seperangkat standar tertentu 

darimana dapat disimpulkan kualitasnya oleh masyarakat pengguna. Penelaahan dan 

pengalaman lapangan tentang organisasi kerja menyimpulkan bahwa kreativitas, 

ingenuitas, dan produktivitas perguruan tinggi profesional lebih terangsang oleh pola kerja 

yang luwes dan mandiri dari pada  pola kerja yang terstruktur secara kaku. Hal ini dapat 

dijadikan satu alasan agar perguruan tinggi dapat dikelola berdasarkan asas otonomi, 

akuntabilitas, akreditasi, dan evaluasi. 

1. Otonomi Perguruan Tinggi. 

Pada dasarnya perguruan tinggi adalah organisasi yang berbasis dan bergumul 

dengan ilmu pengetahuan (knowledge based organization), penyampaian ilmu 

pengetahuan (transfer of knowledge/pendidikan, pembelajaran), pengembangan ilmu 

pengetahuan (transform knowledge/penelitian), dan penerjemahannya (translate 

knowledge/pengabdian) untuk kepentingan membantu masyarakat makin berkembang, 

sehingga perguruan tinggi dapat dipandang sebagai organisasi yang mempunyai peran dan 

tugas berkaitan dengan ilmu pengetahuan (organisasi berbasis pengetahuan). 

Sebagai lembaga pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi, 

Perguruan tinggi akan menentukan bagaimana mutu implementasi dan proses pendidikan 

tinggi. Dalam penyelenggaraan proses pendidikan tinggi dapat mencapai dan mewujudkan 

apa yang menjadi tujuan pendidikan tinggi, diperlukan rancangan organisasi yang tepat 

sesuai dengan karakteristik perguruan tinggi serta dapat mengantisipasi berbagai 

perubahan di masyarakat dan perkembangan Iptek yang sangat cepat, juga tingkat 

kompetisi yang makin tinggi, baik antarlembaga maupun antara output perguruan tinggi. 
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Pengelolaan PT harus mampu menjawab tuntutan dan tantangan perubahan 

lingkungan strategis. Davidson mengemukakan, bahwa perubahan merupakan pergeseran 

dari keadaan sekarang menuju keadaan yang diinginkan di masa depan, yang dapat berupa 

penerapan cara baru, mengikuti jalur baru, mengadopsi teknologi baru, memasang sistem 

baru, mengikuti prosedur-prosedur manajemen baru, penggabungan (merging), melakukan 

reorganisasi, atau terjadinya peristiwa yang bersifat mengganggu (disruptive) yang sangat 

signifikan47. Lalu parameter apa yang dapat digunakan agar satu PT dapat terkategori 

WCU?. Altbach dan Salmi mengemukakan, perguruan tinggi kelas dunia adalah yang 

mampu mewujudkan pengelolaannya secara efisien namun produktif, memiliki kualitas 

pembelajaran yang prima, memproduksi lulusan yang berkualitas dunia.48 

Kecenderungan untuk melakukan reformasi tata kelola pendidikan tinggi saat ini 

telah menjadi trend dunia. Di Indonesia, ide untuk melakukan otonomi perguruan tinggi 

didorong oleh tuntutan terselenggaranya demokratisasi dan otonomi di berbagai sektor. 

Kelahiran Rancangan Undang-undang tentang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) 

pada tahun 2004 didukung dengan keberadaan Strategi Pendidikan Tinggi Jangka Panjang 

atau Higher Education Long Term Strategy (HELTS 2010-2014), merupakan babak baru 

dalam dunia pendidikan di Indonesia, dan suatu arah baru bagi perjalanan perkembangan 

pendidikan di Indonesia. Salah satu programnya adalah penataan kelembagaan pendidikan 

tinggi yang sehat, efisien dan akuntabel. 

Kekuatan moral yang mandiri dapat dimiliki apabila perguruan tinggi memperoleh 

otonomi. Pengertian umum mengenai asas otonomi merupakan hak atau kewenangan yang 

diberikan oleh pihak yang berwenang atau pemerintah kepada suatu lingkungan 

masyarakat, himpunan atau badan resmi lain untuk menyelenggarakan fungsinya secara 

                                                           
47 Davidson, J. (2001). Managing in a time of great change. San Fransisco : John Willey and Sons Inc 
48 Altbach, P.G., Salmi, J. (2003). The road to academic exellence: Pendirian universitas riset dunia, Washington 

D.C: The World Bank, Penerbit Salemba Humanika 
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mandiri, sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku secara umum dalam 

masyarakat.49 Ruang lingkup otonomi perguruan tinggi; a) hak mahasiswa untuk belajar 

dan hak dosen untuk mengajar, sesuai dengan minatnya masing-masing. b) hak untuk 

menetapkan prioritasnya sendiri dan melakukan penelitian ilmiah ke manapun arah 

tujuannya dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat. c) toleransi pada 

perbedaan pendapat dan bebas dari campur tangan politik. d) sebagai institusi publik 

melalui pendidikan dan penelitian, perguruan tinggi berkewajiban mengembangkan 

kebebasan dasar dan keadilan, kemanusiaan dan solidaritas. Serta berkewajiban saling 

membantu, baik secara materi maupun moral dalam konteks nasional dan internasional. e) 

berkewajiban menyebarluaskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

seni. f) menghindari hegemoni intelektual, g). Memiliki hak dan tanggung jawab untuk 

memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara mandiri untuk mendukung 

kegiatannya.50 

Otonomi pengelolaan Perguruan  Tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. 

akuntabilitas; b. transparansi; c. nirlaba; d. penjaminan mutu; dan e. efektivitas dan 

efisiensi51. Dalam Pasal 64 disebutkan (1) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 meliputi bidang akademik dan bidang 

nonakademik. (2) Otonomi pengelolaan di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan 

Tridharma. (3) Otonomi pengelolaan di bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan: a. 

organisasi; b. keuangan; c.  kemahasiswaan; d. ketenagaan; dan f. sarana prasarana. 

Dalam pasal 65 disebutkan; (1) Penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi 

                                                           
49 UU No. 2 tahun 1989 dan PP No. 30 tahun 1990 
50 R. Eko Indrajit & R. Djokopranoto. Manajemen  Perguruan Tinggi  modern. Yogyakarta: Penerbit Andi. H 9  
51 UU No. 12 tahun 2012 pasal 63 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dapat diberikan secara selektif berdasarkan 

evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN dengan menerapkan Pola Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membentuk PTN badan hukum untuk 

menghasilkan Pendidikan Tinggi bermutu. (2) PTN yang menerapkan Pola Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tata 

kelola dan kewenangan pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. (3) PTN badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki: a. 

kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah;  b. tata kelola dan 

pengambilan keputusan secara mandiri; c. unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas 

dan transparansi; d. hak mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel; e. 

wewenang mengangkat dan memberhentikan sendiri Dosen dan tenaga kependidikan; f. 

wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi; dan g. wewenang 

untuk membuka, menyelenggarakan, dan menutup Program Studi. (4) Pemerintah 

memberikan penugasan kepada PTN badan hukum untuk menyelenggarakan fungsi 

Pendidikan Tinggi yang terjangkau oleh Masyarakat. (5) Ketentuan mengenai 

penyelenggaraan otonomi PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.52 Pasal 66 disebutkan; (1) Statuta PTN 

ditetapkan dengan Peraturan Menteri. (2) Statuta PTN Badan Hukum ditetapkan dengan 

Peraturan Pemerintah. (3) Statuta PTS ditetapkan dengan surat keputusan badan 

penyelenggara.53 

2. Manajemen Mutu Perguruan Tinggi. 

Perguruan tinggi dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu; akademi, politeknik, 

pendidikan tinggi, institut, dan universitas. Disisi lain, peraturan pemerintah Nomor 60 

                                                           
52 Ibid, pasal 65 
53 Ibid, pasal 66 
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tahun 1999 tentang pendidikan tinggi mengatur bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi 

yang dilakukan oleh masyarakat haruslah berbentuk yayasan atau badan sosial.54  Untuk 

perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi sendiri sudah merupakan Badan Hukum Milik 

Negara yang bersifat nirlaba, sejajar dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam 

perkembangan lebih lanjut, ada tujuan untuk mengubah Perguruan Tinggi milik swasta 

menjadi semacam badan hukum tersendiri. Dengan menjadi badan hukum sendiri, maka 

Perguruan Tinggi swasta dapat bertindak lebih mandiri dan otonom serta tidak 

membutuhkan badan hukum lain sebagai penopangnya. Lebih lanjut diharapkan dapat 

menghasilkan mutu tinggi. 

3. Akuntabilitas Perguruan Tinggi 

Perguruan tinggi dimanapun berada dituntut untuk memberi pertanggungjawaban 

mengenai penyelenggaraan dan pelaksanaan missi dan fungsinya. Secara harfiah dan 

substantif-materi, pertanggung jawaban tersebut meyangkut bagaimana sumberdaya yang 

diterima oleh perguruan tinggi dimanfaatkan dalam upaya dan kegiatan untuk mencapai 

tujuan. Pertanggung jawaban itu menyangkut derajat kehematan, kesesuaian dengan 

norma dan peraturan yang berlaku umum, dan lain-lain. 

Pertanggung jawaban yang selanjutnya disebut akuntabilitas paling tidak 

menyangkut hal-hal sebagai berikut; 

a) Kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan oleh perguruan tinggi dengan falsafah, 

moral dan etika yang dianut secara umum dalam masyarakat. 

b) Kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan pola kegiatan civitas akademika 

serta hasil dan dampak yang dicapai. 

c) Keterbukaan terhadap penilikan dan pemantauan oleh pihak yang berkepentingan 

mengenai penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan fungsionalnya, pendidikan, 

                                                           
54 Peraturan pemerintah nomor 60 Tahun 1999. 
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penelitian, dan pengabdian masyarakat 

d) Pertanggungjawaban pemanfaatan sumber daya dalam upaya pencapaian tujuan yang 

dinyatakan. 

e) Aktualisasi asas otonomi dan kebebasan akademik, agar tidak disalah gunakan dan 

menyimpang dari pengaturan dan kesepakatan yang ditetapkan sebagai rambu-rambu. 

f) Kesadaran para anggota civitas akademika bahwa aktualisasi perilaku dan tingkah 

lakunya tidak akan mengganggu pelaksanaan kegiatan fungsional lembaga dan juga 

pihak masyarakat pada umumnya. 

Bagi manajemen perguruan tinggi, akuntabilitas sayogyanya menjadi acuan dasar 

untuk mengembangkan perangkat peraturan, pengaturan dan kesepakatan yang mengikat 

bagi keseluruhan civitas akademika untuk mencapai peningkatan kualitas berkelanjutan 

yang serasi dengan tuntutan masyarakat. 

4. Akreditasi Perguruan Tinggi 

Untuk mengawasi mutu perguruan tinggi, menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

membentuk Badan Akreditasi Nasional (BAN) sebagaimana dinyatakan dengan jelas 

dalam UU No. 2/1989 dan PP No. 30/1990. Dalam Peraturan menteri riset, teknologi, dan 

pendidikan tinggi republik indonesia nomor 32 tahun 2016 tentang akreditasi program 

studi dan perguruan tinggi disebutkan bahwa  Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk 

menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi.55  

Kebijakan akreditasi di atur Dalam pasal III disebutkan : 1) Akreditasi dilakukan 

terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan interaksi antarstandar di dalam 

Standar Pendidikan Tinggi. 2). Luaran proses akreditasi dinyatakan dengan status 

akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 3) Status akreditasi Program Studi dan 

                                                           
55 Peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi republik indonesia nomor 32 tahun 2016. Bab 1 Pasal 

1 ayat 1 
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Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. terakreditasi; dan 

b.tidak terakreditasi. 4) Peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri ; terakreditasi  baik ; b. terakreditasi  

baik sekali ; dan c. terakreditasi  unggul. (5) Makna peringkat terakreditasi Program Studi 

dan Perguruan Tinggi sebagai berikut: a. terakreditasi  baik, yaitu memenuhi Standar 

Nasional  Pendidikan Tinggi; b. terakreditasi  baik sekali dan terakreditasi  unggul, yaitu 

melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (6) Tingkat pelampauan Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b ditetapkan BAN 

PT.56 

5. Evaluasi Perguruan Tinggi 

Di lingkungan para manajer, para perencana dan pelaksana tumbuh suatu 

pendapat, yang makin lama makin mengental menjadi keyakinan, yaitu bahwa evaluasi 

merupakan titik tolak semua kemajuan. Pendapat tersebut shahih, apabila kemajuan dapat 

dianggap sebagai suatu perubahan yang direncanakan dan bukan suatu perubahan yang 

terjadi secara acak. Dalam hal ini masalah yang dihadapi adalah bagaimana evaluasi dapat 

dilaksanakan sedemikian rupa sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai landasan bagi 

tindakan manajemen untuk mengelola kelangsungan lembaga menuju ke peningkatan 

kualitas berkelanjutan. Pada dasarnya evaluasi berfungsi untuk: a) evaluasi dapat 

mengungkap kualitas kinerja lembaga ataupun program, b) evaluasi dapat menjadi 

perangkat manajemen yang utama dalam pengelolaan kelangsungan lembaga atau 

program. Adapun tujuan, model dan pola pelaksanaan yang dianut, pada dasarnya evaluasi 

dapat dinyatakan sebagai berikut: upaya yang sistematik untuk menghimpun, menyusun 

dan mengolah data serta informasi yang handal dan syahih, darimana dapat disimpulkan 

kenyataan, yang dapat digunakan sebagai landasan tindakan manajemen untuk mengelola 

                                                           
56 Ibid, pasal III ayat 1-5 
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kelangsungan lembaga atau program.57 Sesuai dengan tujuan dari penulisan laporan 

evaluasi-diri, maka aspek penilaian evaluasi-diri terdiri atas:1. Akurasi dan kelengkapan 

data serta informasi yang digunakan  untuk menyusun laporan evaluasi-diri. a.Cara  

perguruan tinggi mengemukakan fakta tentang situasi perguruan tinggi, pada semua 

kriteria evaluasi-diri, a.l. kelengkapan data, kurun waktu yang cukup, cross-reference. b. 

Pengolahan data menjadi informasi yang bermanfaat, a.l. menggunakan metode-metode 

kuantitatif yang tepat, serta teknik representasi yang relevan. 2. Mutu analisis yang 

digunakan untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah pada semua kriteria evaluasi-

diri.58 

Kemampuan melakukan evaluasi merupakan kemampuan penting yang harus 

dimiliki oleh lembaga, program (fakultas, jurusan, laboratorium) maupun pribadi anggota 

civitas akademika, karena tanpa kemampuan evaluasi tidak mungkin dapat diupayakan 

terjadinya peningkatan kualitas yang berkelanjutan.  

6. Strategi dan Kebijakan PTNBH/World Class University 

Pasal 4 UU No. 12/2012 menyebutkan, pendidikan tinggi berfungsi: (a) 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; (b) mengembangkan Sivitas 

Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif 

melalui pelaksanaan Tridharma; dan (c) mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora. Selanjutnya dalam 

pasal 5 dikatakan, Pendidikan Tinggi bertujuan (a) berkembangnya potensi mahasiswa 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan 

                                                           
57 BAN-PT,  2011. Pedoman Evaluasi-diri Akreditasi  Institusi  Perguruan  Tinggi. Jakarta: BAN-PT. 
58 Ibid. 
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berbudaya untuk kepentingan bangsa; (b) dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang 

ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan 

peningkatan daya saing bangsa; (c) dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui 

penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi 

kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan d. 

terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang 

bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan. 

Pengelolaan PT harus mampu menjawab tuntutan dan tantangan perubahan 

lingkungan strategis. Untuk memenuhi tugasnya perguruan tinggi membutuhkan beberapa 

hal, salah satunya adalah strategi. Perencanaan Stategi adalah upaya yang sukar dipahami. 

Strategi adalah aktivitas kompleks yang tidak dapat secara mudah diatur dengan suatu 

prosedur kuantitatif tertentu. Esensi strategi meliputi perencanaan, pengorganisasian 

dengan disiplin tertentu tugas-tugas utama yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk 

memelihara efisiensi dalam lingkungan perguruan tinggi dan memandu perusahaan untuk 

masa datang yang baru dan lebih baik. Perencanaan Strategi harus berhadapan dengan dua 

dimensi yang berhubungan, yaitu dalam menghadapi lingkungan eksternal dan secara 

kreatif memanfaatkan input/sumber daya internal untuk memperbaiki posisi kompetitif 

perguruan tinggi. 

Parameter yang digunakan agar PT dapat terkategori WCU menurut Altbach dan 

Salmi mengemukakan, perguruan tinggi kelas dunia adalah yang mampu mewujudkan 

pengelolaannya secara efisien namun produktif, memiliki kualitas pembelajaran yang 

prima, memproduksi lulusan yang berkualitas dunia, menghasilkan penelitian yang 

berkualitas dunia59. Menurut Ambrose perguruan tinggi dapat digolongkan kelas dunia 

                                                           
59Altbach, P.G., Salmi, J. (2003). The road to academic exellence: Pendirian universitas riset dunia, Washington 

D.C: The World Bank, Penerbit Salemba Humanika.   
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apabila memiliki SDM yang secara teratur mempublikasikan hasil-hasil penelitian mereka 

pada jurnal-jurnal paling top dalam disiplin ilmu masing-masing dan memiliki lulusan 

yang dapat secara mudah bekerja di (negara) mana saja di dunia60. Levin, Jeong dan Ou 

membuat beberapa tolok ukur dari apa yang disebut sebagai world class university 

(WCU), yakni (1) keunggulan penelitian (excellence in research), antara lain ditunjukkan 

dengan kualitas penelitian, yakni produktivitas dan kreativitas penelitian, publikasi hasil 

penelitian, banyaknya lembaga donor yang bersedia membantu penelitian, adanya hak 

patent, dan sejenisnya; (2) kebebasan akademik dan atmosfer kegembiraan intelektual; (3) 

pengelolaan diri yang kuat (selfmanagement); (4) fasilitas dan pendanaan yang cukup 

memadai, termasuk berkolaborasi dengan lembaga internasional; (5) keanekaragaman 

(diversity), antara lain kampus harus inklusif terdahap berbagai ranah sosial yang berbeda 

dari mahasiswa, termasuk keragaman ranah keilmuan; (6) internasionalisasi, misal 

program pertukaran mahasiswa, masuknya mahasiswa internasional atau asing, 

internasionalisasi kurikulum, koneksi internasional dengan lembaga lain (kampus dan 

perusahaan di seluruh dunia) untuk mendirikan program berkelas dunia; (7) 

kepemimpinan yang demokratis, yaitu dengan kompetisi terbuka antar-fakultas dan 

mahasiswa, juga kolaborasi dengan konstituen eksternal; (8) mahasiswa yang berbakat; 

(9) penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); (10) kualitas pembelajaran 

dalam perkuliahan; (11) koneksi dengan masyarakat atau kebutuhan komunitas; dan 

kolaborasi internal kampus.61 

 

                                                           
60 Ambrose, T. & Crispin, P. (2006). Museum basics. London and New York: Routledge 
61 Levin, H. M, Jeong, D. W, Ou, Du. (2006). What is World Class University?. paper for The Conference Of 

The Comparative and International Education Society. Honolulu, Hawaii. March, 16 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A.  Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Manajemen 

Strategi Kajian Kebijakan Fakultas Dalam Perubahan Dari Badan Layanan Umum 

Menuju PTNBH/World Class University (Studi Multi Kasus di Program Studi 

Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Ampel dan Fakultas Teknik komputer Institut 

Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya). Perguruan tinggi yang mampu menjawab 

tuntutan dan tantangan perubahan lingkungan sangat menarik untuk diteliti karena 

merupakan bagian integral dalam proses peningkatan mutu pendidikan menuju world 

class university. Peneliti berusaha mengerti, memahami, dan mengamati secara 

mendalam civitas perguruan tinggi dalam berinteraksi dengan lingkungannya, 

menafsirkan dan memaknai fenomena dan peristiwa yang sesuai dengan masalah 

yang diteliti. 

Data dikumpulkan dari latar yang alami sebagai sumber data langsung. 

Pemaknaan atas data tersebut hanya dapat dilakukan apabila diperoleh kedalaman 

atas fakta yang diperoleh. Penelitian ini diharapkan dapat menemukan sekaligus 

mendeskripsikan data secara menyeluruh dan utuh tentang Manajemen Strategi 

Kajian Kebijakan Fakultas Dalam Perubahan Dari Badan Layanan Umum Menuju 

PTNBH/World Class University di perguruan tinggi. 

Peneliti berusaha mengamati warga perguruan tinggi dalam lingkungan 

perguruan tingginya, berinteraksi dengan mereka. Berusaha memahami bahasa dan 

tafsiran mereka, melihat fenomena yang nyata di lingkungan perguruan tinggi, 
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berusaha memahami dan memberi makna terhadap rangkaian peristiwa yang dilihat di 

perguruan tinggi. Berdasarkan karakteristik data penelitian tersebut, maka pendekatan 

penelitian yang tepat untuk ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini memiliki 

karakteristik penelitian dengan latar alamiah yang memiliki beragam Manajemen 

Strategi Kajian Kebijakan yang dianut oleh masing-masing perguruan tinggi untuk 

meningkatkan kinerja pegawai.     

Berdasarakan fokus masalah, tujuan, subjek, dan karakteristik datanya, maka 

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dilihat dari segi rancangannya, 

penelitian yang berpendekatan kualitatif merupakan skema atau program penelitian 

yang berisi out line mengenai apa yang harus dilakukan peneliti, mulai dari 

pernyataan sebagai informasi penelitian sampai pada analisis data akhir. Strukturnya 

lebih spesifik, yaitu membuat skema, paradigma, dan variabel yang lebih operasional 

guna melihat keterkaitan beberapa domain sehingga membangun suatu skema 

struktural sebagai tujuan penelitian. 

Karakteristik penelitian kualititatif adalah sebagai berikut: (1) desain tidak 

terinci, fleksibel, timbul (emergent) dan berkembang sambil jalan antara lain 

mengenai tujuan, subjek, sampel sumber data; (2) desain sebenarnya baru diketahui 

dengan jelas setelah penelitian selesai (retrospektif); (3) tidak mengemukakan 

hipotesis sebelumnya. Hipotesis lahir sewaktu penelitian dilakukan, hanya berupa 

petunjuk sementara dan dapat berubah, hipotesis hanya berupa pertanyaan yang 

mengarah kepada pengumpulan data; (4) hasil penelitian terbuka dan tidak diketahui 

sebelumnya karena jumlah variabel tidak terbatas; (5) langkah-langkah tidak dapat 

dipastikan sebelumnya dan hasil penelitian tidak dapat diketahui atau diramalkan 

sebelumnya; dan (6) analisis data dilakukan sejak awal bersamaan dengan 
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pengumpulan data walaupun analisis akan lebih banyak pada tahap-tahap kemudian. 

Adapun strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) orientasi 

teoretik dengan pendekatan fenomenologis; (2) pengumpulan data tiga tahap yaitu 

orientasi, eksplorasi pengumpulan data, dan penelitian terfokus; a) wawancara 

mendalam dan komprehensif; b) observasi peran serta; dan c) dokumentasi tertulis 

yang terkait dengan penelitian ini. 

Penelitian ini menggunakan studi multi kasus. Rancangan penelitian multi kasus 

akan memberikan deskripsi yang komprehensif dan syarat dengan nilai dan makna 

dari peristiwa-peristiwa yang diamati di lokasi penelitian, yaitu Universitas Islam 

Negeri Sunan Ampel Surabaya dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. 

B. Prosedur Penelitian 

Untuk memperoleh data empirik yang sesuai dengan ruang lingkup masalah 

sebagaimana ditinjau dengan berbagai konsep dan  agar memperoleh jawaban atas 

pertanyaan penelitian, maka akan dilakukan langkah-langkah yang sesuai dengan 

desain penelitian kualitatif. Karakteristik penelitian kualitatif bersifat sirkuler. 

Adapun prosedur yang ditempuh dalam penelitian ini melalui tiga tahap, yaitu: (1) 

studi persiapan/orientasi, (2) studi eksplorasi umum, dan (3) studi eksplorasi terpusat 

(fokus). 

Pertama, studi persiapan dimulai dengan rasa tertarik terhadap masalah 

Manajemen Strategi Kajian Kebijakan Fakultas Dalam Perubahan Dari Badan 

Layanan Umum Menuju PTNBH/World Class University. Rasa tertarik terhadap 

masalah ini tidak hanya sebatas ingin tahu tetapi berusaha memahami dan mendalami 

agar memperoleh gambaran yang jelas tentang bagaimana pentingnya manajemen 

strategi dan kajian kebijakan yang tertanam, melekat, dan melembaga dalam pikiran 
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dan hati setiap warga perguruan tinggi untuk mewujudkan PTNBH/world class 

university. Persiapan dilakukan dengan berdiskusi dengan teman sejawat program 

studi Manajemen Pendidikan Islam, mengumpulkan informasi, mencari literatur yang 

relevan dan membaca studi-studi terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian 

ini. Untuk mewujudkan rasa ingin tahu yang mendalam terhadap isu-isu dan masalah-

masalah penelitian yang dirumuskan sebagaimana terdapat dalam bab I, maka 

persiapan selanjutnya adalah menyusun proposal penelitian yang diajukan untuk 

diseminarkan. Setelah seminar dilaksanakan judul yang diterima untuk dilanjutkan 

diteliti adalah “Manajemen Strategi Kajian Kebijakan Fakultas Dalam Perubahan 

Dari Badan Layanan Umum Menuju PTNBH/World Class University”.  

Kedua, eksplorasi umum yang berarti peneliti melakukan langkah-langkah 

yaitu: (1) konsultasi, wawancara dan mengurus surat perizinan pada instansi 

berwenang, (2) menjajagi secara umum pada objek penelitian untuk menetapkan 

objek yang akan diteliti, (3) mengkaji literatur dan menetapkan kembali fokus 

penelitian, (4). berdiskusi dengan teman sejawat yang terpilih untuk memperoleh 

masukan dan memperkaya wawasan berpikir peneliti, dan (5) melakukan konsultasi 

secara  kontinyu dan mendalam dengan teman sejawat untuk memperoleh legitimasi 

guna melanjutkan penyelesaian penelitian ini. 

Ketiga, eksplorasi terpusat dengan cara pengecekan hasil temuan penelitian dan 

pembahasan serta penulisan laporan hasil penelitian. Tahap eksplorasi terpusat ini 

meliputi: (1) tahap pengumpulan data yang dilakukan secara rinci dan mendalam 

untuk merumuskan kerangka konseptual tema-tema di lapangan, (2) melakukan 

pengumpulan data dan analisis data secara bersama-sama, (3) melakukan pengecekan 

hasil dan temuan penelitian, dan (4) menulis laporan hasil penelitian untuk diajukan 
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pada LP2M. 

C. Latar dan Narasumber Penelitian 

Latar atau setting yang dipilih adalah: (1) Universitas Islam Negeri Sunan 

Ampel Surabaya, (2). Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. Perguruan 

tinggi  tersebut dipilih sebagai latar penelitian karena secara empirik mewakili gejala 

perkembangan dan keunikan permasalahan sebagaimana yang dihadapi oleh 

perguruan tinggi pada umumnya. Sedangkan sampel dalam hal ini ialah pilihan 

peneliti, yaitu  aspek, peristiwa, dan manusia yang dijadikan fokus pada saat dan 

situasi tertentu. Karena itu pemilihan sampel dilakukan terus menerus sepanjang 

penelitian. Prosedur pengambilan sampel bersifat purposif, sesuai dengan tujuan dan 

fokus penelitian. 

Adapun narasumber dalam penelitian ini terdiri atas (1). Rektor, (2). Wakil 

Rektor, (3). Dekanat masing-masing fakultas,(4) Dosen dan (5) Staf yang duperlukan. 

Jumlah dan kategori subjek yang akan dijadikan responden, penulis tentukan 

berdasarkan konsep representatif dan Snowbolling simple (bola salju); artinya 

kecukupan sampel diukur berdasarkan kecukupan informasi, data, dan fakta yang 

telah diperoleh. Ukuran kecukupan informasi, data, dan fakta yang dimaksud 

tercermin dalam intensitas pengulangan kesamaan keterangan dari beragam kategori 

subjek tersebut. 

D. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: Wawancara, dokumentasi, dan 

observasi. Instrumen penelitian ini tidak berdasarkan definisi operasional. Yang 

dilakukan ialah menyeleksi aspek-aspek yang khas, berulang kali terjadi, berupa pola 

atau tema, dan tema itu senantiasa diselidiki lebih lanjut dengan cara yang lebih halus 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

56 
 

 
 

dan mendalam untuk memperoleh makna yang sesungguhnya. Tema itu akan 

merupakan petunjuk ke arah pembentukan atau pemberian dukungan pada suatu teori 

yang bersifat ilmiah.  

1) Wawancara Terstruktur. 

Tabel 3.1 

Teknik pengumpulan data 

N

O 

RUMUSAN MASALAH DESKRIPSI 

PERTANYAAN 

JENIS DATA 

YG 

DIPERLUKAN 

SUMBER DATA TEKNIK 

PENGUMPULA

N DATA 

1 Bagaimana 

penyelenggaraan 

Tridharma dan  

kebijakan di Fakultas 

tarbiyah UIN Sunan 

Ampel dan Fakultas 

Teknik Komputer ITS 

Surabaya? 

Rumusan visi, misi, 

identifikasi masalah, 

peramalan, formulasi 

kebijakan, legitimasi 

kebijakan, poitica 

support, implementing 

Wawancara, 

dokumen 

kebijakan 

➢ Pimpinan 

perguruan 

tinggi 

➢ Pimpinan 

fakultas 

➢ Wawancara 

➢ Dokumenta

si 

➢ Observasi 

      

2 Bagaimana tata kelola 

dan kebijakan di 

Fakultas Tarbiyah 

UIN Sunan Ampel 

dan Fakultas Teknik 

Komputer ITS 

Surabaya? 

➢ Pengelolaan 

keuangan 

➢ Standar layanan 

dan standar tarif 

➢ Pengelolaan 

rekening 

➢ Dewan pengawas 

➢ Kewajiban 

menyusun 

remonerasi 

➢ Persyaratan yang 

harus dipenuhi 

PTNBH 

➢ Pengesahan 

APBPTN 

➢ Menyusun laporan 

kinerja sesuai 

standar pelayanan 

minimal. 

➢ Konsolidasi 

laporan keuangan 

Wawancara, 

dokumen 

➢ Pimpinan 

perguruan 

tinggi 

➢ Pimpinan 

fakultas 

➢ Wawancara 

➢ Dokumenta

si 

➢ Observasi 

      

3 Bagaimana Strategi 

dan kebijakan dalam 

mewujudkan PTNBH 

di Fakultas Tarbiyah 

UIN Sunan Ampel 

dan Fakultas Teknik 

Komputer ITS 

Surabaya? 

➢ Membentuk 

organisasi yang 

mengakomodasi 

perubahan 

kebutuhan 

➢ Pengembangan 

berkelanjutan 

➢ Tata kelola yang 

baik dan 

 ➢ Pimpinan 

perguruan 

tinggi 

➢ Pimpinan 

fakultas 

➢ Wawancara 

➢ Dokumenta

si 

➢ observasi 
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partisipatif 

➢ Pengembangan 

SDM terstruktur 

➢ Penelitian dan 

pengajaran berbasis 

inovasi 

 

Tabel 3.2 

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 

 
NO Rumusan Masalah Pertanyaan Terstruktur 

1 Bagaimana penyelenggaraan 

Tridharma dan  kebijakan di Fakultas 

tarbiyah UIN Sunan Ampel dan 

Fakultas Teknik Komputer ITS 

Surabaya? 

A. Kebijakan Perguruan Tinggi pada pengelolaan 

dan pengembangan menuju PTNBH 

➢ Apakah ada keinginan pimpinan  berkembang 

dari BLU menuju PTNBH 

➢ Apakah ada rencana kebijakan yang mengarah 

pada perubahan BLU ke PTNBH 

➢ Pondasi  kebijakan apa  untuk memulai PTNBH 

➢ Apakah udah termaktub dalam Renstra UIN 

perubahan menuju PTN BH 

➢ Apa kebijakan/hukum yang mendasari perubahan 

Perguruan tinggi BLU ke PTNBH? 

➢ Kebijakan apa saja yang Bapak ketahui yang 

dikeluarkan oleh perguruan tinggi dalam hal 

penyelenggaraan Tridarma? 

➢ Apakah kebijakan-kebijakan dalam hal 

pengeolaan dan pengembangan Tridharma 

tersebut sudah sesuai dengan harapan PTNBH? 

➢ Apa saja keinginan Bapak terkait dengan 

kebijakan-kebijakan mengenai Tridharma dalam 

hal pengelolaan pengembangan PTNBH?  

➢ Bagaimana peran pimpinan dan civitas 

akademika dalam percepatan menuju PTNBH? 

B. Peran Tridharma terhadap pengembangan 

perguruan tinggi BLU menuju PTNBH 

➢ Apa yang Bapak Lakukan dalam pelaksanaan 

Tridharma perguruan tinggi menuju PTNBH 

1. Dalam bidang pengajaran 

2. Dalam bidang pengabdian masyarakat 

3. Dalam bidang penelitian. 

➢ Value-value yang dikembangkan perguruan tinggi 

menuju PTNBH. 

➢ Apa harapan Bapak setelah PTNBH (apakah 

sudah sesuai visi-misi perguruan tinggi)?. 

➢ Bagaimana keterlibatan dosen dalam 

mewujudkan PTNBH  

➢ Bagaimana keterlibatan mahasiswa dalam 

mewujudkan PTNBH  

➢ Bagaimana peningkatan pelayanan staf di 

PTNBH 

2 Bagaimana tata kelola dan kebijakan di 

Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Ampel 

dan Fakultas Teknik Komputer ITS 

Surabaya? 

➢ Bagaimana Pengelolaan keuangan di PTNBH? 

➢ Bagaimana standar layanan dan standar tarif di 

PTNBH? 

➢ Bagaimana pengelolaan rekening di PTNBH? 

➢ Bagaimana Dewan pengawas di PTNBH? 

➢ Bagaimana kewajiban menyusun remonerasi? 
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➢ Persyaratan apa yang harus dipenuhi PTNBH? 

➢ Bagaimana Pengesahan APBPTN? 

➢ Bagaimana upaya laporan kinerja sesuai standar 

pelayanan minimal? 

➢ Bagaimana konsolidasi laporan keuangan? 

➢ Bagaimana analisis sistem dan tatakelola 

organisasi di ITS 

➢ Bagaimana analisis ekksternal dalam menghadapi 

peluang dan tantangan 

➢ Bagaimana peningkatan mutu di FTIK ITS? 

➢ Bagaimana prestasi akademik mahasiswa di 

FTIK ITS? 

➢ Bagaimana akuntabilitas, efisiensi, efektifitas dan 

transparansi dalam pengelolaan ? 

➢ Bagaimana ketaatan civitas akademika dalam 

menjalankan peraturan ? 

➢ Bagaimana kelayakan finansial menyangkut 

keuangan, aset, laporan dan kemampuan 

menggalang dana ? 

 

   

3 Bagaimana Strategi dan kebijakan 

dalam mewujudkan PTNBH di 

Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Ampel 

dan Fakultas Teknik Komputer ITS 

Surabaya? 

➢ Bagaimana upaya Bapak membentuk organisasi 

yang mengakomodasi perubahan kebutuhan 

PTNBH? 

➢ Bagaimana rencana strategis Pengembangan 

berkelanjutan Perguruan tinggi menuju PTNBH? 

➢ Bagaimana membentuk Tata kelola yang baik dan 

partisipatif? 

➢ Bagaimana mewujudkan pengembangan SDM 

terstruktur? 

➢ Bagaimana mewujudkan penelitian dan 

pengajaran berbasis inovasi? 

➢ Bagaimana perang PTN dalam pembangunan, 

ekonomi, spiritual, sosial ? 

 

Untuk menjaring data dan informasi dalam penelitian ini, digunakan teknik-

teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Penggunaan teknik-teknik 

tersebut didasarkan atas alasan bahwa segala sesuatu (masalah, fokus penelitian, 

prosedur penelitian, data yang akan dikumpulkan, asumsi yang digunakan, bahkan 

hasil) belum mempunyai bentuk yang pasti. Penjelasan secara detail: 

2) Wawancara Tidak Terstruktur 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab, 

yang penulis lakukan secara sistematik berlandaskan tujuan penelitian. Proses 

wawancara dilakukan a) secara nyata mengadakan interaksi dengan responden; dan b) 
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menghadapi kenyataan, adanya pandangan orang lain yang mungkin berbeda dengan 

pandangan peneliti sendiri. 

Jenis pertanyaan yang penulis ajukan berkenaan dengan: a) keberhasilan 

kepemimpinan; b) pendapat, perasaan, dan nilai; c) pengetahuan disiplin aturan 

perguruan tinggi; d) manfaat yang diperoleh dari kebijakan perguruan tinggi dalam 

meningkatkan mutu layanan pendidikan; dan e) peran pimpinan perguruan tinggi 

dalam mewujudkan komitmen organisasi berbasis value dalam meningkatkan 

efektivitas kinerja SDM.  

Untuk mendapatkan informasi dari wawancara, peneliti melakukan wawancara 

kepada: 

a. Rektor  

Wawancara yang dilakukan kepada pimpinan perguruan tinggi dilakukan secara 

nyata di kedua objek penelitian, yaitu UNIPDU Jombang dan UNSURI Surabaya.  

b. Wakil Rektor Perguruan tinggi 

c. Dekanat masing-masing fakultas 

d. Dosen dan atau staf yang diperlukan 

3) Observasi. 

Observasi atau pengamatan partisipatif dalam penelitian ini ditujukan untuk 

memahami fenomena yang riil dan aktual tentang segala sesuatu yang terjadi di dalam 

situasi masing-masing perguruan tinggi tersebut. Peneliti juga mengamati segala 

sesuatu yang terjadi di dalam perguruan tinggi yang dilakukan oleh Rektor perguruan 

tinggi, wakil Rektor perguruan tinggi, Dosen dan Staf. 

Adapun pedoman observasi yang digunakan adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 Pedoman Observasi 

Situasi dan Peristiwa yang Diamati 

No Peristiwa dan situasi yang diamati Ket. 

1 Suasana proses kerja di kantor 

a. Pegawai 

b. Pelayanan mahasiswa 

c. Interaksi Pimpinan dengan pegawai. 

Situasi dan 

peristiwa 

yang perlu 

akan diambil 

gambarnya 

2 Rapat-rapat: 

a. Rapat rutin intern perguruan tinggi (pegawai dan Pimpinan) 

b. Rapat dinas 

c. Supervise/pembinaan dari Dinas/Yayasan) 

d. Rapat lainnya 

 

4 Keadaan fisik: 

a. Suasana lingkungan perguruan tinggi 

b. Ruang pimpinan dan dosen 

c. Ruang kelas dan aula 

d. Hiasan dan benda yang dipasang 

e. Perpustakaan, laboratorium, lapangan olahraga, dll 

f. Tempat ibadah 

g. Pembinaan lingkungan perguruan tinggi. 

 

5 Manajemen 

a. Rumusan visi dan misi 

b. Tujuan dan sasaran perguruan tinggi 

c. Motto perguruan tinggi 

d. Kebijakan perguruan tinggi 

e. Notula rapat 

f. Agenda rapat 

 

6 Pedoman & peraturan-peraturan 

a. Deskripsi tugas kepala perguruan tinggi, guru, dan TU 

b. Pedoman/peraturan guru 

c. Peraturan tata tertib siswa 

 

7 Proses Belajar Mengajar (PBM) 

a. Jadwal pelajaran 

b. Jadwal kegiatan ko kurikuler dan ekstrakurikuler 

c. Kurikulum 

d. Lembaran/panduan untuk guru dan siswa 

 

8 Sejarah perguruan tinggi  

 

Melalui pengamatan demikian, diharapkan ditemukan informasi yang berkenaan 

dengan dinamika kepemimpinan, gaya kepemimpinan, peran kepemimpinan, serta 

nilai-nilai agama Islam, nilai moral sosial, dan kemandirian para guru-guru dan 

siswa-siswa. Apa faktor yang mendorong dan menghambat nilai agama Islam dan 

bagaimana nilai moral sosial, serta peran serta komite perguruan tinggi dalam 

mewujudkan komitmen berbasis value dalam meningkatkan efektivitas kinerja 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

61 
 

 
 

sumber daya manusia. Melalui pengamatan akan dapat diketahui pula berbagai nilai 

yang mendasari dan mengarahkan tindakan atau perbuatan pimpinan, pegawai dan 

dosen (ustad) dalam komitmen berbasis value dalam meningkatkan efektivitas kinerja 

mereka. 

4) Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi dilakukan untuk mengungkapkan data yang bersifat 

administratif dan peristiwa yang merefleksikan aspek-aspek: a) peran pimpinan 

perguruan tinggi dalam membina eksistensi nilai dan sikap inovatif; b) kedisiplinan 

yang dilakukan para pegawai; c) perkembangan penanaman nilai keteladanan di 

perguruan tinggi; e) kajian bersama para intelektual muslim dalam menghadapi 

tantangan dan mengembalikan keunggulan pendidikan berbasis karakter; dan f) 

literatur pengetahuan akhlak dan inovasi yang terdapat di perpustakaan perguruan 

tinggi, lembaga keagamaan, perguruan tinggi serta literatur umum lainnya yang 

berkaitan dengan perguruan tinggi. 

Studi dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat data wawancara mendalam 

dan data pengamatan kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori tentang 

nilai moral dan juga tuntutan tentang akhlak dalam al-Quran dan sunnah rasul. 

Karena dokumen tersebut akan memberi informasi otentik secara tertulis mengenai 

peristiwa dan hal-hal yang dapat dijadikan acuan memperkuat landasan analisis 

penelitian ini. 

Tabel 3.3  

Pedoman Dokumentasi 

No Jenis Dokumen Ket. 

1. Data-data Kelengkapan perguruan tinggi 

a. Riwayat perguruan tinggi tersebut 

1) Catatan sejarah perkembangan  
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2) Penelitian yang pernah dilakukan dari pihak lain 

3) Foto/rekaman kegiatan  

4) Naskah-naskah kerjasama 

b. Data administrasi perguruan tinggi 

1) Sertifikat dan kelengkapan legalitas lainnya 

 

2. Data-data Kegiatan Fakultas 

a. Data kegiatan fakultas  

1) Struktur organisasi 

2) Pembagian tugas dan wewenang 

3) Komunikasi 

b. Dokumentasi dan publikasi kegiatan  

1) Dokumentasi dan publikasi materi kegiatan  

2) Kemudahan akses pada dokumentasi kegiatan  

 

3. Sarana dan Prasarana: 

a. Denah lokasi dan bangunan perguruan tinggi 

b. Gedung dan ruangan-ruangan kegiatan 

c. Fasilitas seperti perpustakaan, labolatorium, dll 

d. Sarana penunjang lainnya (tempat wudhu, penyimpanan/ 

penitipan barang milik jamaah, tempat parkir)  

 

4. Organisasi: 

a. Struktur organisasi  

b. Legalisasi struktur organisasi 

 

5 Manajemen: 

a. Rumusan visi dan misi 

b. Tujuan dan sasaran  

c. Semboyan/motto  

d. Kebijakan-kebijakan  

e. Notula rapat  

f. Agenda rapat 

 

6 Pedoman & Peraturan-peraturan: 

a. Deskripsi tugas pengurus  

b. Pedoman/peraturan 

 

7 Proses Kegiatan  

a. Jadwal kegiatan  

b. Kurikulum  

 

 

E. Pengujian Tingkat Validitas Data 

Dalam penelitian kualitatif akan dipandang ilmiah apabila memiliki tingkat 

kepercayaan tertentu. Menurut Lincoln & Guba tingkat kepercayaan hasil penelitian 

kualitatif dapat dicapai jika peneliti berpegang kepada empat prinsip atau kriteria, 
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yaitu: (1) credibility, (2) dependability, (3) confirmability, dan (4) transferability.1 

1) Kredibilitas (credibility) 

Prinsip kredibilitas merujuk pada apakah kebenaran hasil penelitian kualitatif 

dapat dipercaya dalam makna mengungkapkan kenyataan yang sesungguhnya. Untuk 

memenuhi kriteria ini, peneliti melakukan triangulasi, member chek, dan wawancara 

atau pengamatan secara terus-menerus hingga mencapai tingkat redundancy.  

Triangulasi sumber data dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari informan yang satu 

dengan informan lainnya. Pengecekan data dengan member chek dilakukan pada 

subyek wawancara melalui dua cara. Pertama, langsung pada saat wawancara. 

Kedua, secara tidak langsung dalam bentuk penyampaian rangkuman hasil 

wawancara yang sudah dibuat oleh peneliti, yaitu melalui koding terbuka, dengan 

menggunakan matriks. Secara lebih spesifik, kredibilitas hasil penelitian kualitatif 

dicapai dengan beberapa cara, yaitu: (1) peneliti tinggal cukup lama pada situasi 

penelitian, (2) observasi dilakukan secara berlanjut dan cermat, (3) melihat fenomena 

dari berbagai sudut pandang, (4) diskusi teman sejawat, dan (5) analisis kasus negatif. 

2) Dependabilitas (Dependability)        

Prinsip dependabilitas (ketergantungan) merujuk pada apakah hasil penelitian 

itu memiliki realibilitas (keandalan). Prinsip ini dapat dipenuhi dengan cara 

mempertahankan konsistensi teknik pengumpulan data, dalam menggunakan konsep, 

dan membuat tafsiran atas fenomena. Dependabilitas  penting dilakukan berkaitan 

untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam konseptualisasi rencana penelitian, 

pengumpulan data, analisis data, interpretasi temuan, dan laporan hasil penelitian.  

                                                      
1 Lincoln & Guba, 1985. Hlm :301-321. 
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3) Konfirmabilitas (Confirmability) 

Prinsip konfirmabilitas bermakna keyakinan atas data penelitian yang diperoleh. 

Untuk memenuhi prinsip ini peneliti melakukan berbagai strategi, yaitu: (1) 

mengundang berbagai pihak mendiskusikan temuan dan draf hasil penelitian, (2) 

mendatangi berbagai pihak untuk melakukan audit trial, berupa jejak atau sistematika 

kerja penelitian yang dapat dilacak dan diikuti, serta melakukan proses kerja secara 

sistematis dan terdokumentasi, serta memeriksa secara teliti setiap langkah kerja 

penelitian, dan (3) mengkonfirmasikan hasil penelitian dengan para ahli, Prof. Dr. Ali 

Aziz, M.Pd.        

4) Transferabilitas (Transferability)  

Prinsip transferabilitas ini mengandung makna apakah hasil penelitian ini dapat 

diaplikasikan atau digeneralisasikan pada situasi atau tempat lain. Pada dasarnya hasil 

penelitian ini tidak menutup kemungkinan dapat diaplikasikan pada situasi dan 

tempat lain, apabila memiliki karakteristik dan situasi yang sama. Dengan demikian, 

upaya untuk mentransfer hasil penelitian ini pada situasi yang berbeda sangat 

mungkin memerlukan penyesuaian menurut keadaan dan asumsi-asumsi yang 

mendasarinya. Untuk itu, peneliti berusaha menyampaikan hasil penelitian secara 

rinci agar mudah dipahami dan dimaknai oleh siapapun yang tertarik dengan 

penelitian ini.  

 Proses pengujian tingkat kepercayaan (validitas) hasil penelitian penelitian 

tersebut dapat digambarkan dalam diagram prosedur penelitian sebagaimana gambar 

3.1 berikut : 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

65 
 

 
 

Wawancara

Tidak terstuktur

klasifikasi Penyaringan

Observasi

Partisipasi Triangulasi

Analisis

dokumen

Data

Pengolahan

Data

Penulisan Laporan

Bagan 3.1 Prosedur Penelitian

 

 

F. Analisis dan Penafsiran Data 

Analisis data penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Biklen  merupakan 

upaya mencari dan menata secara sistematik transkrip dan catatan hasil observasi, 

dokumen dan wawancara serta bahan-bahan lainnya untuk meningkatkan pemahaman 

peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang 

lain.2 

Analisis data dimulai sejak di lapangan, pada saat itu sudah ada penghalusan 

data, penyusunan kategori dengan kawasannya dan sudah ada upaya dalam rangka 

penyusunan hipotesis yaitu teorinya sendiri. Analisis data kualitatif ini dilakukan 

melalui tahapan proses menyusun data, yaitu menggolongkannya dalam pola, tema 

atau kategori agar dapat ditafsirkan. Mengacu pada pandangan tersebut, maka penulis 

melakukan analisis data melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Setelah data terkumpul, penulis mereduksi data dengan jalan mencatat hal-hal 

pokok yang relevan dengan fokus penelitian; 

                                                      
2 Bogdan dan Biklen, 1982, hlm : 146. 
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2. Menyusun secara sistematik berdasarkan kategori dan klasifikasi tertentu; 

3. Membuat display data dalam bentuk tabel ataupun gambar sehingga hubungan 

antara data yang satu dengan lainnya menjadi jelas dan utuh; 

4. Mengadakan cross site analysis dengan cara membandingkan dan menganalisis 

data secara lebih mendalam; dan 

5. Menyajikan temuan penelitian kemudian menarik kesimpulan dalam bentuk 

kecenderungan umum, implikasi untuk penerapannya dan rekomendasi bagi 

pengembangan, adaptasi ataupun penyempurnaan lebih lanjut. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA PENELITIAN 

 

A. PROFIL OBJEK PENELITIAN 

1. Profil Fakultas  Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 

Surabaya 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya, pada awalnya 

merupakan salah satu fakultas cabang yang terletak di Bojonegoro didirikan pada tanggal 

14 Mei 1970. Berdirinya Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ini didasarkan atas permintaan 

masyarakat Jawa Timur yang mempunyai minat besar untuk belajar ke-tarbiyah-an dan 

ketidakseimbangan antara tenaga guru agama Islam dengan pertumbuhan sekolah yang 

terus meningkat dengan cepat pada waktu itu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 33 

tahun 1985 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Bojonegoro dipindah pengelolaannya ke 

Surabaya.  Selanjutnya, muncul  Kepres No. 9 tahun 1987 dan Surat Keputusan Menteri 

Agama NO. 17 tahun 1988, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Surabaya menjadi salah satu 

fakultas dari 13 fakultas yang berdiri sendiri baik secara administratif maupun akademik 

di bawah naungan UIN Sunan Ampel. Ke-13 fakultas tersebut adalah Syariah  Surabaya, 

Tarbiyah Malang, Tarbiyah Jember, Ushuluddin Surabaya, Ushuluddin Kediri, Tarbiyah 

Mataram, Tarbiyah Pamekasan, Adab Surabaya, Tarbiyah Tulungagung, Tarbiyah 

Samarinda, Syariah Ponorogo, Tarbiyah Surabaya dan Dakwah Surabaya. 

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas institusi serta kualitas pendidikan di UIN 

Sunan Ampel,  pada tahun 1997 dilakukan perampingan dari 13 fakultas menjadi 5 

fakultas. Fakultas-fakultas yang berada di luar Surabaya diubah menjadi STAIN, 

sedangkan 5 fakultas yang masih tetap di bawah UIN Sunan Ampel adalah Adab, 

Syari’ah, Dakwah, Tarbiyah dan Ushuludin. Pada awal berdirinya, Fakultas Tarbiyah dan 
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Keguruan hanya memiliki satu jurusan, yakni Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI). 

Pada tahun 1983 berdiri satu jurusan baru, yaitu Jurusan Pendidikan Bahasa Arab (PBA) 

dan pada tahun 1994 berdiri pula Jurusan Kependidikan Islam (KI). Mulai tahun akademik 

2005/2006 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan membuka Program Studi Tadris Bahasa 

Inggris dan Tadris Matematika. Sedangkan sejak tahun 2007, bersama-sama dengan 

LAPIS PGMI (di bawah sponsor pemerintah Australia) didirikan Program Studi PGMI. 

Dengan demikian, saat ini Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel memiliki 6 

Jurusan (PAI, PBA, PBI, KI, PMT dan PGMI). Di samping itu, sejak tahun 2006 Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya juga menyelenggarakan program 

Akta IV. Hingga saat ini program ini telah meluluskan banyak Sarjana. Dalam upaya 

meningkatkan kualitas, dilakukan akreditasi melalui Badan Akreditasi Nasional (BAN) 

terhadap Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Surabaya. Berdasarkan akreditasi tersebut yang 

tertuang dalam Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi NO. 

017/BAN-PT/AK-IV/VII/2000 dan NO. 018/BAI-PT/AK-IV/VII/2000 tertanggal 21 Juli 

2000 menetapkan bahwa juruan PAI, PBA, dan KI telah terakreditasi dengan masing-

masing mendapat nilai A, B, dan B. 

Visi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya adalah 

"Terwujudnya Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai 

pusat kajian dan pengembangan pendidikan Islam yang unggul, kompetitif dan menjadi 

rujukan lembaga pendidikan". Adapun Misi UIN Sunan Ampel Surabaya adalah 

“Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang pendidikan Islam secara 

profesional, akuntabel dan berdaya saing tinggi. Mengembangkan penelitian pendidikan 

Islam yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan Memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan kualitas pendidikan Islam.” 
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Keunggulan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya adalah 

Merupakan fakultas favorit di lingkungan UIN Sunan Ampel. Terbukti, setiap tahunnya 

pendaftar di UIN Sunan Ampel yang memilih Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan lebih 

dari 80%. Sebagai salah satu lembaga di lingkungan Kementerian Agama yang ditunjuk  

untuk melakukan kegiatan sertifikasi guru bersama 12 LPTK agama di Indonesia. Salah   

satu   lembaga yang dipercaya oleh Kementerian Agama sebagai penyelenggara 

pendidikan profesi untuk guru kelas bersama 6 LPTK agama di Indonesia. Salah   satu   

lembaga yang dipercaya oleh Kementerian Agama sebagai penyelenggara pendidikan 

sistem dual mode bagi guru-guru agama di Indonesia. Fakultas yang paling selektif dalam 

menerima calon mahasiswa di lingkungan UIN Sunan Ampel.1 

2. Profil Institut Teknologi sepuluh Nopember Surabaya 

Sejarah ITS dimulai sejak pelaksanaan lustrum pertama PII Cabang Jawa Timur 

pada tahun 1957 yang selanjutnya diputuskannya pendirian Yayasan Perguruan Tinggi 

Teknik (YPTT) yang diketuai oleh dr. Angka Nitisastro. Yayasan tersebut dibentuk 

sebagai wadah untuk memikirkan tindakan-tindakan lebih lanjut dan memperbincangkan 

sedalam-dalamnya segala konsekuensi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan 

dalam rangka membulatkan tekad mendirikan sebuah Perguruan Tinggi Teknik di kota 

Surabaya. Pada tanggal 10 Nopember 1957, Yayasan mendirikan “PERGURUAN 

TEKNIK 10 NOPEMBER SURABAYA” yang pendiriannya diresmikan oleh Presiden 

Soekarno. Perguruan Tinggi Teknik 10 Nopember Surabaya hanya memiliki dua jurusan 

yaitu, Jurusan Teknik Sipil dan Jurusan Teknik Mesin.  

Setelah beberapa tahun melalui usaha-usaha yang dirintis oleh tokoh-tokoh dari 

YPTT, Perguruan Tinggi Teknik 10 Nopember diubah statusnya menjadi Perguruan 

Tinggi Negeri dengan nama: “INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER DI 

SURABAYA” Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya yang semula memiliki 2 

                                                           
1 http://ftk.uinsby.ac.id/jurusan.html? 
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(dua) jurusan yaitu Teknik Sipil dan Teknik Mesin berubah menjadi lima yaitu: Teknik 

Sipil, Teknik Elektro, Teknik Mesin, Teknik Perkapalan, dan Teknik Kimia. Jurusan-

jurusan tersebut kemudian berubah menjadi Fakultas. Kemudian dengan peraturan 

pemerintah No. 9 tahun 1961 (ditetapkan kemudian pada tanggal 23 Maret 1961) 

ditetapkan bahwa Dies Natalis Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang pertama adalah 

tanggal 10 Nopember 1960. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tahun 1965 

berdasarkan SK Menteri No. 72 tahun 1965, Institut Teknologi Sepuluh Nopember 

Surabaya (ITS) membuka dua fakultas baru, yaitu, Fakultas Teknik Arsitektur dan 

Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam.  Rencana Induk Pengembangan ITS menarik perhatian 

Asian Development Bank (ADB) yang kemudian menawarkan dana pinjaman sebesar US 

$ 25 juta untuk pengembangan empat fakultas, yaitu, Fakultas Teknik Sipil, Fakultas 

Teknik Mesin, Fakultas Teknik Elektro, dan Fakultas Teknik Kimia. Pada tahun 1977 

dana dari ADB tersebut sebagian digunakan untuk membangun kampus ITS Sukolilo bagi 

empat fakultas tersebut di atas. Pada tahun 1981 pembangunan gedung di kampus Sukolilo 

sebagian sudah selesai. Pembangunan kampus Sukolilo tahap I dapat diselesaikan dan 

diresmikan penggunaannya pada tanggal 27 Maret 1982. Dalam perjalanan 

pengembangannya, ITS pada tahun 1983 mengalami perubahan struktur organisasi yang 

berlaku bagi universitas atau institut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 

1980, Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1981 dan Keputusan Presiden No. 58 tahun 

1982, ITS berubah menjadi hanya 5 fakultas saja, yaitu Fakultas Teknik Industri, Fakultas 

Teknik Perkapalan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, dan Fakultas Non Gelar Teknologi (Program-Program Non Gelar). 

Sejak tahun 1991 terjadi perubahan menjadi 4 fakultas, yaitu Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Teknologi Industri (FTI), Fakultas Teknik 

Sipil dan Perencanaan (FTSP), dan Fakultas Teknologi Kelautan (FTK). Jurusan yang ada 
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di Fakultas Non Gelar Teknologi diintegrasikan ke jurusan sejenis di 2 fakultas (FTI dan 

FTSP). Selain itu ITS juga mempunyai 2 Politeknik yaitu Politeknik Perkapalan Negeri 

Surabaya (PPNS) dan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS). Pada tahun 1994 

kembali ITS memperoleh dana pinjaman ADB sebesar US$ 47 juta untuk pengembangan 

semua fakultas dengan fokus teknologi kelautan. Program ini selesai pada April 2000. 

Selain itu ITS juga telah memperoleh dana hibah dari pemerintah Jerman/GTZ (1978-

1986) untuk pengembangan Fakultas Teknik Perkapalan. 

Tahun 2001, berdasarkan SK Rektor tanggal 14 Juni 2001, ITS membentuk fakultas 

baru yaitu Fakultas Teknologi Informasi (FTIF) dengan 2 jurusan/program studi: Jurusan 

Teknik Informatika dan Program Studi Sistem Informasi. Seiring dengan dinamika dunia 

pendidikan, pendidikan tinggi di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dengan 

adanya UU No. 12/2012 dan PP No. 66 Tahun 2010. Perubahan eksternal ini 

menyebabkan diperlukannya kajian terhadap status pengelolaan dan penyelenggaraan 

pendidikan. Selain itu, juga mempertimbangkan surat keputusan MenKeu No. 

363/KMK.05/2008 menetapkan ITS sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Pola 

manajemen institusi tersebut menuntut ITS untuk mampu mempertanggungjawabkan 

penggunaan keuangan bersumber dari pemerintah. BLU juga mendorong ITS untuk dapat 

menjadi institusi mandiri dengan membuka peluang kerjasama pada tingkat nasional dan 

internasional.  

Selanjutnya, berdasarkan Surat Keterangan Plt. Dirjen Dikti No: 728/E.E1/KL/2014 

menerangkan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 

071/M/2013 tentang Pemindahan Pengelolaan Tanah dan Bangunan Institut Teknologi 

Sepuluh Nopember kepada Politeknik Elektronika Negeri Surabaya; dan Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, dinyatakan bahwa Politeknik Elektronika 
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Negeri Surabaya adalah Perguruan Tinggi Negeri mandiri di bawah Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. Pemisahan tersebut diikuti dengan Keputusan Menteri 

Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 292/P/2014 Tentang Pemindahan 

Pengelolaan Tanah Dan Bangunan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Kepada 

Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Dan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya yang 

dikeluarkan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dengan Keputusan 

Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia tersebut di atas maka pemisahan 

PPNS dan PENS dari ITS telah menjadi sah. Berdasarkan  PP No 83 Tahun 2014, 

tertanggal 17 Oktober 2015, ITS telah resmi menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan 

Hukum (PTNBH). Perubahan tersebut telah didukung oleh disyahkannya Statuta ITS 

PTNBH melalui Peraturan  Pemerintah No 54 Tahun 2015. Sejak itu, ITS memiliki 

perioda transisi selama setahun untuk bertransformasi menjadi PTNBH baik secara 

kelembagaan, organisasi, keuangan dan tentunya akademik.2 

B. PAPARAN DATA PENELITIAN 

1. Penyelenggaraan Tridharma di Fakultas Tarbiyah Keguruan UIN Sunan Ampel 

dan Fakultas Teknik Komputer ITS Surabaya. 

Kementerian Pendidikan Nasional adalah kementerian yang membidangi 

pengembangan pendidikan, dan Kementerian Agama sebagai salah satu yang terlibat 

dalam mengemban pendidikan. Dalam rangka merealisasikan amanat UUSPN 20 – 2003 

Junto Undang-Undang Guru dan Dosen nomor: 14 tahun 2005, dan Standar Pendidikan 

Nasional PP Nomor 19 2005, maka kebijakan Menteri Agama tentang Pengembangan, 

pembinaan, pengawasan, pengendalian program diploma, sarjana dan pascasarjana pada 

Perguruan Tinggi Agama Islam,  KMA No. 353 tahun 2004, KMA No. 387 tahun 2004 

mengisaratkan perlu percepatan peningkatan mutu perguruan tinggi untuk  mengejar 

ketinggalan dengan kementerian lain serta perguruan tinggi luar negeri yang mulai masuk 

                                                           
2 Rencana Strategis ITS 2015-2020 
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dan merambah ke negeri kita. Kondisi yang demikian dipicu oleh karena kebijakan 

tentang pengembangan mutu perguruan tinggi belum dapat dilaksnakan sebagaimana 

mestinya (sesuai peraturan), maka ada beberapa hal yang perlu dikaji secara mendalam 

Agar permasalahan pengambilan kebijakan dapat berjalan efektif. 

Dari kedua objek penelitian, masing-masing perguruan tinggi mempunyai kebijakan 

tersendiri untuk mewujudkan world class university. 

a. Penyelenggaraan Tridharma di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan 

Ampel Surabaya 

Tolok ukur keberhasilan suatu kebijakan adalah pada tahap implementasi. Menurut 

Dunn, implementasi kebijakan lebih bersifat kegiatan praktis, termasuk di dalamnya 

mengeksekusi dan mengarahkan, seperti dikemukakan sebagai berikut: 

“Policy implementation involves the execution the steering of a cours of action over 

time, Policy implementation is essentially a practical activity. The primary concern is with 

choosing a copurse of action and seeing that it is properly followed over time and not with 

inquiring into the nature of problem. The greatest danger is choosing “ right” alternative 

to solve the “ wrong” problem”. Sejalan dengan pendapat di atas, Pal menyatakan bahwa: 

“Implementation is therefore an execution proses, an elaboration, a realization of 

schames and conceptions, it take place in the real world whith its  multitude of powers, 

authorities, and organization and threfoe is inevitable. The beginning of wisdom on 

matters of implementation is understanding that is both dificul and experimental”.3 

 

Dengan demikian implementasi kebijakan merupakan serangkaian kegiatan tindak 

lanjut setelah  kebijakan ditetapkan, baik yang berupa: pengambilan keputusan, langkah 

strategis, maupun operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program atau 

kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran yang telah  ditetapkan. Tingkat 

keberhasilan proses ini akan dipengaruhi berbagai unsur baik yang bersifat mendukung 

maupun yang menghambat, berupa lingkungan, sosial budaya. Hal tersebut perlu 

diwaspadai dalam memilih alternatif untuk memecahkan masalah, sehingga sasaran 

kebijakan tercapai. 

                                                           
3 Dunn 
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Implementasi kebijakan di UIN Sunan Ampel memiliki tahapan-tahapan, 

sebagaimana wawancara dengan ketua LPM berikut ini; 

“Sebelum menuju ke world class university tahapan-tahapannya yang ada di dalam 

harus diperkuat terlebih dahulu, mulai dari tingkat lokal, regional. Tentu akan aneh 

jika kami merencanakan world class tetapi dalamnya masih rapuh. Baik dari segi 

sumber daya manusia, manajemen, maupun publikasi dan lain-lainnya harus 

diperkuat terlebih dahulu. Jadi, tahapan tahapan yang harus dipenuhi adalah yang 

pertama, manajemen kokoh, manajemen internal fakultas kokoh, caranya adalah 

mencari lembaga pendamping untuk melatih kami dalam hal manajemen. Dulu 

kami pernah mendatangkan FCI (First Controling Indonesia) atau ISO kami 

didampingi selama satu tahun. Setelah kami didampingi selama satu tahun 

kemudian kami diuji oleh tim penguji external dari Sei global Indonesia. Sei global 

Indonesia adalah lembaga penguji sertifikasi. Jadi, kami sudah melewati proses 

tersebut dan dinyatakan lulus dan berhak mendapat status terakreditasi ISO pada 

tahun 2008. Harapan kami ketika di dalam internal sudah eksis dan kokoh didalam 

manajemennya, maka semua standart-standart terlampaui. Mulai dari standart 

pendidikan, standart penelitian dan standart pengabdian masyarakat. Didalam 

standart pendidikan ada delapan item, standart penelitian ada delapan item dan 

standart pengabdian masyarakat juga delapan item. Jadi, minimal dua puluh empat 

item harus lolos. Standart pendidikan misalnya standart kompetensi kelulusan, 

standart isi pendidikan, standart proses pendidikan, standart penilaian pendidikan, 

standart sarana prasarana pendidikan, standart pengelolaan pendidikan, dan 

standart tenaga pendidikan. Standart penelitian juga ada delapan, dan standart 

pengabdian masyarakat juga ada delapan standart.4 

Sebagaimana wawancara lain yang mendukung wawancara di atas, yaitu wawancara 

dengan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya juga menjelaskan bahwa: 

“Dalam konteks world class university, komposisi yang ideal bagi mahasiswa asing 

yang study disini juga menjadi perhatian, karena untuk menuju world class 

university tetapi kami tidak mempunyai mahasiswa asing sama sekali itu sama 

halnya dengan bohong. Di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk 

sementara sudah ada lebih dari Seratus mahasiswa asing mulai dari S1, S2, dan S3. 

Mulai dari negara Malaysia, Thailand , Philipina dan Cina. Kami selalu melakukan 

promosi ke negara asing-asing untuk bisa kuliah di Universitas kami, dalam rangka 

meningkatkan jumlah mahasiswa asing di Universitas kami.”5 

Berdasarkan observasi tentang kebijakan yang mendasari perubahan perguruan 

tinggi BLU menjadi world class university, layanan administrasi dan perbaikan standart 

Tri Dharma harus kokoh dan terpenuhi dan UINSA sudah melakukan upaya-upaya 

                                                           
4Wawancara dengan Ketua LPM UINSA tanggal 28 Oktober 2018 
5 Wawancara dengan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya tanggal 21 September 2018 
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tersebut. Seperti contoh akreditasi setiap prodi sudah mulai diperbaiki dan mendapat 

akreditasi A.6 Sebagaimana yang dijelaskan oleh wakil dekan III FTK UINSA: 

Pertama, kami berusaha memperbaiki layanan administrasi dalam rangka 

meningkatkan proses belajar mengajar baik layanan pada dosen mahasiswa 

maupun lainnya. Kedua, kami berusaha semua prodi bisa mendapatkan akreditasi, 

dan semua prodi di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan sudah mendapatkan akreditasi 

A semua meskipun ada satu prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah yang 

masih mendapat akreditasi B tetapi nilai B gemuk.7 

Sebagaimana Ketua Lembaga Penjaminan Mutu juga menjelaskan, bahwa: 

Dengan terpenuhinya standart-standart tridharma, maka tahapan kedalam sudah 

kokoh. Ketika tahapan tersebut sudah kokoh, publikasi dan kerjasama juga sudah 

terpenuhi, maka kami bisa melanjutkan ketahap selanjutnya yaitu tingkat nasional 

dan regional. Nasional adalah tingkat Indonesia dan regional tingkat Asia. AUN 

GE (Asian ) bisa terpenuhi jika standart BAN PT sudah terpenuhi. Maka kami 

harus fokus ke BAN PT terlebih dahulu, semua program pendidikan harus 

terakreditasi A terlebih dahulu, Universitas kami juga harus terakreditasi A, jika 

manajemen sudah kokoh, maka otomatis kami tidak akan bingung dan kuwalahan 

ketika ada program akreditasi. Ketika semua standart-standart sudah terpenuhi 

makan ketika ada BAN PT datang visit kami sudah siap, prodi APT institusi datang 

kami sudah siap. Untuk saat ini kami sedang fokus akreditasi BAN PT, jika BAN 

PT sudah terlampaui maka selanjutnya adalah AUN GE, ketika AUN GE sudah 

terpenuhi maka selanjutnya bisa out look atau keluar ketahap world class 

university.”8 

Senada dengan pernyataan rektor: 

“seluruh civitas akademika sedang berusaha mengejar ketinggalan yang 

disebabkan oleh tambahnya jumlah prodi baru yang belum terakreditasi sehingga 

berdampak pada AIPT UINSA pada tahun 2015 assesment AIPT oleh BANPT 

terakreditasi B, yang sekarang sedang diusahakan untuk menjadi A+.”9 

Tuntutan normatif yang begitu tinggi terhadap pendidikan  khususnya terhadap 

pendidikan tinggi, menunjukkan betapa pentingnya misi pendidikan tinggi. Sebagai 

subsistem dari sistem pendidikan nasional, perguruan tinggi mengemban misi untuk 

mengembangkan seluruh kepribadian manusia melalui pengembangan kekuatan penalaran 

individu sebagai salah satu kekuatan utamanya, sehingga lulusannya memiliki intellectual 

intelligence, emotional  intelligence dan spiritual intelligence. Pendidikan Tinggi 

                                                           
6 Studi observasi di UINSA Sunan Ampel Surabaya tanggal 27 September 2018 
7 Wawancara dengan Wakil Dekan III FTK UIN Sunan Ampel Surabaya 27 September 2018 
8Wawancara dengan ketua LPM UINSA tanggal 28 Oktober 2018 
9Wawancara dengan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya tanggal 22 September 2018 
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diselenggarakan dengan prinsip: a. pencarian kebenaran ilmiah oleh Sivitas Akademika; b. 

demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi 

manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa; 

pengembangan budaya akademik dan pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas 

Akademika; d. pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berlangsung sepanjang 

hayat; e. keteladanan, kemauan, dan pengembangan kreativitas Mahasiswa dalam 

pembelajaran; f. pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa dengan memperhatikan 

lingkungan secara selaras dan seimbang; g. kebebasan dalam memilih Program Studi 

berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan Mahasiswa; h. satu kesatuan yang sistemik 

dengan sistem terbuka dan multimakna; i. keberpihakan pada kelompok Masyarakat 

kurang mampu secara ekonomi;  dan j. pemberdayaan semua komponen Masyarakat 

melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan 

Tinggi.10 

Penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi perlu dilihat sebagai satu kesatuan 

dalam proses mutu pendidikan di perguruan tinggi, namun demikian memperlakukan 

masing-masing dharma tersebut dalam suatu kekhususan tetap merupakan hal penting 

untuk melihat bagaimana pengembangan dan peningkatan mutu masing-masing dharma 

dapat dilakukan sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. 

Manajemen pembelajaran adalah pengelolaan, pengaturan, dan pengkondisian 

lingkungan organisasi, baik lingkungan fisik maupun sosial yang kondusif dan supportif 

bagi terjadinya belajar dan terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif serta hasil 

belajar yang bermutu11.  

Proses pembelajaran merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam suatu situasi 

lingkungan kelembagaan/organisasi. Sehingga efektivitas dan mutunya akan dipengaruhi 

                                                           
10 UU No. 12 tahun 2012, pasal 1 ayat 6 
11 Uhar, Suharsaputra.Manajemen Pendidikan Perguruan tinggi.(Strategi Menghadapi Perubahan).  Bandung: 

Refika Aditama. 2015. H.237 
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oleh kebijakan perguruan tinggi dalam menciptakan kondisi yang kondusif dan supportif 

bagi pelaksanaan proses pembelajaran, baik yang terkait dengan sarana dan prasarana 

belajar maupun pengembangan kompetensi pendidiknya (dosen) dalam melaksanakan 

pembelajaran tersebut. Pembelajaran menunjukkan mutu pendidikan dalam tataran 

operasional yang juga menggambarkan proses mutu pendidikan di perguruan tinggi, 

menurut Burke salah satu proses mutu pendidikan perguruan tinggi adalah domain proses 

mutu (Quality process Domain), yang mencakup aspek-aspek berikut: (1) learning 

objectives (tujuan pembelajaran/belajar), (2) curricular design (rancangan kurikulum), 

Teaching and learning activities (kegiatan belajar mengajar), (3) student learning 

assesment (penilaian belajar siswa/mahasiswa), (4) Implementation quality assurance 

(pelaksanaan penjaminan mutu).12 

Di UIN Sunan Ampel Surabaya langkah pertama dalam pelaksanaan tridharma, 

terwujud dalam manajemen pembelajarannya mengutamakan koordinasi dengan prodi-

prodi, Seperti yang dipaparkan oleh Wakil dekan III Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

bahwa: 

“Kami selalu berupaya berkoordinasi dengan prodi-prodi agar mewujudkan 

kerjasama diberbagai bidang sesuai dengan prodinya masing-masing, di fakultas 

tarbiyah dan keguruan kami mempunyai asosiasi-asosiasi di setiap masing-masing 

prodi. Misalkan Asosiasi Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Asosiasi Pendidikan 

Matematika, Asosiasi Pendidikan Bahasa Inggris, Asosiasi Pendidikan Agama 

Islam, Asosiasi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Asosiasi Manajemen 

Pendidikan Islam dan Asosiasi Pendidikan Anak Usia Dini, dan kegiatannya 

berkala untuk pertemuan di masing-masing daerah.”13 

Setelah dilakukan koordinasi masing-masing prodi-prodi, langkah selanjutnya dalam 

mewujudkan mutu pendidikan/pembelajaran di perguruan tinggi yaitu; 1) penetapan tujuan 

pembelajaran (learning objectives). Sebagaimana wawancara dengan Rektor UIN Sunan 

Ampel Surabaya menjelaskan bahwa: 

                                                           
12 Burke, Joseph C, And Associates. (2005) Achieving Accountability in Higher Education. San Fransisco: 

Jossey-Bass, John Willey and Sonns 
13Wawancara dengan wakil dekan III FTK UIN Sunan Ampel Surabaya 27 September 2018 
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“Ada dua aspek penambahan penekanan Tridharma dalam menuju world class 

university. Pertama, peningkatan indeksitasi dan penelitian karya ilmiah yang 

berstandart Internasional. Kedua, internasional out look bukan hanya dari fisik, 

tetapi juga akademisnya, artinya kualitas penelitian atau hasil karya ilmiah harus 

internasional dan dapat dipublikasikan.  Kualitas internasioal adalah yang mampu 

memberdayakan berbagai potensi, sehingga produk-produk yang dihasilkan bisa 

langsung didesmenasikan di pusat-pusat pubilkasi internasional. Aspek Out look 

yang kedua yaitu, komposisi dosen dan mahasiswa, misalnya dosen melakukan 

visiting ke luar negeri, artinya dosen bukan hanya sekedar penelitian di luar negeri, 

tetapi juga mengajar di luar negeri. Dari mahasiswa juga bisa kuliah di luar negeri, 

dan sebaliknya kami juga harus bisa membuat mahasiswa luar negeri untuk datang 

dan kuliah di Universitas kita.14 

  Pentingnya kedudukan tenaga pendidik dalam setiap lembaga pendidikan, misalnya 

yang dikemukakan oleh  Castetter bahwa: “staff development is closely related to 

institusional change.15” sehingga pengembangan pendidikan secara kualitatif erat 

berkaitan dengan mutu tenaga pendidiknya. Adapun ciri utama tenaga pendidik yang 

berkualitas menurut T.R. Mitchell adalah: (1) Quality of work, (2) Promptness, (3) 

Initiative, (4) Capability, (5) Communication.16 Sebagaimana wawancara dengan Rektor 

UIN Sunan Ampel Surabaya menjelaskan bahwa Kegiatan belajar mengajar melibatkan 

dosen profesional; 

“Bakcground input mahsiswa kami itu mayoritas dari alumni madrasah, pesantren 

dan dari desa. Oleh karena itu kami sebagai dosen maupun pimpinan dibutuhkan 

ikhtiar untuk memahamkan kepada mahasiswa-mahasiswa kami, bahwa kita ini 

harus mengubah mainsed kita sebagai civitas akademik yang dulunya itu hanya 

berorientasi pada kemapanan, terkadang juga ada mainsed politik yang memang 

diwarisi oleh senior-senior mereka. Tahapan-tahapan yang perlu dilakukan adalah 

bagaimana kita bisa mengubah dari mainsed sederhana menjadi mainsed yang luar 

biasa dan berkelas dunia. Tahapan selanjutnya kami akan menata sumber daya 

manusia ditingkat pusat dan dosen agar bisa mendampingi mahasiswa menuju 

tahapan-tahapan yang memang kami kehendaki untuk menuju pada perguruan 

tinggi yang world class.”17 

Lebih lanjut Dekan FTK UINSA menjelaskan bahwa: 

“Peran dosen untuk menuju world class university adalah memperbaiki penguasaan 

bahasa, karena terkadang dosen yang menguasai bahasa Arab tetapi tidak bisa 

bahasa Inggris, sebaliknya terkadang dosen bisa berbahasa Inggris tetapi lemah di 

                                                           
14 Wawancara dengan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya tanggal 21 September 2018 
15 Casteter, 1981:316), 
16 Mitchell, 1978: 343 
17Wawancara dengan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya tanggal 21 September 2018 
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bahasa Arabnya, dan terkadang ada dosen yang tidak bisa bahasa Arab juga tidak 

bisa bahasa Inggrisnya.”18 

Di antara berbagai cara yang digunakan untuk pengembangan dosen adalah 

melalui penelitian. Dengan penelitian, dosen akan mampu memperdalam dan 

mengembangkan pengetahuan akan keahliannyya. Davenport  berpendapat mengenai 

berbagai proses manajemen penelitian. Beliau membagi pelaksanaan manajemen 

pengetahuan dalam 4 proses berdasarkan proyek, yaitu: (1) menciptakan tempat 

penyimpanan pengetahuan, (2) memperbaiki akses pada pengetahuan, (3) memajukan 

lingkungan pengetahuan dan (4) mengelola pengetahuan sebagai aset.19 

Ilmu pengetahuan bukan hanya merupakan aset penting akan tetapi juga suatu 

keunggulan dan kekuatan perguruan tinggi. Ada beberapa hal yang dapat membangun 

budaya penelitian, yaitu; a. Mewajibkan dosen untuk melaporkan pelaksanaan 

pembelajaran dalam satu semester serta hasil penelitian, mahasiswa, dosen atau dosen 

bersama mahasiswa yang terkait dengan bidang ilmu yang dibelajarkan bersama 

mahasiswa. b. Memberikan dukungan perlengkapan dan atau dana bagi dosen yang 

melakukan penelitian menurut penilaian lembaga penelitian di perguruan tinggi.20 Apa 

yang dikemukakan di atas, memerlukan dukungan kebijakan manajemen perguruan tinggi 

agar dapat tumbuh dan terus berkembang dalam lingkungan akademik. Di UIN Surabaya 

juga mendorong para dosen untuk melaksanakan penelitian. Sebagaimana wawancara 

dengan Wakil dekan III juga menjelaskan bahwa: 

“Peran pimpinan lainnya adalah mendorong dosen untuk melakukan penelitian. 

Disini kami sudah memfasilitasi dosen untuk melaksanakan penelitian, baik itu 

penelitian dalam negeri maupun kolaboratif dimana penelitian kolaboratif. Dari 

fakultas kami yang kemarin baru saja melaksanakan penelitian kolaboratif ada 

saya, pak masdar dan bu Alvin ke Skotlandia dan ada Pak Zaky, bu Alvin dan Pak 

Muhibbin yang melakukan penelitian di India selama satu bulan. Setelah 

                                                           
18 Wawancara dengan Dekan FTK UIN Sunan Ampel Surabaya tanggal 27 September 2018 
19 R. Eko Indrajit & R. Djokopranoto. Manajemen Perguruan Tinggi Modern.Yogyakarta: Andi Offset. 2006. H. 

52 
20 Uhar Suharsaputra, Manajemen Pendidikan Perguruan tinggi. Strategi Menghadapi Perubahan. Bandung: 

Reflika Aditama. 2015 
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melaksanakan penelitian tentunya para peneliti berkewajiban melaporkan hasil 

penelitian ”21 

Selaras dengan pernyataan Ketua LPM bahwa skem penelitian kolektif dosen dan 

mahasiswa dan sedang dipersiapkan untuk dapat mengikuti kontes KKTM (mulai tanggal 

01 – 20 Nopember 2018) diharapkan dalam kontes tersebut menjuarai satu dan dua di 

kejuaraan KKTM. 

Hal tersebut diatas dalam rangka pengembangan mahasiswa agar dapat mencapai 

puncak kejayaan ditingkat regional/provinsi se-jawa timur. 

Selain penelitian, pengembangan dosen dilakukan dengan penulisan jurnal dan 

artikel. Sebagaimana wawancara dengan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya menjelaskan 

bahwa: 

“Untuk saat ini ditingkat Senat saya sedang gempur wawasan tentang world class 

university, bagaimana caranya, definisinya apa, bagaimana metode dan caranya, 

versi yang mana. Mudah-mudahan tahun ke-dua dan ke-tiga proses bisa berjalan 

dengan baik. Ditahun ke-dua sudah mulai establis, ada kebijakan penulisan jurnal 

misalnya, tentu saja dengan reward yang seimbang dengan jerih payah bagi para 

dosen.”22 

Sebuah budaya memberikan tanda yang berbeda, dan menjadikan masyarakat itu 

sendiri mempunyai ciri khas dan unik. Akan tetapi, budaya juga menyelipkan sesuatu, 

yang disebut dengan nilai-nilai/value. Value atau akhlak memiliki peran penting dalam 

kehidupan manusia. Menghadapi fenomena krisis moral, tuduhan seringkali diarahkan 

kepada dunia pendidikan sebagai penyebabnya. Hal ini dikarenakan pendidikan berada 

pada barisan terdepan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Di UIN 

Sunan ampel juga dikembangkan budaya timur yang luhur. Budaya tersebut mengandung 

nilai-nilai yang patut dikembangkan oleh mahasiswa dan civitas akademik lainnya. Hal 

tersebut sebagaimana wawancara dengan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya yang 

berpendapat bahwa: 

“Value yang dikembangkan selama ini kami masih berpijak pada sifat Rasulullah 

sidiq, amanah, tabligh, fatonah, ikhlas, dan productivity. Dikalangan mahasiswa 

                                                           
21Wawancara dengan Wakil Dekan III FTK UIN Sunan Ampel Surabaya 27 September 2018 
22 Wawancara dengan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya tanggal 21 September 2018 
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tingkat S1, S2 dan S3 di kalangan mahasiswa di semua tingkat terdapat value 

smart, fire, anurable. Untuk kami sebagai pimpinan value-value yang 

dikembangkan harus berbeda.”23 

Pernyataan Rektor UINSA mendiskripsikan bahwa semua kegiatan di UINSA di 

pertanggungjawabkan (sidiq), civitas akademika maupun pejabat akan menerima amanah 

apabila sesuai dengan ability dan kapability SDM di lingkungan UINSA (amanah), 

informasi yang sahih dikemas oleh PUSTIPD UINSA sebagai bahan pengambilan 

kebijakan di lingkungan UINSA agar berjalan efektif (tabligh), pimpinan UINSA 

berdedikasi tinggi, visioner (diwujudkan dalam bentuk gedung Twin Tower yang 

menggabungkan nilai-nilai Islam dengan Sains, analisis posisi (kegiatan di UINSA di 

dasarkan hasil analisis SWOT dan ballance scoutcard, strategi para pimpinan visioner 

dalam memenuhi kebutuhan pembangunan nasional di masa mendatang dalam wujud link 

/ mahasiswa dididik dan dilatih oleh kampus, match / memenuhi kebutuhan pembangunan 

bangsa (fatonah). 

Berdasarkan observasi tentang value yang dikembangkan oleh UIN Sunan Ampel 

Surabaya menuju world class university nilai-nilai atau value yang di implementasikan 

sangat bagus, terbukti dengan beberapa jumlah mahasiswa yang mempunyai akhlak yang 

baik dan prestasi yang sangat bagus baik itu tingkat regional maupun tingkat nasional. 

FTK UINSA prodi Manajemen Pendidikan Islam kemarin sempat memperoleh juara debat 

tingkat nasional, selain itu mendapat juara menyanyi tingkat internasional.24 Sebagaimana 

hasil wawancara dengan Ibu Wakil Rektor I mengatakan bahwa: 

“Value dikami itu ada smart, pious, honorable mention, kami ada integrated Islam 

dan Sains. Itu adalah value-value yang kami buat. Jadi, value ini menurut saya 

sifatnya mainstriming artinya melekat dalam semua aktivitas yang kita lakukan. 

Kalau kami dalam tridharma pendidikan dan pengajaran maka value-value tersebut 

harus ada dan diterapkan, termasuk juga di dalam penelitian dan nilai-nilai islam 

tetap harus menjadi yang terdepan dan selalu mengiringi kami dalam tri dharma.”25 

Value yang dianut oleh dosen maupun staf lainnya, value yang harus ditekankan 

adalah pada manajemen mutunya.26 

Sebagaimana Ketua LPM UINSA mejelaskan bahwa: 

“Kami sebagai pimpinan menyadarkan kepada bawahan bahwa manajemen mutu 

itu kebutuhan bukan keharusan. Kami sudah hidup di era global seperti ini jika 

                                                           
23 Wawancara dengan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya tanggal 21 September 2018 
24 Studi Observasi di UIN Sunan Ampel Surabaya tanggal 02 Nopember 2018 
25 Wawancara dengan Wakil Rektor I UIN Sunan Ampel Surabaya tanggal 02 Nopember 2018 
26 Studi Observasi di UIN Sunan Ampel Surabaya tanggal 28 September 2018 
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tidak mau merubah diri atau meningkatkan diri maka akan tertinggal jauh dengan 

orang luar. Kami yang meningkatkan saja masih bisa tertinggal apalagi jika kita 

diam tidak mau berubah maka akan tertinggal lebih jauh. Karena mereka yang 

diluar peningkatannya begitu cepat, baik peningkatan dibidang visi maupun misi, 

mimpi mereka, dan manajemen mereka.”27 

Lebih lanjut lagi Dekan FTK UINSA menjelaskan bahwa: 

“Pertama yang ditekankan dari mereka kan ada urdup dan urjob. Jadi selama ini 

bagaimana urdup dan urjob itu bisa terlaksana dengan baik. Kami selalu 

mengadakan rapat dengan para wakil dekan untuk mulai menata agar urjob mereka 

bisa sesuai, dan kami sudah mengajukan ke pusat untuk penempatan yang sesuai 

dengan bidangnya masing-masing.”28 

Value-value yang dikembangkan di UINSA menurut Wakil Dekan III yaitu nilai 

Qodariyah sebagaimana hasil wawancara berikut: 

“Karena kami beraliran Qodariyah, dimana Allah berfirman “Allah tidak akan 

mengubah suatu keadaan kaum kecuali kaum tersebut yang mengubahnya”. Jadi, 

kami selalu berusaha semaksimal menurut kemampuan masing-masing dan berdoa 

untuk selanjutnya kami serahkan kepada Allah SWT.”29 

 

Tabel 4.1  

Triangulasi Penyelenggaraan Tridharma di UIN Sunan Ampel Surabaya 

Pertanyaan Wawancara observasi Dokumentasi 

Bagaimana Manajemen 

strategis & Kebijakan di 

UIN Sunan Ampel 

Surabaya? 

➢ manajemen kokoh, 

manajemen internal 

fakultas kokoh,  

➢ Manajemen Tridharma 

➢ kerjasama dengan 

lembaga pendamping 

(First Controling 

Indonesia atau ISO). 

➢ Menerima mahasiswa 

asing 

➢ memperbaiki layanan 

administrasi. 

➢ terpenuhinya standart-

standart tridharma 

Kebijakan 

Rektor 

tentang 

peningkatan 

mutu, 

Seminar 

dosen, diskusi 

mahasiswa, 

uji coba 

material 

laboratorium. 

BKD, laporan 

kinerja dosen 

beserta 

remunerasi, 

kinerja staf 

dan 

remunerasinya, 

Hasil seminar, 

perbaikan 

pelayanan: 

Siakad, 

OPAC, 

sebagai wujud 

BLU.  

Bagaimana pelaksanaan 

tridharma di UIN Sunan 

Ampel Surabaya? 

➢ manajemen 

pembelajarannya 

mengutamakan 

koordinasi dengan prodi-

prodi. 

Meningkatnya 

Jumlah 

penelitian: 

penelitian 

dosen, 

SK Rektor 

yang 

diwujudkan 

dalam kegiatan 

LP2M dan 

                                                           
27 Wawancara dengan Ketua LPM UINSA tanggal 28 September 2018 
28 Wawancara dengan Dekan FTK UIN Sunan Ampel Surabaya tanggal 27 September 2018 
29 Wawancara dengan wakil dekan III FTK UINSunan Ampel tanggal 27 September 2018 
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➢ penetapan tujuan 

pembelajaran (learning 

objectives). 

➢ Kegiatan belajar 

mengajar melibatkan 

dosen profesional 

➢ Penguasaan bahasa asing 

penelitian 

mahasiswa, 

penelitian 

kolektif dosen 

dan 

mahasiswa. 

Puslit. 

Bagaimana pelaksanaan 

tridharma berbasis value 

➢ Sidiq, amanah, tabligh, 

fatonah, ikhlas, dan 

productivity. 

➢ dikalangan mahasiswa 

tingkat S1 terdapat value 

smart, pious, honorable. 

➢ manajemen mutu itu 

kebutuhan bukan 

keharusan. 

➢ urdup dan urjob itu bisa 

terlaksana dengan baik 

Tercermin 

dalam 

perilaku 

civitas 

akademika 

Pengajian 

rutin, bakti 

sosial, 

pengabdian 

masyarakat. 

 

b. Penyelenggaraan Tridharma di Fakultas Teknik Komputer ITS Surabaya. 

Di ITS juga membuat kebijakan-kebijakan yang mendasari perubahan perguruan 

tinggi badan layanan umum menuju world Class University. Kebijakan-kebijakan tersebut 

Sebagaimana ungkapan dari Dekan FTIK ITS: 

“Yang pertama adalah kami harus mempersiapkan infrastruktur world class 

university, transformasi dari MPPI menjadi PTN BH transformasinya itu banyak 

dalam segala hal atau peraturan yang terus kami buat, jadi PTN BH itu banyak 

peraturan-peraturan baru yang harus dibuat karena dari transformasi MPPI menjadi 

PTN BH yang tercatat. Yang kedua menjadi perbandingan integritas Internasional, 

karena PTN BH itu hubungannya adalah menjadi unggulannya Indonesia pertama 

di mata kancah Internasional. Yang ketiga untuk kontribusi nasional, peningkatan 

kontribusi nasional itu karena PTN BH ini diharapkan bisa dibiayai lebih, 

diberikan kesempatan lebih bisa memecahkan masalah-masalah yang ada di tanah 

air. Tiga itu yang ditekan-tekankan dalam perubahan PTN BH ini. kalau informasi 

dari MPPI menjadi PTN BH.”30 

Dengan perubahan PTNBH dan ke menuju PTN BH maka perguruan tinggi 

diharapkan lebih bisa mandiri. Senada dengan pendapat diatas, Bu Ema selaku PD I FTIK 

ITS menjelaskan bahwa: 

“Artinya dengan proses dari BLU yang sekarang PTN BH dan melangkah menuju 

world class university itu segala sesuatu lebih mandiri dari sebelumnya, karena 

segala dana gaji tidak berasal dari sini, misalkan gaji PNS tetap dari sana, pertama 

                                                           
30Wawancara dengan dekan FTIK ITS tanggal 17 Agustus 2018  
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kita harus fahami dulu, bahwa dengan world class university kemajuan Institusi 

tergantung pada kita, kemajuan terkait dengan aktivitas, aktivitas terkait dengan 

anggaran, pada saat anggaran itu sepenuhnya tergantung pada kita, kita harus 

melakukan peningkatan, jadi proses-proses sebelumnya misalnya pengadaan masih 

sendiri-sendiri setiap fakultas atau setiap departemen, sekarang menjadi terpusat di 

ITS, jadi hasilnya refule kita dari sana lebih tinggi misalnya pengadaan kertas, dan 

makanan pun kita jadi terpusat. Semua yang bisa kita lakukan, kita lakukan sendiri. 

Supaya kita bisa lebih punya pendapatan yang kita tidak keluar. Jadi yang perlu 

disiapkan adalah kemandirian dan pengelolaan agar menjadi lebih efektif dan 

efisien.”31 

Hal yang sama disampaikan Dekan FTIK ITS: 

“Dari berbagai bidang itu tidak lantas kami asal bebas tapi harus membuat 

aturannya, contohnya dalam hal pembukaan prodi baru, prodi baru kalau menurut 

aturannya Dikti kami harus mengajukan proposal ke Dikti kemudian di akhir. Nah 

ini karena world class university kami diberi tanggung jawab oleh Dikti untuk 

membuat sendiri, membuka perpustakaan sendiri. Tentu saja kalau dilepas itu tidak 

lantas ngawur, justru ketika dilepas kami malah ribet sebenarnya, malah ruwet 

karena harus mempersiapkan aturan yang seketat di Dikti. Tapi jika kami nanti 

didampingi pasti akan bingung ingin menyatakan ini atau tidak karena memang 

dibuatkan peratuaran pemberian Dikti”.32 

Senada dengan pendapat Kabag TU FTIK ITS bahwa: 

“seluruh kegiatan didasarkan pada SOP yang di rumuskan bersama dan 

dilaksanakan secara partisipatif”.33 

Sebagaimana Dekan FTIK ITS juga menegaskan bahwa: 

“Peraturan pemberian Dikti ini juga harus mengintegrasikan kepemimpinan yang 

ada disini dengan kepemimpinan kampus yang kalau kami tahu itu ada Tiga 

akademik, dan Ketiga-tiganya ini mempunyai peran dengan di sebelah mana, 

mereka harus melakukan apa, itu yang diatur dalam peraturan pembukaan world 

class university.”34 

Dengan PTN BH menuju world class university struktur yang ada harus 

dipersiapkan. Sebagaimana DP 1 FTIK ITS mengatakan bahwa: 

“Pada tahun 2017 kita resmi menjadi PTN BH dan untuk saat ini menuju world 

class university, tetapi untuk mempersiapkan menjadi PTN BH kita menghabiskan 

waktu kurang lebih satu tahun dalam hal mempersiapkan kemandirian, kemudian 

dalam hal struktur organisasi kita juga bisa dirubah. Misalkan dalam struktur yang 

dulu kita tidak ada direktur sarana dan prasarana, direktur sumber daya manusia. 

Kalau sekarang masing-masing wakil rektor mereka mempunyai badan-badan lagi 

dibawahnya. Misalnya Pak Arif adalah wakil rektor III bidang sumber daya 

manusia dan teknologi informasi, Pak Arif sebagai wakil rektor III beliau ini 

                                                           
31 Wawancara dengan DP 1 FTIK ITS Surabaya tanggal 31 Agustus 2018 
32 Wawancara dengan Dekan FTIK ITS Surabaya tanggal 17 Agustus 2018 
33 Wawancara dengan Kabag TU FTIK ITS Surabaya tanggal 20 Agustus 2018 
34 Wawancara dengan Dekan FTIK ITS Surabaya tanggal 17 Agustus 2018 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

85 
 

mempunyai unit sumber daya manusia, dan unit pengembangan tekhnologi 

informasi, jadi struktur organisasinya pun juga dipersiapkan. Dengan PTN BH 

struktur yang ada dirancang supaya bisa mengambil keputusan sendiri. Jadi unit-

unit yang dibawah unit yang lebih besar juga dipersiapkan untuk mengerjakan 

tugas-tugas yang terkait dengan unit-unitnya.”35 

Sebagaimana terdapat pada SOP Nomor.: PM-FTIK.FAKULTAS.2136 

Dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, Institut Teknologi Sepuluh 

Nopember (ITS) berperan sebagai pelopor, pembaharu, agen perubahan, penyelesai 

masalah dan inovator yang secara kreatif mampu mencerahkan, menumbuhkan budaya 

akademik, memajukan pengetahuan dan kepakaran dalam berbagai bidang ilmu, serta 

mengamalkannya bagi pembangunan peradaban dan kesejahteraan bangsa Indonesia, 

dengan memperhatikan kearifan dan potensi lokal, pelestarian nilai-nilai budaya dan 

lingkungan hidup, serta kondisi kehidupan masyarakat.  Sebagai Perguruan Tinggi Negeri 

badan hukum yang bersifat otonom, ITS bertekad menunaikan amanahnya secara 

bertanggungjawab, mandiri, berintegritas tinggi, dengan memperhatikan aspek 

transparansi, akuntabilitas, pertumbuhan, keselarasan, pemerataan dan keterjangkauan, 

sehingga tumbuh rasa kepemilikan masyarakat luas terhadap ITS.  

Kebijakan Umum Akademik a. ITS menghasilkan para profesional, peneliti, dan 

entrepreneur yang handal, dapat dipercaya, memiliki integritas, dan berjiwa kepeloporan 

yang memberikan manfaat serta nilai tambah bagi kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, 

perekonomian, serta kesejahteraan rakyat dan bangsa. b. ITS memberikan akses kepada 

para calon mahasiswa yang memiliki potensi dari semua latar belakang ekonomi, sosial, 

dan budaya yang ada di Indonesia. c. Desain dan suasana kehidupan kampus ITS 

mendorong dan menyuburkan kreativitas, inovasi, melalui kolaborasi lintas disiplin ilmu, 

maupun kolaborasi antara ITS, pemerintah, industri, dan komunitas. d. Tugas Utama 

Dosen ITS adalah mengembangkan mahasiswa untuk menjadi manusia yang bersemangat, 

                                                           
35 Wawancara dengan DP 1 FTIK ITS Surabaya tanggal 31 Agustus 2018 
36 SOP Administrasi Kepegawaian membuat draft surat penugasan dekan 
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siap menghadapi berbagai macam perubahan, dan mampu memimpin bagi kemajuan 

bangsa dalam berbagai aspek kehidupan. e. Selain sebagai ilmuwan terbaik di bidangnya, 

dosen ITS harus menjadi pendidik panutan/teladan serta memiliki integritas. 

Diwujudkan dengan tercapainya prestasi mahasiswa di tingkat internasional lomba 

RoboCup 2018 Montreal – Canada yang diraih oleh Muhammad Reza Ar Razi. Selaras 

dengan kegiatan diskusi mahasiswa untuk pendalaman materi laboratorium.37  

Kebijakan Keorganisasian a. Organisasi ITS harus mencerminkan semangat 

entrepreneurial university, karenanya harus fleksibel dan responsif dengan kualitas 

layanan yang bermutu tinggi. b. Untuk mendorong pengembangan ilmu baru dan inovasi, 

organisasi ITS harus memudahkan terjadinya kolaborasi lintas disiplin ilmu, maupun 

kolaborasi antara ITS dengan pemerintah, industri, dan komunitas. c. Sejalan dengan 

meningkatnya otonomi ITS sesuai dengan statusnya seagai PTNBH, ITS harus merancang 

dan menjalankan tata kelola universitas yang baik, dengan standar mutu yang tinggi, serta 

menerapkan prinsip-prinsip shared governance. d. ITS harus menjadi panutan dalam hal 

tata kelola PTN BH serta dalam hal pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendukung 

ITS yang gesit, efisien, profesional, dan akuntabel.  

Selaras pernyataan dekan :  

“Seluruh aktivitas yang dilakukan di lingkungan ITS Surabaya 

dipertanggungjawabkan dan diawasi oleh dewan pengawas (SPI). Dua aktivitas 

tersebut dipertanggungjawabkan kepada Rektor dan Majelis Wali Amanah 

(MWA)”38 

 

Kebijakan Modal Insani a. ITS mendorong keberagaman modal insaninya, baik 

dalam hal asal lulusan, gender, latar belakang ekonomi, sosial dan budaya, termasuk 

menyertakan dosen-dosen asing. ITS hanya merekrut modal insani terbaik. c. 

Pengembangan modal insani (dosen dan tenaga kependidikan) harus menjadi perhatian 

                                                           
37 Dokumen RoboCup 2018 Montreal – Canada.  
38 Wawancara dengan dekan FTIK di ITS Surabaya tanggal 16 Agustus 2018 
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penting manajemen ITS, baik pengembangan keilmuan/kompetensi kerja maupun 

pengembangan kepemimpinan. Pengembangan tersebut harus disesuaikan dengan peta 

karir atau kebutuhan jabatan masing-masing. d. ITS menerapkan sistem remunasi berbasis 

kinerja, dengan besaran remunerasi yang cukup untuk hidup sejahtera. e. Modal insani dan 

aset fisik ITS dimanfaatkan untuk kegiatan Tridharma, guna menciptakan nilai tambah 

atau nilai baru yang bermanfaat bagi masyarakat dan ITS, agar berkesinambungan 

(sustainable). f. ITS membangun iklim kerja yang kondusif, yang memotivasi dan 

memberi “ruang” kepada modal insinaninya, untuk menghasilkan karya atau kinerja 

dengan kualitas dan produktivitas kerja terbaik. Hal ini sesuai dengan wawancara peneliti 

dengan Dekan FTIK ITS, Beliau menjelaskan bahwa: 

“Ada Tiga dalam hal pendidikan nah termasuk tentang Menyiapkan peraturan-

peraturan itu misalnya dalam hal penghargaan itu kita mengikut sertakan, contoh 

dalam hal penggajian itu kita mempunyai 3 konsep pay for, pay for, dan pay for. 

Pay for pertama dimana orang itu dibayar karena tugas sebagai pegawai ada 

golongannya atau jabatannya karena dia sebagai pegawai. Tetapi pay for karena dia 

mempunyai jabatan tambahan sebagai kepala, kepala departemen. Jika pay for itu 

karena dia mempunyai prestasi-prestasi, jika personalnya sendiri dia sebagai 

pegawai dia akan ditanyai bagaimana mengajarnya. Adapun yang dimaksud dalam 

hal pendidikan misalnya itu mengajarnya bagus atau tidak, tetapi mengajar yang 

jelek itu berakibat tunjangannya juga kecil. Misalnya kami mempunyai namanya 

IPB (Indeks Pelajaran Berkompeten), dia itu belajar indeks prestasinya seperti anak 

kuliah. Jika indeks prestasinya mahasiswa dan IPS itu indeks prestasinya nah 

sekarang tetapi indeks prestasinya itu bukan indeks prestasi  kalau IPB itu indeks 

pembelajaran dalam segi apa dia mengajar. kalau nilainya jelek ya nilainya jelek 

belajarnya ketepatan waktu mengumpulkan nilainya kalau dia terlambat ya turun 

nilainya. Itu berpengaruh dalam skor dia dalam kemudian dalam penelitian  

penilaian dalam hal prestasinya, dan berapa banyak dia mengejar atau banyak yang 

dia terima.”39 

Selain hal tersebut di atas, upaya mewujudkan visi dan misi ITS di bidang akademik 

menuju keunggulan ITS bereputasi internasional, pada Program Kerja Rektor 2011-2015, 

strategi yang terkait langsung dengan bidang akademik, kurikulum dan proses belajar 

mengajar adalah strategi S5+S (SISA, SUSUN, SAPU, STANDAR, SINAMBUNG, 

SELAMAT), focused and innovative research and teaching. Fokus dari program tersebut 

                                                           
39 Wawancara dengan dekan FTIK di ITS Surabaya tanggal 17 Agustus 2018 
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adalah : a) mengintegrasikan program pengajaran dan penelitian serta kegiatan kurikuler 

dan ekstrakurikuler dalam rangka meningkatkan kualitas proses belajar mengajar melalui 

peningkatan kemampuan softskill mahasiswa, technopreneurship dan pembentukan 

karakter mahasiswa yang unggul di bidangnya, berdaya saing tinggi dan bermoral baik. b) 

Peningkatan kualitas proses belajar mengajar khususnya bagi mahasiswa program 

magister dan doktor melalui program laboratory based education (LBE) sebagai upaya 

meningkatkan jumlah dan mutu publikasi internasional, karya inovasi dan paten.  

Senada yang disampaikan oleh Dekan FTIK ITS : 

“Mahasiswa S3, S2, dan S1 perkuliahannya berbasis laboratorium yang hasilnya 

menjadi pijakan dalam menyusun tugas akhir S1 disebut skripsi, S2 dalam bentuk 

tesis dan artikel jurnal nasional, S3 menyusun disertasi dan diwajibkan menulis 

jurnal internasional berdasarkan hasil uji coba laboratorium.”40 

 

Dukungan ITS dalam upaya mencapai misi tersebut adalah melalui Program Kerja 

Peningkatan Efektifitas Pembelajaran. Fokus keadaan yang hendak dicapai dari Program 

Kerja tersebut di tahun 2014 ini meliputi: Semua Program Studi di ITS memiliki capaian 

pembelajaran (Learning outcome) yang telah disusun dengan mengacu pada Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia. Semua Program Studi di ITS memiiki silabus Kurikulum 

2014-2019 yang disusun berdasarkan capaian pembelajaran Program Studi. Terlaksananya 

proses ekivalensi semua Program Studi di ITS secara online. Adanya SIM Kurikulum di 

SIM Akademik ITS untuk mendokumentasikan data kurikulum, membantu dosen 

menyusun rencana pembelajaran secara on line dan monitoring pelaksanaan perkuliahan. 

Terwujudnya pelaksanaan pembelajaran inovatif untuk mata kuliah umum ITS yaitu mata 

kuliah Wawasan Teknologi dan Komunikasi Ilmiah, Wawasan Kebangsaan dan 

Technopreneurship berkonsep problem based learning dan project based learning. 

Sebagaimana wawancara dengan Ibu Ema selaku PD 1 FTIK ITS yaitu sebagai berikut: 

                                                           
40 Wawancara dengan dekan FTIK di ITS Surabaya tanggal 10 September 2018 
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“Mulai dari bidang pendidikan, bidang pengabdian masyarakat dan bidang 

penelitian. Dengan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum ini kita lebih dipacu 

lagi karena ke Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum itu segala sesuatu harus 

lebih baik daripada yang Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum.”41 

 

 

Tabel 4.2 

Capaian Kinerja Tridharma ITS tahun 2011-2014 

 

Indikator kinerja Capaian 

2011 

Capaian 

2012 

Capaian 

2013 

Capaian 

2014 

Prosentase laboratorium yang telah 

dilengkapi SOP/RPPM 

 27.60% 77.8% 71.28% 

Prosentase mata kuliah yang 

dikelola oleh setiap laboratorium 

0  41,46 % 60% 73,91% 

Jumlah Nilai Kerjasama Riset dan 

PPM dengan Industri (dalam Rp 

Milyar) 

27.8 % 75.0 % 75.8% 114% 

Jumlah penelitian seluruhnya 325    438 440 479 

Jumlah penelitian unggulan lintas 

laboratorium/ jurusan 

N/A 50 95 74 

 

Keberhasilan implementasi tridharma di dalam negeri ternyata dapat mendorong 

diwujudkannya berbagai prestasi baik mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan di 

kalangan nasional maupun internasional. Selain kegiatan tridharma di dalam negeri, ITS 

juga meningkatkan reputasi di luar negeri. Sebagaimana wawancara dengan Rektor ITS 

berikut ini: 

“Untuk meningkatkan citra ITS sebagai Institusi yang bereputasi internasional, ITS 

aktif mengikuti roadshow pendidikan, baik dalam maupun luar negeri. Hal ini 

cukup efektif untuk dilaksanakan, ditunjukkan dengan peningkatan aktivitas 

kerjasama internasional: join degree, sandwich, short course, joint supervision dan 

pertukaran yang meningkat dibandingkan dengan tahun 2013, dan telah melampaui 

target yang telah ditetapkan, yakni sebanyak 48. Aktivitas-aktivitas kerjasama yang 

dilaksanakan antara lain program postdoc, pembimbingan (TA/Thesis/Disertasi) 

dengan perguruan tinggi Luar Negeri. Untuk program pascasarjana (joint degree, 

student exchange, joint research) dilakukan dengan negara-negara yang berasal 

dari Asia, yakni Jepang, Korea, Taiwan, Thailand, Singapura, dan Timor Leste. 

Sedangkan negara yang berasal dari Benua Eropa antara lain Turki, Inggris, 

Prancis, Kosova, Rumania, Jerman, Bulgaria, Cekoslovakia, dan Portugal, serta 

beberapa universitas yang berasal dari Benua Australia. Untuk meningkatkan 

kerjasama dan menjalin hubungan baik dengan beberapa Perguruan Tinggi Luar 

                                                           
41 Wawancara dengan PD 1 di ITS Surabaya tanggal 31 Agustus 2018 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

90 
 

Negeri, pada program pasca sarjana telah beberapa kali dilakukan kuliah umum 

dengan pembicara yang merupakan dosen dari Perguruan Tinggi luar negeri, 

seperti Queensland University of Technology.”42  

 

 

Tabel 4.3 

Indikator Capaian Tridharma ITS di Luar Negeri Tahun 2011-2014 

 Capaian 

2011 

Capaian 

2012 

Capaian 

2013 

Capaian 

2014 

Jumlah aktivitas yang terealisasi dari kerja 

sama internasional: joint degree, sandwich, 

short course, joint supervision dan 

pertukaran dosen 

6 40 43 48 

Jumlah publikasi jurnal internasional 119    148 194 236 

Jumlah publikasi seminar internasional 211    142 260 143 

Jumlah student/staff exchange 19    36 108 29 

Passing Grade Masuk ITS (nilai) – rata2 

nasional 577.45 (2014); 559.635 (2013); 

555.62 (2012) 

75 72 72 75 

Prosentase dosen yang terlibat dalam 

organisasi profesi internasional 

  7% 13% 25% 

Jumlah mahasiswa asing 16    36 75 155 

Jumlah dosen yang mendapat penghargaan 

akademik tingkat nasional dan internasional 

16 26 48 17 

 

Di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya juga dikembangkan nilai-nilai atau 

value yang benilai internasional dan patut dikembangkan oleh mahasiswa dan civitas 

akademik lainnya. Hal tersebut sebagaimana wawancara dengan dekan FTIK ITS yaitu 

sebagai berikut: 

“Satu membersihkan error-error di peraturan kita, peraturan yang rumit, peraturan 

yang tidak masuk akal, menyulitkan itu kita sapu termasuk dokumen itu ada salah-

salah ketik standar symbol selamat. Standar itu SOP kita terapkan sebanyak 

mungkin peraturan rektor atau SOP atau peraturan mandat atau peraturan standart-

standart yang kita seperti kepenulisan surat, standar penggunaan sarana prasarana, 

sekarang kita sudah menggunakan ITE, yang di kembangkan di kantor sendiri 

maka standar itu jadi otomatis yang tidak bakal repot-repot memberi saran-saran 

karena barusan ini tadi kita resmikan My ITS, itu di playstore dan bisa di download 

tulisannya My ITS. My ITS ini melayani dosen mahasiswa, untuk dosen kebutuhan 

dosen ada disana semua. Dosen itu mempunyai kebutuhan akademik, mempunyai 

                                                           
42 Wawancara dengan Rektor ITS Surabaya tanggal 1 September 2018 
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kebutuhan kepegawaian, mempunyai kebutuhan kenaikan pangkat plus 14 

kebutuhan, itu kita layani. perkantoran, perkuliahan ini di layani disini.”43 

 

 

 

 

Tabel 4.4 

Triangulasi penyelenggaraan Tridharma di ITS Surabaya 

Pertanyaan Wawancara Dokumentasi Observasi 

Bagaimana 

Kebijakan di Institut 

Teknologi Sepuluh 

Nopember 

Surabaya? 

➢ mempersiapkan segala 

infrastrukturnya PTN BH, 

➢ menjadi perbandingan 

integritas Internasional 

➢ untuk kontribusi nasional 

➢ kemajuan Institusi kita 

tergantung pada kita 

➢ kemandirian dan pengelolaan 

➢ Perubahan Struktur 

Organisasi 

SK Menteri 

tentang PTN BH 

Aktivitas civitas 

akademika lebih 

giat 

Bagaimana 

pelaksanaan 

tridharma di ITS 

Surabaya 

➢ penggajian itu kita 

mempunyai 3 konsep pay for, 

pay for, pay for. Pay for 

➢ Lebih mendorong civitas 

akademika untuk 

melaksanakan tridharma. 

➢ focused and innovative 

research and teaching 

➢ Program Kerja Peningkatan 

Efektifitas Pembelajaran. 

➢ Adanya SIM Kurikulum di 

SIM Akademik 

➢  

Hasil penelitian 

juara I 

RoboCup, 

Montreal-

Canada  

 

Gedung Pusat 

Robotik 

Bagaimana 

pelakasanaan 

tridharma berbasis 

value 

mengintegrasikan program 

pengajaran dan penelitian 

5S+S Lingkungan yang 

nyaman, 

menggairahkan, 

berkompetisi sehat 

 

2. Tata Kelola dan Kebijakan di Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Ampel dan Fakultas 

Teknik Informasi dan Komunikasi ITS Surabaya. 

a. Tata Kelola dan Kebijakan di Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Ampel Surabaya. 

                                                           
43 Wawancara dengan Dekan diITS Surabaya tanggal 17 Agustus 2018 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

92 
 

Tata kelola dan kebijakan di FTK UIN Sunan Ampel teridri dari pengelolaan 

keuangan, dewan pengawas di perguruan tinggi, peningkatan prestasi mahasiswa 

akademik, ketaatan civitas akademika dalam menjalankan peraturan, dan kelayakan 

finansial menyangkut keuangan, aset, laporan dan kemampuan menggalang dana. 

Pengelolaan keuangan di perguruan tinggi merupakan suatu hal yang sangat 

diperlukan guna menjalankan kegiatan operasional sehari-hari. Perguruan tinggi harus bisa 

menjamin ketersediaan dana agar bisa mendukung pelaksanaan tridharma dan peningkatan 

mutu di perguruan tinggi secara efektif dan berkelanjutan. Sebagaimana wawancara 

dengan wakil dekan III FTK UINSA yaitu sebagai berikut: 

“Kebijakan dari pihak Rektorat uang masuk berasal dari UKT (Uang Kuliah 

Tunggal) dibagi menjadi dua, yang pertama 60% dari uang kuliah tunggal 

dimasukkan ke fakultas dan 40% dari uang kuliah tunggal dimasukkan ke 

universitas. Tetapi 60% dari uang kuliah tunggal itu bisa kami ambil manakala 

kami mempunyai program kongrit melalui RAKL, selama tidak ada RAKL maka 

uang tersebut tidak akan turun. Tetapi karena sifatnya sentralistik sehingga 

seringkali ada hal-hal berupa fasilitas yang tertunda perbaikannya karena kami 

harus mengajukan anggaran terlebih dahulu. Meskipun secara teori pembagian 

dana 60% dan 40% tetapi dalam prakteknya tidak secepat yang kami perkirakan. 

Kami selalu mengupayakan agar semua fasilitas bisa terpenuhi dengan baik dan 

maksimal.”44 

Pengelolaan dana atau keuangan yang sehat, akuntabel dan transparan mejadi tujuan 

utama di perguruan tinggi. Berbagai permasalahan-permasalahan yang muncul terkait 

dengan pengelolaan dana juga bisa terjadi di perguruan tinggi. Sebagaimana wawancara 

dengan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya menjelaskan bahwa: 

“Bidang keuangan di Universitas kami sebenarnya ada kendala-kendala, dimana 

keuangan itu seharusnya fleksibel. Misalnya dalam bidang penelitian internasional, 

dosen disuruh untuk penelitian ke luar negeri, tetapi standart biaya yang diberikan 

masih standart dalam negeri. Sebenarnya standart biaya umum untuk penelitian 

luar negeri itu ada, tetapi RKAAKL kami ini masih didominasi oleh program-

program kegiatan yang berorientasi pada program nasional, oleh karena itu tahap 

pertama ini tidak mungkin langsung tancap gas, rencananya tahun depan kami 

adakan seminar internasional, kami kirim dosen untuk presentasi ke luar negeri, 

dan kami adakan program-program lainnya dan harus disesuaikan dulu dengan 

RKAAKL. Jadi, tahap pertama kami baru mengenali medan, tahap kedua sudah 

mulai merencanakan dan penerapan. Saya ingin menekankan, nanti setiap fakultas 

setiap tahun minimal ada satu konfrensi Internasional, lebih-lebih jika setiap prodi 

bisa melaksanakan malah tambah lebih baik. Artinya butuh sebuah lompatan 

paradigma didalam penganggaran, selama ini penganggaran tidak berbasis pada 

pengembangan program di program studi. Oleh karena itu, kedepannya nanti 

                                                           
44 Wawancara dengan Wakil Dekan III UIN Sunan Ampel Surabaya tanggal 27 September 2018 
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postur anggaran yang pro terhadap pengembangan world class university itu jelas 

akan banyak didominasi oleh program internasioanal.”45 

Lebih lanjut Ketua LPM juga menjelaskan bahwa: 

“Di lembaga pengembangan masyarakat untuk tahun ini ada anggaran untuk 

akreditasi program pendidikan se Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 

Surabaya. Anggaran LPM itu bukan untuk LPM sendiri, melainkan untuk 

mendorong program-program pendidikan agar akreditasinya cepat naik menjadi 

akreditasi A. Dana dari LPM diserahkan kepada kepala program pendidikan agar 

bisa mempercepat proses akreditasi menuju nilai A.”46 

Dewan pengawas di perguruan tinggi mempunyai tugas melakukan pengawasan 

terhadap pengelolaan PTN PK-BLU yang dilakukan oleh pejabat pengelola PTN PK-

BLU mengenai pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran 

serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.47 Sebagaimana wawancara 

dengan Dekan FTK UINSA menjelaskan bahwa: 

“Peran badan pengawas adalah mengawasi dan menilai. Sekiranya bagian mana 

yang sudah benar sesuai aturan dan bagian mana yang belum benar sesuai dengan 

peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Apabila ada yang kurang benar maka 

akan diperbaiki.”48 

 

Adapun struktur dewan pengawas pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 

Surabaya periode 2018-2023 adalah sebagai berikut: 

Ketua  : Dr. H. Ali Rokhmad, M.Pd. 

(Kepala Biro Perencanaan, Setjen Kemenag) 

Anggota : 1. Pardiharto, S.H. 

(Mantan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Keuangan, Ditjen 

Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur) 

    2.  Prof. Dr. Muhammad Nuh, DEA.  

(Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember)49 

                                                           
45Wawancara dengan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya tanggal 21 September 2018 
46 Wawancara dengan Ketua LPM UIN Sunan Ampel Surabaya tanggal 28 September 2018 
47 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 pasal 5 
48 Wawancara dengan Dekan FTK UIN Sunan Ampel Surabaya tanggal 27 September 2018 
49 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 110 Tahun 2018 tentang dewan pengawas UINSA Surabaya 
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Tata kelola dan kebijakan UIN Sunan Ampel Surabaya adalah peningkatan prestasi 

mahasiswa. Peningkatan prestasi mahasiswa adalah salah satu bentuk upaya untuk 

meningkatkan nilai-nilai keterampilan mahasiswa dan peningkatan mutu mahasiswa baik 

itu dalam bidang akademik, sosial maupun bidang keagamaan. Sebagaimana wawancara 

dengan wakil dekan III UIN Sunan Ampel Surabaya yang menjelaskan bahwa: 

 “Untuk peningkatan prestasi mahasiswa kami sebagai pimpinan memberikan 

pelayanan yang semaksimal mungkin, agar proses pembelajaran bisa berjalan 

dengan baik dan mahasiswa merasa nyaman dalam proses pembelajaran. Dengan 

proses pembelajaran yang baik maka peningkatan prestasi mahasiswa juga akan 

bertambah baik.”50  

Selaras dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 

bahwa BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa 

layanan yang diberikan. (2) Imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas 

dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana. (3) Tarif layanan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan aspek-aspek: a. 

kontinuitas dan pengembangan layanan; b. daya beli masyarakat; c. asas keadilan dan 

kepatutan; dan d. kompetisi yang sehat. (4) Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota 

sesuai dengan kewenangannya mengatur pedoman umum penyusunan tarif layanan. (5) 

Menteri/pimpinan lembaga/Sekretaris Daerah/ Kepala SKPD sesuai dengan 

kewenangannya mengatur pedoman teknis penyusunan tarif layanan BLU. (6) BLU 

menyusun tarif layanan dengan memperhatikan pedoman umum dan pedoman teknis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5). 

Lebih lanjut lagi Ketua LPM UIN Sunan Ampel Surabaya menjelaskan bahwa upaya 

peningkatan prestasi akademik mahasiswa yaitu sebagai berikut: 

“Sumber-sumber pembelajaran mahasiswa ditingkatkan dan sudah ada yang 

berbasis online. Peningkatan mahasiswa dalam bidang keagamaan adalah 

mahasiswa yang akan mengikuti ujian skripsi diwajibkan untuk hafal juz 30, hafal 

amaliyah ibadah praktis, hal-hal yang terkait dengan doa-doa, dan dinilai langsung 

oleh dosen walinya. Karena kampus kami berbasis Islam jadi bidang kegamaan 

juga harus diseimbangkan dengan bidang akademik lainnya.”51 

Selain peningkatan prestasi mahasiswa, ketaatan civitas akademika atau kode etik 

civitas akademik juga sangat membantu dalam tata kelola dan kebijakan di UIN Sunan 

                                                           
50Wawancara dengan Wakil Dekan III UIN Sunan Ampel Surabaya tanggal 27 September 2018 
51Wawancara dengan Ketua LPM UIN Sunan Ampel Surabaya tanggal 28 September 2018 
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Ampel Surabaya. Ketaatan civitas akademika adalah segala sesuatu peraturan yang harus 

ditaati oleh semua civitas akademika dengan tujuan menuntun civitas akademika agar 

selalu bersikap dan berperilaku etis baik dalam bidang akademik maupun dalam hubungan 

sosial masyarakat dan membentuk citra dosen atau civitas akademika yang profesional. 

Sebagaimana wawancara dengan Wakil dekan III FTK UIN Sunan Ampel menjelaskan 

bahwa: 

“Ketaatan staf, dosen dan mahasiswa menurut kami intensitas mereka tertib 

administrasi yang dibuktikan dengan adanya finger print. Karena finger print itu 

nanti akan mengurangi uang makan dan uang harian yang diperoleh didalam 

remonerasi, jika mereka para staf dan dosen maupun pimpinan banyak tidak 

hadirnya maka harus mengembalikan uang yang sudah diberikan.”52 

Lebih lanjut lagi Ketua LPM UIN Sunan Ampel menjelaskan bahwa ketaatan civitas 

akedemika adalah sebagai berikut:  

“Kami memasukkan Reward untuk dosen kedalam tugas akademik advisor, pada 

zaman dahulu dosen wali setiap semester ada tambahan gaji sebesar 

Rp.400.000,00–Rp.500. 000,00 dan untuk sekarang sudah memakai remon. Selain 

dari finansial tentu saja ada rasa kebanggan tersendiri bagi dosen yang diberi tugas 

lebih ketika mahasiswanya sudah hafal 30 juz dan hafal doa-doa lainnya, 

mahasiswa patuh terhadap dosennya, mahasiswa mampu praktek mengajar atay 

magang di instansi-instansi dengan baik dan benar, itu adalah pendekatan kepuasan 

bagi dosen terutama dosen pengampunya selain kepuasan dari segi materi.”53 

Mengenai kelayakan finansial yang menyangkut keuangan, aset, laporan dan 

kemampuan menggalang dana. Ketua Lembaga Pengembangan Masyarakat UIN Sunan 

Ampel Surabaya mengungkapkan bahwa: 

“Di lembaga pengembangan masyarakat untuk tahun ini ada anggaran untuk 

akreditasi program pendidikan se Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 

Surabaya. Anggaran LPM itu bukan untuk LPM sendiri, melainkan untuk 

mendorong program-program pendidikan agar akreditasinya cepat naik menjadi 

akreditasi A. Dana dari LPM diserahkan kepada kepala program pendidikan agar 

bisa mempercepat proses akreditasi menuju nilai A.”54 

Tabel 4.5 

Triangulasi tata kelola dan kebijakan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Sunan Ampel Surabaya 

                                                           
52Wawancara dengan Wakil Dekan III UIN Sunan Ampel Surabaya tanggal 27 September 2018 
53 Wawancara dengan Ketua LPM UIN Sunan Ampel Surabaya tanggal 28 September 2018 
54 Wawancara dengan Ketua LPM UIN Sunan Ampel Surabaya tanggal 29 September 2018 
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Pertanyaan Wawancara Dokumentasi Observasi 

Bagaimana 

pengelolaan 

keuangan di 

Perguruan Tinggi 

Pengelolaan 

keuangan 60% 

Fakultas dan 40% 

Rektorat 

SOP keuangan Tidak ada 

pungutan 

Bagaimana 

pengelolaan 

rekening di 

Perguruan Tinggi 

Pengelolaan 

rekening terpusat 

(UKT) 

Rekening Rektor Tidak ada 

pungutan 

Bagaimana dewan 

pengawas di 

Perguruan Tinggi 

1. Dr. H. Ali 

Rokhmad, 

M.Pd 

2. Pardiharto, SH 

3. Prof. Dr. 

Muhammad 

Nuh, DEA. 

Keputusan Menteri 

Agama RI Nomor 

110 Tahun 2018 

tentang dewan 

pengawas UINSA 

Surabaya 

- 

Persyaratan apa 

yang harus 

dipenuhi di 

Perguruan Tinggi 

Aspek-aspek: a. 

kontinuitas dan 

pengembangan 

layanan; b. daya 

beli masyarakat; 

c. asas keadilan 

dan kepatutan; 

dan d. kompetisi 

yang sehat. 

Peraturan 

Pemerintah 

Republik Indonesia 

Nomor 74 Tahun 

2012 Tentang 

Perubahan Atas 

Peraturan 

Pemerintah Nomor 

23 Tahun 2005 

Tentang 

Pengelolaan 

Keuangan Badan 

Layanan Umum 

Penerapan UKT 

Bagaimana 

analisis sistem 

dan tata kelola 

organisasi di 

UINSA 

UKT  UKT UKT 

 

b. Tata Kelola dan Kebijakan di Fakultas Teknik Informasi dan Komunikasi ITS 

Surabaya. 

Menurut PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 

Pengelolaan Perguruan Tinggi, terdapat tiga pola pengelolaan PTN, yaitu: 1) PTN dengan 

pola pengelolaan keuangan negara pada umumnya (dikenal dengan PTN Satker); 2) PTN 

dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum (BLU); 3) PTN sebagai badan 

hukum (BH). Penetapan PTN BLU dilakukan dengan penetapan menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan atas usul Menteri sedangkan 
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PTN BH dilakukan dengan Peraturan Peemrintah. Status ITS sebagai PTN BH dalam hal 

ini ditetapkan lewat PP Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh 

Nopember. 

Menurut Permen Dikbud No 88 Th 2014 Perubahan PTN Menjadi PTN BH,55 maka 

pengelolaan organisasi PTN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik dinilai dari:  a. 

Akuntabilitas pengelolaan PTN;  b. Transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam 

pengelolaan PTN;  c. Nirlaba dalam pengelolaan PTN;  d. Ketaatan pada peraturan 

perundang-undangan dalam pengelolaan PTN  e. Periodisasi, akurasi, dan kepatuhan 

waktu dalam penyusunan dan penyampaian laporan akademik dan non akademik PTN  

Karena hal tersebut di atas, maka dalam kerangka ITS PTN BH perlu dilakukan penguatan 

Organisasi dan Manajemen ITS selaras dengan kebutuhan implementasi GUG yang 

efektif. Dalam rangka penguatan organisasi, organisasi institusi ITS harus mampu 

membangun kerjasama dalam mencapai satu tujuan.56 

PTN Badan Hukum memiliki otonomi dalam melakukan pengelolaan yang meliputi: 

a. bidang akademik: 1. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan 

pendidikan terdiri atas: a) persyaratan akademik mahasiswa yang akan diterima; b) 

pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi; c) kurikulum Program Studi;  d) 

proses Pembelajaran; e) penilaian hasil belajar; f) persyaratan kelulusan; dan  g) wisuda;  

2. penetapan norma, kebijakan operasional, serta pelaksanaan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat; b. bidang nonakademik: 1. penetapan norma, kebijakan operasional, 

dan pelaksanaan organisasi terdiri atas: a) rencana strategis dan operasional; b) struktur 

organisasi dan tata kerja;  c) sistem pengendalian dan pengawasan internal; dan  d) sistem 

penjaminan mutu internal;  2. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan 

keuangan terdiri atas: a) perencanaan dan pengelolaan anggaran jangka pendek dan jangka 

                                                           
55 SK Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 88 Th 2014 Perubahan PTN menjadi PTN BH 
56 Permendikbud No. 88 tahun 2014 
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panjang; b) tarif setiap jenis layanan pendidikan; c) penerimaan, pembelanjaan, dan 

pengelolaan uang; d) melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang; e) membuat 

perjanjian dengan pihak ketiga dalam lingkup Tridharma Perguruan Tinggi; f) memiliki 

utang dan piutang jangka pendek dan jangka panjang; dan  g) sistem pencatatan dan 

pelaporan keuangan;  3. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan 

kemahasiswaan terdiri atas:  a) kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler dan 

ekstrakurikuler. b) organisasi kemahasiswaan; dan c) pembinaan bakat dan minat 

mahasiswa; 4. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan ketenagaan 

terdiri atas:  a) persyaratan dan prosedur penerimaan sumber daya manusia;  b) penugasan, 

pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia;  c) penyusunan target kerja dan 

jenjang karir sumber daya manusia; dan  d) pemberhentian sumber daya manusia; dan  5. 

penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan sarana dan prasarana terdiri 

atas: a) pemilikan sarana dan prasarana;  b) penggunaan sarana dan prasarana;  c) 

pemanfaatan sarana dan prasarana; dan  d) pemeliharaan sarana dan prasarana.   

Dalam hal pendanaan, ITS bersifat otonom dalam hal mengelola sumber dana yang 

bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, yaitu dapat berasal dari: 1. 

Masyarakat 2. Biaya pendidikan 3. Kerja sama Tridharma 4. Pengelolaan dana abadi dan 

usaha 5. Pengelolaan kekayaan negara yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah 

daerah untuk kepentingan pengembangan pendidikan tinggi 6. Sumber lain yang sah 

Pendapatan tersebut bukanlah penerimaan negara bukan pajak (penerimaan negara bukan 

pajak adalah sumber pendanaan bagi PTN Satker). PTN BLU, berbeda dengan PTN BH, 

tidak memiliki otonomi dalam pengelolaan melainkan harus mengikuti ketetapan menteri 

terkait. Dalam hal penetapan tarif biaya dan layanan, PTN BLU ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan berdasarkan usulan pimpinan PTN BLU sedangkan PTN BH dalam 

menetapkan secara otonom berdasarkan pedoman teknis penetapan tarif dari menteri. 
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Begitu pula dalam hal penyelenggaraan program studi dan pengelolaan SDM, berbeda 

dengan PTN BH, PTN BLU dan PTN Satker tidak memiliki kewenangan sendiri. 

Kebijakan Keuangan dan Hubungan Eksternal a. Sumber pendanaan ITS berasal dari 

APBN, APBD, dan Dana Masyarakat yang dikelola secara otonom dengan tata kelola 

universitas yang baik, dan memenuhi standar TARIFS (Transparency, Accuntability, 

Responsibility, Independency, Fairness & Sustainability). b. Dana Masyarakat perlu terus 

ditingkatkan. Untuk mencapainya, MWA bekerja sama dengan Rektor untuk menggalang 

Dana Masyarakat yang didukung oleh Divisi Hubungan Eksternal yang profesional. c. 

Alokasi anggaran ke unit-unit ITS dilakukan dengan basis kinerja dan masing-masing unit 

perlu sadar biaya di dalam menentukan kegiatannya. d. Pembukuan keuangan ITS harus 

sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditentukan dan diaudit oleh auditor eksternal 

setiap tahun. e. Hubungan (jejaring) eksternal (pemerintah, industri, alumni, tokoh 

masyarakat dan komunitas) dikelola dengan baik dan berkesinambungan sehingga 

menumbuhkan rasa memiliki yang tinggi dan memotivasi pihak eksternal untuk terus 

memberikan dukungan pada program-program ITS.  

Sebagaimana dijelaskan dalam SOP FTIK ITS NO.: PM-FTIK.FAKULTAS.2857 

Sebagaimana juga hasil wawancara dengan PD 1 FTIK ITS yang menjelaskan bahwa: 

“Anggaran menyesuaikan dengan kegiatan kami, dengan terget kami. Kami 

mempunyai target, misalkan tim dosen melakukan penelitian petindak satu dalam 

satu tahun baik itu sebagai ketua maupun anggota penelitian. Pengabdian 

masyarakat juga seperti itu, kita mempunyai BPKD dosen. Di BPKD ada mulai 

dari bidang satu, dua, tiga, mulai dari bidang pendidikan, bidang penelitian dan 

bidang pengabdian masyarakat. Jadi dengan PTN BH ini harapannya Institusi kami 

lebih berbenah diri, kami siapkan mulai dari sumber daya manusianya, mulai dari 

regulasinya, keuangannya, dan semuanya kami persiapkan. Jadi Tridarma ini kan 

kegiatan kewajiban kami, kegiatan kewajiban kami itu harus mempunyai arahan, 

harus mempunyai support dana, jadi semuanya itu direncanakan sampai struktur 

organisasinya pun disesuaikan.”58 

Lebih lanjut lagi seperti yang disampaikan oleh Dekan FTIK ITS bahwa: 

                                                           
57 SOP Administrasi Kepegawaian Penyusunan RBA FTIK ITS Surabaya  
58Wawancara dengan PD 1 FTIK ITS Surabaya tanggal 31 Agustus 2018 
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“Rencana keuangan dan prasarana, kita mempunyai kerangka kerja seperti ini 

pengelolaan keuangannya itu harus berdasarkan “University Gavernas”. Yang 

pertama itu dia harus transparansi, keterbukaan disini itu disesuaikan dengan PU 

keuangan, nah PUnya berapa, tarifnya apa. Kalau honorarium itu ikatan kontrak itu 

berapa, terus kerjasama itu apa, bahannya dan harganya berapa? Itu namanya biaya 

operasional dan akuntability. Akuntability itu kejelasan fungsi pelaksanaan dan 

pertanggung jawaban. Yang ke dua di akuntibility ini kami harus memastikan 

fungsiya organ itu apa, jadi kami bikin organ cukup banyak yang baru ini jadi, 

dibuat dari laporan keungan juga itu berapa. Itu harus tahu tugas dan tanggung 

jawabnya terus ukuran keberhasilannya, target pengeluarannya dan unit kerja lain.  

misalnya dia fungsinya itu memberikan layanan apa, kalau ukuran keberhasilan itu 

indikator kinerja, jadi setiap yang 10 bidang tadi itu kami nego satu-satu indikator 

kinerjanya apa, terus ada bidang yang ruwet ketika kami melakukan negosiasi. 

nanti akan di negosiasi, “mas saya ketinggian segitu lebih rendahkan? Kenapa kok 

rendah?”, ini kita nego rendahnya, jika itu tidak beralasan, kami tetap berikan 

tinggi tapi kalau ada alasan yang kuat berarti kami bisa turunkan tetapi akhirnya 

kami transfer ke tempat lain. Ini di fakultas misalnya terlalu tinggi targetnya 

akhirnya minta turun ini kami usut, fakultas vokasi minta turun jumlah 

publikasinya kenapa kok gitu? kan kami fakultas vokasi banyak D3, D4 nya, alasan 

itu kami terima pasti diturunkan kemudian kami transfer ke tempat lain jika 

menurut kami negosiasi tingkat keberhasilannya. Target kemarin yang kami bisa 

cek setiap bulan mereka harus transmit apa per spg itu mereka dari per jurusan, 

mereka harus mengirimkan spg kesini untuk kami cek barangnya dan diserahkan 

dalam bentuk keuangan, nanti akan diadakan audit, setiap bulannya mereka 

mengaudit apakah ada penggunaan dana dari kami yang menyalahi peraturan 

rektor, kalau ada harus mengembalikan uangnya itu meskipun rektor itu sendiri 

yang mengembalikan jika rektor itu salah. Contohnya rektor itu menjamu tamu, 

ternyata menjamunya itu kemahalan kuenya lebih dari standar PU, jadi rektor harus 

mengembalikan.”59 

Semua anggaran yang ada di FTIK ITS harus disesuaikan dengan PAGU, 

sebagaimana wawancara dengan PD 1 FTIK ITS menjelaskan bahwa: 

“Anggaran di kami itu menyesuaikan, dikami itu istilah ada PAGU. Kami wajib 

memasukkan rencana, dan darisana akan dibutuhkan berapa kami PAGU nya. 

PAGU kalau untuk di departemen berdasarkan studyingbody, studyingbody nya 

berapa PAGU nya kurang lebih 25% dari itu. Di fakultas juga mempunyai PAGU 

sendiri, di fakultas mempunyai kriteria kelasnya A, B, C dan D. Di fakultas yang 

studyingbody nya lebih besar PAGU nya juga lebih besar dari ini, setelah PAGU 

ditentukan berikutnya kita memasukkan RBA atau rencana anggaran. Kami 

membuat rancangan anggaran dari SIGMONEV tadi, jadi RBA itu ada keterkaitan 

dengan SIGMONEV, program yang kami masukkan itu nanti berbasis anggaran. 

Dari pimpinan sampai staf yang ngentry sama-sama saling bekerjasama agar apa 

yang menjadi program yang kami rencanakan itu dianggarkan. Meskipun tidak 

semua program ada anggarannya. Misalkan di ITS ini setiap tahun ada agenda 

                                                           
59Wawanacara dengan Dekan FTIK ITS Surabaya tanggal 17 Agustus 2018 
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Dies, peningkatan kapasitas dosen, jadi kami akan menganggarkan untuk program-

program tersebut.”60 

Sebagaimana dijelaskan dalam SOP NO.:PM-FTIK.FAKULTAS.2661 

Adapun pengelolaan rekening di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 

semuanya terpusat, yaitu hanya ada satu rekening di rektorat saja. Sebagaimana 

wawancara dengan Dekan FTIK ITS menjelaskan bahwa:  

“Rekening hanya ada satu yaitu di rektor, tidak ada rekening di fakultas, tidak ada 

rekening di BMPR, rekening ada satu saja. Jadi begitu masuk uang itu ke rekening 

rektor akan langsung ditransfer kepada siapa yang memiliki uang itu.”62 

Di Institut Teknologi Sepuluh Nopember terdapat Majelis Wali Amanat (MWA). 

Majelis Wali Amanat adalah organ ITS yang menetapkan, memberikan pertimbangan 

pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan dibidang nonakademik.  

MWA mempunyai tugas dan wewenang: (1) menetapkan kebijakan umum dalam bidang 

nonakademik; (2). menetapkan tata nilai dan norma; (3) menetapkan persyaratan dan tata 

cara pemilihan Rektor; (4) menetapkan rencana induk pengembangan, rencana strategis, 

serta rencana kerja dan anggaran yang diusulkan Rektor; (5) memberikan persetujuan 

usulan perubahan Statuta ITS; (6) mengangkat dan memberhentikan Rektor; (7) 

memberikan pertimbangan terhadap nomenklatur, pembentukan, penyelenggaraan, 

perubahan, dan penutupan unsur di bawah Rektor; (8). melaksanakan pengawasan dan 

pengendalian umum atas pengelolaan nonakademik ITS; (9). melakukan evaluasi dan 

penilaian kinerja Rektor; (10). memberikan persetujuan laporan tahunan yang disusun oleh 

Rektor; (11). mengangkat dan memberhentikan ketua serta anggota KA; (12). membangun 

dan membina jejaring dengan individu serta institusi eksternal untuk pengembangan; (13). 

memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan dalam rangka mengembangkan 

kekayaan dan menjaga kesehatan keuangan; (14). membuat keputusan tertinggi terhadap 

                                                           
60 Wawancara dengan DP 1 FTIK ITS tanggal 31 Agustus 2018 
61 SOP Administrasi Kepegawaian Entry Sip Monitoring dan Evaluasi 
62Wawancara dengan Dekan FTIK ITS tanggal 17 Agustus 2018 
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permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Rektor dan SA; dan (15). mengangkat 

dan memberhentikan anggota kehormatan. 

Dalam melaksanakan tugasnya, MWA dibantu oleh Komite Audit yang memiliki 

tugas mengawasi dan/atau melakukan supervisi proses audit internal dan eksternal atas 

pengelolaan ITS di bidang nonakademik, melaksanakan fungsi manajemen risiko; dan 

menyampaikan laporan tahunan kepada MWA. 

Salah satu tugas wali amanat PTN BH di ITS disebutkan sebagaimana wawancara 

dengan Dekan FTIK ITS menjelaskan bahwa: 

“Mungkin bisa dilihat sendiri dibuku ini ya hampir sama kok. Karena yang ini 

dijelaskan transfarmasi dari badan layanan umum menjadi PTN BH di file yang 

sudah saya kirimkan dan pengawas itu ditetapkan oleh KEMENDIKBUD 2012 

Tetapi dengan adanya PTN BH, namanya pengawas, tugas pengawas adalah 

mengaudit keuangan setiap ini tadi.”63 

Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi perguruan Tinggi menuju world class 

university ada beberapa yang harus dipenuhi, sebagaimana hasil wawancara dengan Dekan 

FTIK ITS menjelaskan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi prguruan tinggi menuju 

world class university, yaitu sebagai berikut: 

“Ini yang pasal 2. Ini yang bermutu, bermutu itu satu status terakreditasi dan 

peringkat bersertifikat unggul. Dimana ada Enam indikator pencapaian. Enam 

standar ini harus dijadikan standar pencapaian, pencapaian itu yang negosiasi 

dengan Dikti. Jadi Dikti nanti mempunyai capaian yang berapa jumlahnya, 

mungkin sekitar Dua Puluhan itu ditetapkan oleh Dikti. Contohnya yang pertama 

ini adalah publikasi internasional, oleh karena itu bagian intelektual harus 

diperbanyak, banyak nya itu berapa yang di registrasikan. Nah itu yang kami bawa 

pulang nanti akan di bagi difakultas-fakultas, kalau tentang prestasi mahasiswa 

ditingkat nasional atau internasional itu juga harus terpenuhi.”64 

 

Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) harus mampu merubah Pola 

pikir (mindset) dan Budaya Kerja (culture set) yaitu birokrasi dengan integritas dan kinerja 

yang tinggi Transformasi organisasi yang dilakukan adalah perubahan struktur organisasi 

yang awalnya PTN BLU, kemudian akan dirubah strukturnya sesuai dengan ketentuan 

                                                           
63 Wawancara dengan Dekan FTIK ITS tanggal 17 Agustus 2018 
64 Wawancara dengan Dekan FTIK ITS tanggal 01 September 2018 
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organisasi pada PTN BH untuk memenuhi tuntutan GUG (kualitas pendidikan dan 

penelitian berstandar internasional, serta penguatan SDM).  Menurut Permen Dikbud No 

88 Th 2014 Perubahan PTN Menjadi PTN BH, maka pengelolaan organisasi PTN 

berdasarkan prinsip tata kelola yang baik dinilai dari: 1) Akuntabilitas pengelolaan PTN; 

2) Transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan PTN; 3) Nirlaba dalam 

pengelolaan PTN; 4) Ketaatan pada peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan 

PTN. 5) Periodisasi, akurasi, dan kepatuhan waktu dalam penyusunan dan penyampaian 

laporan akademik dan non akademik PTN.  Dalam rangka penguatan organisasi, 

organisasi institusi ITS harus mampu membangun kerjasama dalam mencapai satu tujuan. 

Sebagaimana wawancara dengan dekan FTIK ITS menjelaskan bahwa: 

“Setiap unit dari sepuluh masing-masing memiliki kewajiban menyampaikan 

laporan secara periode, bidang keuangan mereka harus memperinci setiap 

bulannya, kemudian yang bidang pendidikan mereka harus menyerahkan laporan 

kepada kami. Setiap unit harus menyampaikan laporan kepada atasannya, untuk 

prodi laporan kepada departemennya, unit bidang keuangan juga menyampaikan 

laporan keuangan kepada direktur keuangan. Semua membuat laporan secara baik 

dan sesuai peraturan.”65 

Adapun sistem dan tata kelola organisasi di perguruan tinggi Institut Teknologi 

Sepuluh November Surabaya terdapat Delapan area kunci perubahan reformasi birokrasi 

ITS PTNBH diantaranya :  1) Memiliki organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran ( 

right sizing ), 2) Dalam hal tata laksana, organisasi ITS memiliki sistem, proses, dan 

prosedur kerja jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good 

governance. 3) Mampu menegakkan regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan 

kondusif. 4) Memiliki SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, 

profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera. 5) Meningkatnya penyelenggaraan organisasi 

yang bersih dan bebas KKN. 6) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja 

birokrasi. 

Analisis sistem dan tata kelola organisasi di Institut Teknologi Sepuluh November 

Surabaya, Dekan FTIK menjelaskan bahwa: 

“peran utama selama ini harus pimpinan petinggi, Perguruan Tinggi Negeri Badan 

Hukum ini kita harus memiliki peran yang kuat juga, jadi walaupun dia kaget dia 

                                                           
65 Wawancara dengan Dekan FTIK ITS tanggal 17 Agustus 2018 
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mempunyai peran yang sangat tinggi untuk meningkatkan tenaganya, dia harus 

mencari peluang-peluang keluar. Jadi kita berikan dana kurang lebih 

Rp.100.000.000,- untuk target jalan-jalan, jalan-jalan dalam arti pulang dia harus 

membawa suatu kerjasama yang realitasnya konkret langsung bisa dikerjakan oleh 

departemennya. Dia bisa berkeliling dunia kemana pun untuk mencari relasi 

langsung yang diadakan di luar negeri .”66 

Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi di Institut Teknologi Sepuluh 

Nopember Surabaya, Peningkatan mutu dinilai sangat bagus sekali, bisa dilihat dengan 

pencapaian prestasi mahasiswa yang sering juara dalam segala perlombaan baik itu tingkat 

nasional maupun internasional. Sebagaimana wawancara dengan Dekan FTIK ITS 

menejelaskan bahwa peningkatan Mutu di Fakultas adalah sebagai berikut: 

“Secara formal sekarang ini yang jalan menyambut dirinya dengan mutu itu adalah 

instituti, bagian nama penerbit kantor penjaminan kami buat buku panduan disini. 

Buku ini diterbitkan oleh Institut melalui kantor penjaminan mutu tadi, 

dilaksanakannya di fakultas dan di jurusan, berarti untuk tadi sebenarnya punya tim 

mutu juga, tapi ya itu-itu juga sekaligus tim penjaminan mutu yang melaksanakan 

amanat Perguruan Tinggi Negeri di jurusan juga ada penjaminan mutu yaitu 

Penjaminan mutu yang diterapkan setiap tahunnya akan dinilai oleh kantor 

penjamin mutu, kantor penjamin mutu akan menilai kinerja setiap prodi, tetapi 

kalau jurusan Sekarang kami kembangkan prodi dalam hal apa, misalnya dalam hal 

akademik kami prodi S2 Informatika, misalnya S2 Informatika juara satu, dalam 

penelitian S1 Informatika, hal management organisasi S1 Sistem informasi 

kemarin kami meraih juara, jadi ada dalam hal 4 ya, dalam hal tridharma dan itu 

dinilai oleh kantor penjamin mutu setiap tahun nanti pengumuman hadiahnya pada 

tanggal 10 Nopember.”67 

Tabel 4.6 

Triangulasi Tata Kelola dan Kebijakan di FTIK ITS Surabaya 

Pertanyaan Wawancara Dokumentasi Observasi 

Bagaimana 

pengelolaan 

keuangan di 

PTN BH 

Pengelolaan keuangan 

secara mandiri 

PP Nomor 65 Tahun 

2013 tentang Statuta 

Institut Teknologi 

Sepuluh Nopember. 

SOP No.:PM-

FTIK.FAKULTAS.28 

 

Rapat 

anggaran 

Bagaimana 

pengelolaan 

rekening di PTN 

BH 

Rekening tunggal Rekening Rektor - 

                                                           
66 Wawancara dengan Dekan FTIK ITS tanggal 01 September 2018 
67Wawancara dengan Dekan FTIK ITS tanggal 17 Agustus 2018 
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Bagaimana 

dewan pengawas 

di PTN BH 

MWA SK Menteri - 

Persyaratan apa 

yang harus 

dipenuhi PTN 

BH 

• Akuntabilitas 

• Transparansi, 

efektivitas, dan 

efisiensi 

• Nirlaba 

• Ketaatan pada 

peraturan perundang-

undangan 

• Periodisasi, akurasi, 

dan kepatuhan dalam 

laporan. 

Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia 

Nomor 58 Tahun 2013 

Tentang Bentuk Dan 

Mekanisme Pendanaan 

Perguruan Tinggi Negeri 

Badan Hukum 
Permen Dikbud No 88 

Th 2014 

 

- 

Bagaimana 

analisis sistem 

dan tata kelola 

organisasi di ITS 

tepat fungsi dan tepat 

ukuran. 

sistem, proses, dan 

prosedur kerja jelas, 

efektif, efisien, terukur. 

Mampu menegakkan 

regulasi. 

SDM profesional. 

Bersih, bebas KKN. 

kapasitas dan 

akuntabilitas kinerja 

birokrasi 

- Berjalan 

efektif 

 

3. Strategi dan Kebijakan Dalam Mewujudkan World Class University di Fakultas 

Tarbiyah UIN Sunan Ampel dan Fakultas Teknik ITS Surabaya 

a. Strategi dan Kebijakan Dalam Mewujudkan World Class University di Fakultas 

Tarbiyah UIN Sunan Ampel Surabaya 

Organisasi yang baik adalah suatu organisasi yang mampu mengakomodasi 

perubahan kebutuhan menuju world class university untuk menunjang keberhasilan 

kampus. Terciptanya organisasi yang bagus juga tak luput peran dari seorang pemimpin. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan ketua LPM adalah sebagai berikut: 

“Kami sebagai pimpinan harus bisa membimbing dan mendorong para kepala 

program-program pendidikan, karena tidak semua kepala program pendidikan 

faham tentang mengelola anggaran, administrasi dan kurang faham persoalan 

teknis bagaimana cara mengespresikan mengenai program akredistasi, sehingga 

kami mengundang wakil dekan I dan wakil dekan II, kepala program pendidikan, 

dan bagian keuangan fakultas. Jadi, kami selalu mengagendakan rapat agar 
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terjalinnya komunikasi yang baik, sosialisasi yang baik, timbulnya kesadaran yang 

baik dan kedekatan yang baik.”68 

Strategi dan tahapan pengembangan berkelanjutan UIN Sunan Ampel Surabaya 

menuju world class university terdiri dari beberapa tahapan. Diantaranya adalah 

penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan. Sebagaimana 

wawancara dengan Ketua LPM UIN Sunan Ampel menjelaskan bahwa: 

“Strategi dari tahapan-tahapan pengembangan kami adalah selalu berpacu pada 

rumus continues improvement, yaitu PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, 

Pengendalian, dan Peningkatan) untuk saat ini kami baru pada tahap siklus pertama 

yaitu pada tahap penetapan dan pelaksanaan. Sekarang kami berada pada tahap 

penetapan standart mutu, dimana pada tahap ini kami harus menetapkan dua puluh 

empat standart, dan kami mulai berada pada tahap pelaksanaan yaitu perkuliahan, 

penelitian, dan pengabdian masyarakat. Evaluasi yang akan kami lakukan adalah 

setelah semester, karena pelaksanaan dari evaluasi akan bisa diketahui setelah satu 

semester. Tahapan continues improvement adalah dimana kami sudah melakukan 

tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Maka 

selanjutnya harus selalu ditingkatkan terus menerus.”69 

Strategi dan kebijakan dalam mewujudkan world class university dibutuhkan upaya 

dalam membentuk tata kelola yang baik dan partisipatif agar dapat memudahkan jalan 

menuju world class university. Dekan III FTK UIN Sunan Ampel Surabaya menjelaskan 

bahwa upaya dalam membentuk tata kelola yang baik dan partisipatif adalah: 

“Kami mempunyai agenda dimana untuk dosen yang mempunyai tugas tambahan 

sebagai kepala jurusan, sekretaris jurusan maupun kepala program pendidikan, 

mereka harus mengosongkan di hari senin. Jadi, disetiap hari senin kami 

melaksanakan rapat koordinasi seluruh pimpinan. Karena untuk kegiatan laporan 

mingguan dan ada juga laporan bulanan. Isi dari rapat koordinasi tersebut adalah 

untuk membahas tata kelola yang harus dikembangkan.”70 

Lebih lanjut Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya menambahkan bahwa: 

“Percepatan tata kelola dengan baik dan meminim anggaran kan efesiensi anggaran 

itu terkait dengan kemampuan kami untuk pengelolaan pengetahuan kami, 

manajemen knowledge kami, dan semakin banyak sumber daya yang skill terutama 

dibidang informasi teknologi dan komunikasi, sayangnya kami lemah di bidang ini. 

Kami sekarang ini membenahi semua bidang mulai dari bawah sampai atas. 

Minimal mulai dari bagian umum terlebih dahulu, mulai dari pengadministrasian, 

                                                           
68Wawancara dengan Ketua LPM UIN Sunan Ampel Surabaya tanggal 28 September 2018 
69 Wawancara dengan Ketua LPM UIN Sunan Ampel Surabaya tanggal 28 September 2018 
70Wawancara dengan Wakil Dekan III FTK UIN Sunan Ampel tanggal 27 September 2018 
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proses pembelajaran melalui mekanisme internet, siakad, pengurusan surat masuk 

dan keluar.”71 

 

Dalam mewujudkan pengembangan sumber daya manusia yang terstruktur ada 

beberapa langkah yang dilakukan oleh pimpinan FTK UIN Sunan Ampel Surabaya, 

diantaranya adalah pemberian motivasi terhadap civitas akademika dan pengadaan 

pelatihan-pelatihan sebagai penunjang mutu sumber daya manusia yang terstruktur. 

Sebagaimana wawancara dengan wakil dekan III FTK UIN Sunan Ampel Surabaya 

bahwa: 

“Kami sebagai pimpinan selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada tenaga 

pendidik dan dosen untuk segera menambah dan melanjutkan jenjang 

pendidikannya ke tingkat selanjutnya.”72 

Lebih lanjut lagi Ketua Lembaga Pengembangan Masyarakat UIN Sunan Ampel 

juga menegaskan bahwa: 

“Untuk pengembangan sumber daya manusia kami mengundang seluruh kepala 

program pendidikan dan skretaris pendidikan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan 

pembelajaran kurikulum berbasis KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia) dengan service learning yang juga diikuti oleh para dosen.”73 

Pemberian motivasi atau dukungan juga diberikan oleh pimpinan fakultas, 

sebagaimana wawancara dengan Dekan FTK UIN Sunan Ampel menjelaskan bahwa: 

“Kami sebagai pimpinan mendorong bagi para dosen untuk selalu berkarya dan 

bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, melakukan penelitian, dan menulis 

jurnal agar bisa memperoleh gelar guru besar dan memperbaiki karier. Segi 

kualitas mengajar juga harus selalu diperbaiki.”74 

Penelitian yang bernilai internasional termasuk salah satu strategi dan kebijakan 

dalam mewujudkan world class university. Penelitian bisa dikatakan sebagai penelitian 

yang internasional adalah jika penelitian tersebut menggunakan penulisan bahasa asing, 

mempunyai analisis output penelitian yang dihasilkan oleh perguruan tinggi besar di 

                                                           
71 Wawancara dengan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya tanggal 21 September 2018 
72 Wawancara dengan Wakil Dekan III FTK UIN Sunan Ampel tanggal 27 September 2018 
73 Wawancara dengan Ketua LPM UIN Sunan Ampel Surabaya tanggal 28 September 2018 
74 Wawancara dengan Dekan FTK UIN Sunan Ampel Surabaya tanggal 27 September 2018 
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dunia, dan penelitiantersebut juga harus diterbitkan di jurnal internasional. Sebagaimana 

hasil wawancara dengan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya menjelaskan bahwa: 

“Dalam bidang penelitian ada kolaboratif resert internasioanl, yang mana dosen di 

UIN Sunan Ampel Surabaya bisa mengajak dosen-dosen diperguruan tinggi di luar 

negeri untuk berkolaborasi dalam program penelitian kan ada skemanya. Bisa 

dikatakan penelitian berstandar internasional jika penulisan penelitian 

menggunakan bahasa asing, diterbitkan di jurnal internasional, mempunyai analisis 

yang sama dengan output penelitian yang dihasilkan oleh perguruan-perguruan 

tinggi besar di dunia.”75 

Perguruan tinggi yang baik adalah perguruan tinggi yang tidak hanya mampu 

memajukan kampusnya, tetapi juga mampu dalam segi pembangunan, ekonomi, spiritual 

dan soisal masyarakat. Tentu saja dibutuhkan berbagai kegiatan yang dapat menunjang 

ketercapaian tersebut. Sebagaimana wawancara dengan Wakil dekan III FTK UIN Sunan 

Ampel Surabaya menjelaskan peran perguruan tinggi dalam bidang spiritual dan sosial 

masyarakat adalah sebagai berikut: 

“Kegiatan kami yang bersifat kegamaan-keagamaan seperti pengajian nusantara, 

istighotsah maupun kegiatan yang lainnya kami selalu melibatka masyarakat untuk 

ikut andil dengan kegiatan kami dan respon masyarakat juga sangat baik.  

Sebagian dosen ketika mengajar ada beberapa waktu untuk terjun ke masyarakat 

seperti Praktek Pembelajaran Lapangan maupun kuliah Kerja nyata (KKN).”76 

Selaras dengan program kementrian agama; progam KKN Internasional ke Thailand tahun 

2016;’ Ahmad Junaidi yang melaksanakan KKN internasional di Patani tailan 

selatan selama 6 bulan, yang dterjunkan di masyakat Patani dan sekaligus di 

sekolah di darrah itu yang diperkenalkan manajemen sekolah; Akuntabel, 

trnsparan, efektiv efisienyang dibarengi good governan yang dikomtrol 

RajaThailam”. 

Sejalan dengan Pernyataan Direktur Pasaca Sarja kegitan diaatas sebetulnya UIN SA sudah 

lama melaksakan klas Internasional yang menerima mahasiswa dari negara Thailan 

3 orang mahasiswa, dari negara Philipina 5 orang mahasiswa dan dariNegara 

Malaisiya 8 orang mahasiswa dan Tunisiya 5 orang mahasiswayang kesemuanya 

itu tersebar di  Prodi Hukum Keluarga dan ProdiPendidikan Agama Islam 

danlaimmya tersebar di prodi,orodi S1 

Sebanada dengan yang disampaikan Rektor UINSA; 

“Dalam konteks world class university, komposisi yang ideal bagi mahasiswa asing 

yang study disini juga menjadi perhatian, karena untuk menuju world class 

university tetapi kami tidak mempunyai mahasiswa asing sama sekali itu sama 

halnya dengan bohong. Di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk 

sementara sudah ada lebih dari Seratus mahasiswa asing mulai dari S1, S2, dan S3. 

                                                           
75Wawancara dengan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya tanggal 21 September 2018 
76 Wawancara dengan Wakil Dekan III FTK UIN Sunan Ampel tanggal 27 September 2018 
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Mulai dari negara Malaysia, Thailand , Philipina dan Cina. Kami selalu melakukan 

promosi ke negara asing-asing untuk bisa kuliah di Universitas kami, dalam rangka 

meningkatkan jumlah mahasiswa asing di Universitas kami.”77 

Menurut ketua LPM di UINSA bulan November minggu pertama mengadakan work shop 

Akreditasi Internasional AUN. Kelas Internasional  yang jumlahnya 100 orang mahasiswa 

tiap tahun ada peminatnya tambah dan berlanjut karena merasa lebih bermutu,  pembaharuan 

dan kenyamanan selama tinggal di Indonesia khusunya Kota Surabaya.  

Tabel 4.7 

Triangulasi Strategi dan Kebijakan Dalam Mewujudkan World Class University di 

Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Ampel Surabaya 

Pertanyaan Wawancara Dokumentasi Observasi 

Strategi dan 

Kebijakan Dalam 

Mewujudkan 

PTNBH/World 

Class University 

Penelitian, 

pengajaran, 

pengabdian 

berbasis inovasi 

Penerapan KKNI Mendekati efektif 

Tahapan menuju 

PTNBH/World 

Class University 

BLU-Regional-

Nasional- World 

Class University 

Milestone UINSA 

Renstra UINSA 

Identifikasi 

 International Class Prodi Hukum 

Keluarga dan 

Pendidikan Agama 

Islam 

Peneliti Ikut 

Mengajar 

 Minggu Pertama 

Work Shop 

Akreditasi 

Internasional 

AUN Peneliti Terlibat 

langsung 

 

 

b. Strategi dan Kebijakan Dalam Mewujudkan World Class University di Fakultas 

Teknik ITS Surabaya 

Terdapat tiga sasaran strategis yang ingin dicapai ITS selama periode 2014 – 2018 

adalah (1) Kontribusi Nasional, memberikan kontribusi solutif terhadap problema 

masyarakat, dengan memperhatikan prioritas percepatan pencapaian target kriteria ITS 

sebagai Good University Governance dan Research University, (2) Reputasi 

                                                           
77 Wawancara dengan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya tanggal 21 September 2018 
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Internasional, mempercepat pencapaian target kriteria ITS sebagai Research University 

dan World Class University , dengan prioritas pada peningkatan ranking ITS di kalangan 

perguruan tinggi di level internasional, jumlah publikasi internasional/paten, dan akreditasi 

internasional dan (3) Transformasi Organisasi, sukses melaksanakan PKBLU dengan 

patuh menjalankan prinsip Transparancy, Accountable, Responsible, Independence and 

Fairness (TARIF) dengan terus berupaya meningkatkan otonomi kampusnya melalui 

penyesuaian bentuk organisasi yang relevan dan taat pada peraturan yang berlaku. Untuk 

mengukur tingkat ketercapaian sasaran tersebut juga telah dinyatakan sejumlah Key 

Performance Indicators (KPI) sebagai indikator keberhasilan.  

Upaya menuju misi keunggulan ITS yang berorientasi pada pencapaian reputasi 

internasional dan perwujudan universitas riset, diperlukan suatu mekanisme pendukung 

bagi dosen dan mahasiswa yang memungkinkan terselenggaranya proses pembelajaran 

yang efektif serta penguatan kompetensi staf pengajar untuk menghasilkan lulusan yang 

siap tanding.   

Beberapa strategi efektifitas pembelajaran yang telah dilaksanakan adalah sebagai 

berikut: 1) Mendorong Beberapa Program Studi Mendapat Akreditasi Internasional Pada 

tahun 2014 yang lalu, ITS mengajukan akreditasi internasional AUN untuk beberapa 

Jurusan. 2) Meningkatkan Keterampilan Dosen dalam Pembelajaran melalui Berbagai 

Pelatihan Untuk mencapai pembelajaran yang efektif, 3) Mendorong Keterlibatan 

Mahasiswa dalam Proses Akademik seperti menjadi asisten mata kuliah dan praktikum 

memang tidak cukup signifikan, 4) Mendorong Masing-masing Jurusan untuk 

Menyelenggarakan Program Penyegaran secara terjadwal di awal masa perkuliahan untuk 

menghindari jadwal yang ketat. Diberlakukannya Orientasi Keilmiahan dan Keprofesian 

Berbasis Kompetensi (OK2BK) yang hanya berlangsung seminggu sebagai sistem 

kaderisasi baru di ITS. 5) Mendorong Penyelenggaraan Teaching Grant dan Memasukkan 
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Bahan Ajar tersebut ke Website E-learning ITS Sampai tahun 2014, telah ada lebih dari 

900 mata kuliah yang memiliki materi ajar terunggah dalam sistem e-learning ITS 

(http://share.its.ac.id). 6) Mendorong dan Memonitor Peningkatan Efektifitas 

Pembelajaran melalui Penerapan SCL Metode yang diterapkan pada aktivitas 

pembelajaran adalah Student Center Learning (SCL) yang menekankan pada keaktifan dan 

inisiatif mahasiswa dalam proses perkuliahan. 7) Mendorong Penyelenggaraan Kuliah 

Lintas Jurusan. 8) Pemberian Penghargaan Akademik bagi Mahasiswa yang 

Memenangkan Kompetisi Ilmiah Nasional / Internasional. 9) mendorong penggunaan 

bahasa asing. 

Tabel 4.6 

Capaian Strategi dalam Efektivitas Pembelajaran di ITS Surabaya tahun 2011-

2014 

 2011 2012 2013 2014 

IPK rata-rata :  

D3 

D4 

S1 

S2 

S3 

 

3.05  

3.22  

3.16  

3.48  

3.85  

 

 

3.10 

3.31 

3.3 

3.5 

3.86 

 

3.12 

3.32 

3.31 

3.51 

3.87 

 

3.15 

3.33 

3.32 

3.52 

3.89 

Kehadiran Dosen > 90% 86.68% 90.22% 78.6% 91.27% 

Rataan Indeks Pengajaran Dosen     

- IPD Gasal 3.16 3.30 3.30 3.38 

- IPD Genap 3.17 3.20 3.16  

Persentase dosen yang 

menerbitkan buku teks/ referensi 

2% 2% 3% 2.21% 

Jumlah dosen yang meraih 

penghargaan 

16 26 64 17 

 

Pasal 2 ayat 1 disebutkan; Persyaratan PTN menjadi PTNBH mencakup tingkat dan 

derajat kemampuan dari PTN untuk: (a) menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi 

yang bermutu, (b) mengelola organisasi PTN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, (c) 

memenuhi standar umum finansial; (d) menjalankan tanggung jawab sosial dan (e) 

berperan dalam pembangunan perekonomian. 

http://share.its.ac.id/
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Bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam pasal 2 ayat 2 dinilai 

dari: (a) status terakreditasi dan peringkat terakreditasi unggul, baik perguruan tinggi 

maupun 80% dari program studi yang diselenggarakan, (b) relevansi antara visi, misi, dan 

tujuan dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas standar nasional pendidikan 

tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. (c) hasil 

publikasi internasional dan/atau hak kekayaan intelektual. (d) prestasi akademik 

mahasiswa untuk memperoleh peringkat pertama dalam kompetisi tingkat nasional dan 

internasional. (e) prestasi PTN dalam turut serta dikegiatan-kegiatan pemerintah maupun 

pemerintah daerah, dan (f) prestasi PTN dalam turut serta di kegiatan-kegiatan di dunia 

usaha dan industri.78  

Prinsip dan tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dinilai dari: (a) akuntabilitas pengelolaan PTN, (b) transparansi, efektifitas, dan efisiensi 

dalam pengelolaan PTN, (c) Nirlaba dalam pengelolaan PTN, (d) ketaatan pada peraturan 

perundang-undangan dalam pengelolaan PTN, (e) periodisasi, akurasi, dan kepatuhan 

waktu dalam penyusunan dan penyampaian laporan akademik dan non akademik PTN.79  

Penyusunan rencana strategis ITS PTNBH adalah:  

1) Implementasi dari Good University Governance; ITS PTNBH harus didisain memiliki 

organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing). Dalam hal tata laksana, 

organisasi ITS PTNBH hendaknya memiliki sistem, proses, dan prosedur kerja jelas, 

efektif, efisien, terukur. serta didukung oleh SDM yang berintegritas, netral, 

kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera serta ditunjang oleh 

penyelenggara organisasi yang bersih dan bebas KKN.  

2)  Upaya mencapai World Class University (WCU) Sejalan dengan program strategis 

Kemenristekdikti, upaya menjadi World Class University dalam kerangka ITS 

                                                           
78 Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 88 tahun 2014 
79 Ibid 
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PTNBH hendaknya dilaksanakan dengan menggunakan 2 kendaraan utama yakni 

internasionalisasi program akademik melalui peningkatan program double /joint 

degree). serta meningkatkan mobilitas internasional dari dosen, mahasiswa dan tenaga 

kependidikan, serta internasionalisasi riset dan inovasi dengan penguatan kemampuan 

civitas akademika ITS dalam menghasilkan luaran intelektual dan riset melalui jurnal, 

paten, prototype, produk inovatif yang memiliki nilai komersial dan bermanfaat dalam 

menyelesaikan permasalahan nasional.  

3) Otonomi pendidikan tinggi yang Lebih Luas Semangat pemerintah dalam menjadikan 

ITS sebagai salah satu PTNBH di Indonesia adalah, salah satunya, memberikan 

kesempatan untuk menjalankan otonomi pendidikan tinggi yang lebih luas. 

Kesempatan ini hendaknya dimanfaatkan untuk menjalin jejaring, menumbuhkan 

kualitas akademik serta membuka program akademik dengan lebih mandiri dan dapat 

dirasakan berbagai pihak. 

4) Perluasan akses pendidikan tinggi Perluasan akses pendidikan tinggi; Akses 

mengenyam pendidikan di ITS juga hendaknya makin ditingkatkan pada calon 

mahasiswa yang berasal dari daerah terluar, tertinggal dan terpencil (3T). juga harus 

dimaknai untuk memberikan akses yang lebih luas pada kerjasama riset dan 

pengabdian masyarakat.   

5) Penjaminan mutu pendidikan tinggi Status ITS sebagai PTNBH hendaknya dijadikan 

kesempatan untuk makin meningkatkan kualitas pendidikan di ITS melalui penguatan 

organisasi penjaminan mutu ITS serta penguatan organisasi tersebut dalam 

melaksanakan penjaminan mutu akademik dan non akademik berdasarkan standar 

internasional. 

6)  Menghasilkan lulusan yang holistik, dengan jiwa entrepreneur; Pemahaman ITS 

sebagai sebuah PTNBH juga hendaknya dipahami sebagai tanggungjawab yang lebih 
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besar dalam menghasilkan lulusan yang tidak hanya kuat dalam hal akademik, namun 

juga memiliki kemapuan softskills , ahlak dan karakter yang unggul serta memiliki 

jiwa dan semangat wirausaha.  

7) Lifelong learning; Upaya pelatihan, pemberian ketrampilan, sertifikasi dan upaya 

alternatif lainnya bagi masyarakat beragam usia hendaknya mampu ditransformasikan 

untuk menguatkan akademik dan memberikan kontribusi untuk bangsa serta 

memberikan kesempatan kepada ITS untuk mendapat pendanaan.  

8) Penguatan TVET (Technical, Vocational, Education and Training) Sejalan dengan 

perluasan akses pendidikan sepanjang usia, penguatan pendidikan vokasi dan 

pelatihan juga menjadi strategis untuk dilakukan dalam kerangka ITS PTNBH. 

9) Financial sustainability; dukungan finansial diharapkan menjadi lebih besar. Namun 

demikian, pada saat yang sama, status PTNBH hendaknya dimanfaatkan oleh ITS 

untuk mempu meningkatkan kemampuan revenue generation, Salah satu upaya 

pengutan ketahanan finansial yang hendaknya diimplementasikan dalam pendirian 

unit usaha berbadan hukum serta penguatan unit-unit usaha penunjuang dan 

penguatan kemandirian layanan internal atas beberapa jenis layanan yang dibutuhkan 

oleh civitas akademika ITS.  

10) Ekosistem untuk inovasi Pemerintah telah menetapkan program strategis untuk 

penguatan kemampuan perguruan tinggi dalam mentrasformasikan hasil riset menjadi 

produk inovatif yang tidak saja bernilai komersial namun juga mampu meberikan 

solusi bagi masalah-masalah nasional.  

11) Online learning; akses pendidikan yang lebih luas melalui TIK menjadi pilihan 

utamanya.  

Sebagaimana wawancara dengan PD I FTIK ITS yang menjelaskan bahwa: 

“Peran pimpinan diharapkan bisa mempercepat proses adaptasi atau perubahan dari 

PTN BLU menjadi PTN BH, sebagai pimpinan harus mampu memberikan arahan 
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bahwa di PTN BH itu kita sudah seperti ini, karena terkadang-kadang pemikiran 

kita bawah- bawah unit yang lain kita masih PTN BLU padahal kita sudah menjadi 

PTN BH, bahwa kita sudah mempunyai otorita untuk mengatur kita sendiri, cuma 

pada saat kita mempunyai otorita sendiri jatuh bangun juga ada pada kita, effort 

yang kita siapkan juga harus banyak, artinya setiap alternatif strategi itu 

mempunyai resiko, mempunyai benefit, mempunyai cause konsekuensi, jadi kita 

pilih strategi mana yang benefitnya paling banyak cause nya lebih sedikit dan 

resikonya paling minim.”80 

Lebih lanjut lagi Dekan FTIK ITS menjelaskan bahwa: 

“Yang dirubah itu badan SPOK. Yang di SOPK itu semua baru, kantor jumlah 

fakultas juga berubah yang awalnya lima sekarang menjadi sepuluh kantor, yang 

paling besar adalah kami berhak menentukan kebijakan yang baru. Kemudian kami 

juga boleh mempunyai atau mendirikan sebuah usaha. Dan kami selalu 

mempersiapkan transformasi dari PTN BA menjadi PTN BH dan menuju ke World 

Class University.”81 

 

Upaya yang dilakukan ITS dalam membentuk tata kelola yang baik dan partisipatif 

yaitu: 1) ITS tetap memposisikan dirinya sebagai kontributor di level nasional dan menjadi 

institusi yang sarat dengan solusi bagi masalah-masalah nasional melalui hasil riset dan 

inovasi yang bermanfaat bagi bangsa dan masyarakat pada umumnya serta dengan 

program-program pengabdian masyarakat dengan memanfaatkan hasil riset dan inovasi 

serta keahlian yang dimiliki oleh civitas akademikanya. 2) Menjadikan ITS sebagai 

perguruan tinggi dengan reputasi dan kelas dunia (World Class University) dengan 

memanfaatkan sebesar-besarnya modal akademik untuk mendorong internasionalisasi 

program akademik, pencapaian akreditasi internasional, serta intenasionalisasi dari hasil 

riset (intellectual output) dan inovasi.  Sebagaimana wawancara dengan PD 1 FTIK ITS 

menjelaskan bahwa: 

“Kami akan mengelola dengan baik jika sistemnya itu jelas, organisasinya jelas, 

aturan-aturanya jelas, kami mengacu kesana, dan kami juga mempunyai SOP 

(Standart Operating Prosedur) untuk memastikan bahwa dengan mengacu ke SOP 

kami mempunyai acuan standart.”82 

                                                           
80Wawancara dengan PD 1 diITS Surabaya tanggal 31 Agustus 2018 
81 Wawancara dengan Dekan FTIK ITS tanggal 17 Agustus 2018 
82 Wawancara dengan DP 1 FTIK ITS tanggal 31 Agustus  2018 
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Transformasi ITS BLU menjadi ITS PTNBH. Keberhasilan melakukan transformasi 

menjadi PTNBH sangat ditentukan oleh keberhasilan membentuk sumber daya manusia 

(khususnya dosen, tendik dan laboran) dalam sebuah organisasi yang minim struktur 

namun kaya fungsi. Keberhasilan tersebut juga ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur 

akademik dan non akademik yang memadai, dukungan keuangan untuk melaksanakan 

program-program strategis serta system perangkat akademik yang mapan (kurikulum, 

SOP, sarana pembelajaran, dll). Sebagaimana hasil wawancara dengan Dekan FTIK ITS, 

yaitu sebagai berikut: 

“Sumber daya manusia itu tidak hanya harus ada pengembangan yang terintegratif 

juga menyebabkan kemampuan mereka, untuk pelaksanaan itu kami menggunakan 

latihan untuk penempatan kemudian kami memberikan kesempatan kepada dosen, 

staf karyawan untuk bedanya ini diorientasikan kepada kepentingan Lab, kalau 

yang berangkat ya sudah tidak  apa -apa berangkat saja karena setiap dosen adalah 

kalau mau sekolah itu kan tidak ke Lab. kan bisa menolak kalau menolak kan itu 

penempatan peraturan kepentingan pencarian beasiswanya kami ada yang 

bekerjasama melalui pemerintah melalui jadi ada yang melalui testing Tadi itu 

kami pengembangan karakter.”83 

Lebih lanjut lagi PD 1 FTIK ITS menjelaskan bahwa: 

“Setiap tahun di Fakultas Institut Tekhnologi Sepuluh November mempunyai 

program kerja, program kerja fakultas di difilog dari program kerja ITS yang 

disesuaikan dengan kapasitas kami, reset yang kita miliki. Seperti kontrak antara 

fakultas dengan ini, jumlah publikasi internasional harus memenuhi, otomatis kami 

akan mensosialisasikan dengan departemen, dan departemen akan mendatangani 

kontrak.  Bahwa dengan seperti itu nantinya alokasi anggran seperti yang diingkan 

dan harapannya departemen mampu mensuport kegiatan kami. Salah satu contoh di 

Fakultas Manajemen Bisnis, setiap tahun dosennya diberi dana  Rp. 24.000.000 

yang digunakan untuk publikasi, ataupun workshop. Di fakultas kami dana yg 

diberikan tidak sebesar di Fakultas Manajemen Bisnis, tetapi nantinya kami 

include.”84 

Peran perguruan tinggi dalam pembangunan, ekonomi, spiritual dan sosial juga 

dilakukan oleh perguruan tinggi Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Sebagimana 

Wawancara dengan Dekan FTIK ITS menejelaskan bahwa: 

“Untuk peningkatan kesejahteraan tersebut diharapkan mempunyai tanggapan yang 

bukan begitu nah itu bagi yang tidak berhak mulai di minta untuk pindah dari 

rumah Dinas dan tindakan-tindakan yang pemberian bantuan yaitu pendidikan 

                                                           
83 Wawancara dengan Dekan FTIK ITS tanggal 17 Agustus 2018 
84 Wawancara dengan PD 1 FTIK ITS tanggal 31 Agustus 2018 
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tetapi kalau ini menghitungnya dari 3 ya, IKIDS itu diimplementasikan dan itu 

untuk peringkat kesejahteraan.”85 

Tabel 4.7 

Triangulasi Strategi dan Kebijakan Dalam Mewujudkan PTNBH/World Class 

University di Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi ITS Surabaya 

Pertanyaan Wawancara Dokumentasi Observasi 

Strategi dan 

Kebijakan Dalam 

Mewujudkan 

PTNBH/ World 

Class University 

Kontribusi 

Nasional, Reputasi 

Internasional, 

Transformasi 

Organisasi. 

Statuta Mendekati efektif 

Tahapan menuju 

PTNBH/World 

Class University 

BLU-Regional-

PTN BH/Nasional- 

World Class 

University 

Statuta, Milestone, 

Renstra ITS 

Identifikasi 

 

C.  ANALISIS TEMUAN PENELITIAN 

Untuk menganalisis manajemen strategis dan kebijakan Fakultas Perguruan Tinggi 

dalam Mewujudkan PTNBH, peneliti berusaha mencari jawaban atas fokus masalah 

penelitian; 

Manajemen Strategis dan Kebijakan Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi 

Bagaimana manajemen strategis dan kebijakan penyelenggaraan Tridharma 

Perguruan Tinggi di Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Ampel dan Fakultas Teknik Komputer 

ITS Surabaya?, Manajemen strategis dan kebijakan penyelenggaraan tridharma perguruan 

tinggi dituntut menjadi birokrasi yang ramping sehingga diharapkan dapat bekerja dengan 

lincah dan responsif dalam merespon dinamika masyarakat dalam rangka proses- proses 

pengembangan kedepan sehingga menjadi perguruan tinggi yang dapat diperhitungkan dan 

secara kuantitas masuk dalam peringkat 200 perguruan tinggi TOP didunia. 

Hubungan manajemen strategik dengan kebijakan adalah untuk mengintegrasikan 

berbagai bidang dalam suatu organisasi sehingga organisasi itu dapat mencapai suatu arah 

yang konsisten.  Arah itu adalah memperbesar kekuatan, memperkecil kelemahan, yang 

berkaitan dengan peluang dan ancaman pada lingkungan eksternal perusahaan. Tolok 

                                                           
85Wawancara dengan Dekan FTIK ITS tanggal 17 Agustus 2018 
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ukur keberhasilan suatu kebijakan adalah pada tahap implementasi. Menurut Dunn, 

implementasi kebijakan lebih bersifat kegiatan praktis, termasuk di dalamnya 

mengeksekusi dan mengarahkan, seperti dikemukakan sebagai berikut: 

“Policy implementation involves the execution the steering of a cours of action over time, 

Policy implementation is essentially a practical activity. The primary concern is with 

choosing a copurse of action and seeing that it is properly followed over time and not 

with inquiring into the nature of problem. The greatest danger is choosing “ right” 

alternative to solve the “ wrong” problem”.86 

Perkembangan pengelolaan Perguruan Tinggi  Negeri  di  Indonesia mengalami 

perubahan status dari waktu ke waktu. Mulai dari Satuan Kerja (PTN Satker) kemudian 

perguruan tinggi Badan Hukum (PTNBH) dan yang terakhir adalah World Class 

Universty. Dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No. 88 tahun 2014 

tentang perubahan perguruan tinggi negeri  menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum, 

Pasal 2 ayat 1 disebutkan; Persyaratan PTN menjadi PTNBH mencakup tingkat dan 

derajat kemampuan dari PTN untuk: (a) menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi 

yang bermutu, (b) mengelola organisasi PTN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, (c) 

memenuhi standar umum finansial; (d) menjalankan tanggung jawab sosial dan (e) 

berperan dalam pembangunan perekonomian.87 

 

Penyelenggaraan Tridharma di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) 

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel dan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer 

(FTIK) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya; (a) perkuliahan sudah 

dikelola oleh kampus secara efisien, produktif, memiliki kualitas prima, (b) menghasilkan 

penelitian yang inovatif, dan (c) mampu Menumbuhkan masyarakat Madani. Akan tetapi 

                                                           
86 Dunn, 2003:56. 
87 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 88 tahun 2014 
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jika peneliti mengamati, penyelenggaraan Tridharma di FTK UINSA sudah berjalan 

hampir efektif,  sedangkan penyelenggaraan Tridharma di FTIK ITS sudah berjalan 

efektif.  

Lebih lanjut dosen UIN dari berbagai Fakultas Penelitian di  

Tata Kelola dan Kebijakan Fakultas dalam Mewujudkan World Class University 

Bagaimana tata kelola dan kebijakan di Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Ampel dan 

Fakultas Teknik Komputer ITS Surabaya?; Tata kelola adalah perilaku, cara atau metode 

yang digunakan oleh suatu PT untuk mendayagunakan seluruh potensi dan unsur-unsur 

yang dimiliki secara optimal, dalam upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.88 

Tata kelola akan berjalan baik apabila dibarengi dengan suasana akademik dan budaya 

organisasi yang kondusif, kesemuanya itu akan terbentuk secara bertahap. 

Prinsip dan tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dinilai dari: (a) akuntabilitas pengelolaan PTN, (b) transparansi, efektifitas, dan efisiensi 

dalam pengelolaan PTN, (c) Nirlaba dalam pengelolaan PTN, (d) ketaatan pada peraturan 

perundang-undangan dalam pengelolaan PTN, (e) periodisasi, akurasi, dan kepatuhan 

waktu dalam penyusunan dan penyampaian laporan akademik dan non akademik PTN.89 

Tata kelola di Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Ampel Surabaya ; Transparan, 

akuntabel, efisien, efektif. Adapun perbedaannya, di FTK UINSA terpusat sedangkan 

FTIK ITS mandiri. 

Strategi dan Kebijakan dalam mewujudkan PTNBH. 

Bagaimana Strategi dan kebijakan dalam mewujudkan PTNBH di Fakultas Tarbiyah 

UIN Sunan Ampel dan Fakultas Teknik Komputer ITS Surabaya?, Pada dasarnya, strategi 

dan kebijakan dalam perguruan tinggi bertujuan menghasilkan lulusan-lulusan yang 

unggul sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan negara. Perguruan tinggi 

                                                           
88 Tim Ditjen Pendidikan Tinggi, Pedoman penjaminan mutu pendidikan tinggi. Jakarta: ditjen pendidikan 

tinggi. 2003 
89 Idib. Pasal 2 ayat 3 
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selalu bercirikan suatu organisasi profesional. Dimana hasil dan dampak yang tersalurkan 

ke masyarakat sangat ditentukan oleh kemampuan dan kinerja civitas akademika yang 

dilandasi oleh kreativitas, Inovasi dan ingenuitas. Hal tersebut memerlukan adanya 

suasana kerja yang berbeda dari organisasi lainnya. 

Levin, Jeong dan Ou membuat beberapa tolok ukur dari apa yang disebut sebagai 

PTNBH/World Class University (WCU), yakni (1) keunggulan penelitian (excellence in 

research), antara lain ditunjukkan dengan kualitas penelitian, yakni produktivitas dan 

kreativitas penelitian, publikasi hasil penelitian, banyaknya lembaga donor yang bersedia 

membantu penelitian, adanya hak patent, dan sejenisnya; (2) kebebasan akademik dan 

atmosfer kegembiraan intelektual; (3) pengelolaan diri yang kuat (selfmanagement); (4) 

fasilitas dan pendanaan yang cukup memadai, termasuk berkolaborasi dengan lembaga 

internasional; (5) keanekaragaman (diversity), antara lain kampus harus inklusif terdahap 

berbagai ranah sosial yang berbeda dari mahasiswa, termasuk keragaman ranah keilmuan; 

(6) internasionalisasi, misal program pertukaran mahasiswa, masuknya mahasiswa 

internasional atau asing, internasionalisasi kurikulum, koneksi internasional dengan 

lembaga lain (kampus dan perusahaan di seluruh dunia) untuk mendirikan program 

berkelas dunia; (7) kepemimpinan yang demokratis, yaitu dengan kompetisi terbuka antar-

fakultas dan mahasiswa, juga kolaborasi dengan konstituen eksternal; (8) mahasiswa yang 

berbakat; (9) penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); (10) kualitas 

pembelajaran dalam perkuliahan; (11) koneksi dengan masyarakat atau kebutuhan 

komunitas; dan kolaborasi internal kampus.90 

Strategi dan kebijakan dalam mewujudkan world class university di FTK UIN 

Sunan Ampel dan FTIK ITS Surabaya adalah penelitian inovatif, pembelajaran prima, 

Transformasi Organisasi profesional, dan dalam kontribusi nasional pengembangan 

                                                           
90 Levin, H. M, Jeong, D. W, Ou, Du. (2006). What is World Class University?. paper for The Conference Of 

The Comparative and International Education Society. Honolulu, Hawaii. March, 16 
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masyarakat madani. Perbedaannya di UIN Sunan Ampel masih bereputasi regional. 

Sedangkan di FITK ITS bereputasi Internasional..  

“Dalam konteks world class university, komposisi yang ideal bagi mahasiswa asing 

yang study disini juga menjadi perhatian, karena untuk menuju world class 

university tetapi kami tidak mempunyai mahasiswa asing sama sekali itu sama 

halnya dengan bohong. Di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk 

sementara sudah ada lebih dari Seratus mahasiswa asing mulai dari S1, S2, dan S3. 

Mulai dari negara Malaysia, Thailand , Philipina dan Cina. Kami selalu melakukan 

promosi ke negara asing-asing untuk bisa kuliah di Universitas kami, dalam rangka 

meningkatkan jumlah mahasiswa asing di Universitas kami.”91 

Tahapan yang di lalui ke dua Fakultas dalam mewujudkan World Class University 

yaitu; Di FTK UINSA, dari BLU menuju perguruan tinggi terbaik, dilanjutkan perguruan 

tinggi regional menuju nasional yang kemudian mencapai world class university. 

Sedangkan di FTIK ITS; Dari BLU menuju perguruan tinggi terbaik, dilanjutkan 

perguruan tinggi regional menuju PTN BH/Nasional, yang kemudian mencapai world 

class university. 

 

“Untuk meningkatkan citra ITS sebagai Institusi yang bereputasi internasional, ITS 

aktif mengikuti roadshow pendidikan, baik dalam maupun luar negeri. Hal ini cukup 

efektif untuk dilaksanakan, ditunjukkan dengan peningkatan aktivitas kerjasama 

internasional: join degree, sandwich, short course, joint supervision dan pertukaran yang 

meningkat dibandingkan dengan tahun 2013, dan telah melampaui target yang telah 

ditetapkan, yakni sebanyak 48. Aktivitas-aktivitas kerjasama yang dilaksanakan antara lain 

program postdoctoral, pembimbingan (TA/Thesis/Disertasi) dengan perguruan tinggi Luar 

Negeri. Untuk program pascasarjana (joint degree, student exchange, joint research) 

dilakukan dengan negara-negara yang berasal dari Asia, yakni Jepang, Korea, Taiwan, 

Thailand, Singapura, dan Timor Leste. Sedangkan negara yang berasal dari Benua Eropa 

antara lain Turki, Inggris, Prancis, Kosova, Rumania, Jerman, Bulgaria, Cekoslovakia, dan 

                                                           
91 Wawancara dengan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya tanggal 21 September 2018 
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Portugal, serta beberapa universitas yang berasal dari Benua Australia. Untuk 

meningkatkan kerjasama dan menjalin hubungan baik dengan beberapa Perguruan Tinggi 

Luar Negeri, pada program pasca sarjana telah beberapa kali dilakukan kuliah umum 

dengan pembicara yang merupakan dosen dari Perguruan Tinggi luar negeri, seperti 

Queensland University of Technology.”92 

Dalam mencapai tujuan tersebut semua civitas akademika memiliki didasasri Value 

selaras dengan; 

the second central democratic value is equality. Equality can also be analyzed in 

term of equality of opportunity and equality of result , the third democratic value is 

often called fraternity. but a more accurate translation of the french word fraternite 

is brotherhood, fraternity means the ability to perceive other members of ones 

society as brothers and sisters, to have a sense of responsibility for them, and to feel 

that in difficult times one can turn to them for help.93 

 

Strategi kedua fakulas FTK UINSA dan FTIK ITS yang berbasis value yang 

meliputi : Pernyataan mendiskripsikan bahwa semua kegiatan di FTK UINSA dan 

FTIK ITS di pertanggungjawabkan (sidiq), civitas akademika maupun pejabat akan 

menerima amanah apabila sesuai dengan ability dan kapability SDM di lingkungan 

UINSA (amanah), informasi yang sahih dikemas oleh PUSTIPD UINSA sebagai 

bahan pengambilan kebijakan di lingkungan UINSA agar berjalan efektif (tabligh), 

pimpinan UINSA berdedikasi tinggi, visioner (diwujudkan dalam bentuk gedung 

Twin Tower yang menggabungkan nilai-nilai Islam dengan Sains, analisis posisi 

(kegiatan di UINSA di dasarkan hasil analisis SWOT dan ballance scoutcard, 

strategi para pimpinan visioner dalam memenuhi kebutuhan pembangunan nasional 

di masa mendatang dalam wujud link / mahasiswa dididik dan dilatih oleh kampus, 

match / memenuhi kebutuhan pembangunan bangsa (fathonah). 
 

Strategi di FITK ITS yang disingkat 5 S + S selaras dengan siddiq, amanah, 

fathonah, dan tabligh di FTK UIN Sunan Ampel Surabaya. 

Dari penjelasan di atas peneliti meringkas hasil analisis penelitian seperti tabel di 

bawah ini; 

 

 

 

                                                           
92 Wawancara dengan Rektor ITS Surabaya tanggal 1 September 2018 
93 frances c. Fower, Policy Studies For Educational Leaders. United State: Pearson Education. H. 105-108 
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Tabel 4.8 

Analisis Temuan Penelitian Strategi dan Kebijakan Fakultas Perguruan Tinggi dalam 

Mewujudkan World Class University 

Rumusan Masalah Di FTK UIN Sunan 

Ampel 

Di FTIK ITS  Hasil Analisis 

Bagaimana 

manajemen strategis 

dan kebijakan 

penyelenggaraan 

Tridharma Perguruan 

Tinggi? 

➢ Pendidikan dikelola 

oleh kampus secara 

efisien, produktif, 

memiliki kualitas 

prima. 

➢ Menghasilkan 

penelitian yang inovatif 

skala nasional dan 

internasional dengan 

skala 4:1  

➢ Mewujudkan 

Pengabdian masyarakat 

madani. 

➢ Pendidikan dikelola 

oleh kampus secara 

efisien, produktif, 

memiliki kualitas 

internasional. 

➢ menghasilkan 

penelitian yang 

inovatif dengan 

skala nasional dan 

internasional 

dengan 

perbandingan 4:3, 

➢ mengadakan 

pengabdian 

masyarakat yang 

sesuai dengan 

kebutuhan 

lingkungan 

➢ penyelenggaraan 

Tridharma di 

FTK UINSA 

sudah berjalan 

hampir efektif,   

➢ sedangkan 

penyelenggaraan 

Tridharma di 

FTIK ITS sudah 

berjalan sangat 

efektif. 

Bagaimana tata kelola 

dan kebijakan di 

Perguruan tinggi? 

➢ pengelolaan 

keuangannya 60% 

Fakultas, 40 % 

Rektorat dan dalam 

pengelolaan rekening 

menggunakan sistem 

UKT.  

➢ Kedua pengelolaan 

tersebut bersifat 

Transparan, 

akuntabel, efisien, 

efektif  

➢ dan dibimbing oleh 

dewan pengawas 

perguruan tinggi. 

➢ pengelolaan 

keuangannya 

bersifat mandiri dan 

menggunakan 

sistem pengelolaan 

rekening tunggal,  

➢ Kedua pengelolaan 

tersebut bersifat 

Transparan, 

akuntabel, efisien, 

efektif.  

➢ dalam 

operasionalnya 

dibimbing oleh 

majelis wali 

amanat. 

➢ Tata kelola dan 

kebijakan di 

FTK UINSA 

bersifat terpusat. 

➢ Tata kelola dan 

kebijakan di 

FTIK ITS 

Surabaya 

bersifat mandiri 

Bagaimana Strategi 

dan Kebijakan dalam 

mewujudkan PTNBH/ 

World Class 

University? 

➢ pembelajaran prima, 

penelitian inovatif, 

dan pengembangan 

masyarakat bersifat 

pengembangan 

madani. 

➢ Tridharma Unggul 

secara regional-

nasional 

➢ Tridharma yang 

mempunyai 

Kontribusi 

Nasional, dan 

Reputasi 

Internasional; 

➢ Transformasi 

Organisasi 

profesional. 

➢ Berdaya saing 

tingkat nasional-

internasional 

➢ Strategi dan 

kebijakan yang 

digunakan di 

FTK UIN Sunan 

Ampel Surabaya 

masih berdaya 

saing regional-

nasional. 

➢ Strategi dan 

kebijakan yang 

digunakan di 

FTIK ITS 
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 Surabaya 

mampu berdaya 

saing nasional-

internasional. 

Value yang duanut 

menjadi pendukung 

PTN BH WCU 

➢ Shidiq, Amanah, 

Fathonah, Tablig 

➢ 5S + S ➢ Motivator 

pencapai tujuan 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

1. Penyelenggaraan Tridharma di Perguruan Tinggi di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

(FTK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel dan Fakultas Teknik dan Ilmu 

Komputer (FTIK) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya; (a) 

perkuliahan sudah dikelola oleh kampus secara efisien, produktif, memiliki kualitas 

prima, (b) menghasilkan penelitian yang inovatif, dan (c) mampu Menumbuhkan 

masyarakat Madani. Akan tetapi jika peneliti mengamati, penyelenggaraan Tridharma 

di FTK UINSA sudah berjalan hampir efektif,  sedangkan penyelenggaraan 

Tridharma di FTIK ITS sudah berjalan efektif.  

2. Tata kelola di FTK UINSA dan FTIK ITS Surabaya: Transparan, akuntabel, efisien, 

efektif. Adapun perbedaannya, di FTK UINSA terpusat sedangkan FTIK ITS mandiri. 

3. Strategi dan kebijakan dalam mewujudkan PTNBH/WCU di FTK UIN Sunan Ampel 

dan FTIK ITS Surabaya adalah penelitian inovatif, pembelajaran prima, Transformasi 

Organisasi profesional, dan dalam kontribusi nasional pengembangan masyarakat 

madani. Perbedaannya di UIN Sunan Ampel masih bereputasi regional. Sedangkan di 

FITK ITS bereputasi Internasional.  

Tahapan yang di lalui ke dua Fakultas dalam mewujudkan PTNBH yaitu; Di FTK 

UINSA, dari BLU menuju perguruan tinggi terbaik, dilanjutkan perguruan tinggi 

regional menuju nasional yang kemudian mencapai PTNBH/world class university. 

Sedangkan di FTIK ITS; Dari BLU menuju perguruan tinggi terbaik, dilanjutkan 

perguruan tinggi regional menuju PTN BH/Nasional, yang kemudian mencapai world 

class university. 

 

B. REKOMENDASI 

Agar implementasi manajemen strategi Fakultas dan kajian kebijakan dalam 

perubahan dari Badan Layanan Umum (BLU) menuju PTN BH dan atau world class 

university yang diterapkan di kedua lembaga yang diteliti ini berhasil secara optimal, maka 

peneliti mengajukan beberapa rekomendasi kepada pihak: 
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1. Perguruan Tinggi 

Dalam rangka mengembangkan Perguruan Tinggi sebaiknya mengacu pada kedua 

perguruan tinggi tersebut diatas atau sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan kebijakan. 

2. Pihak Pimpinan 

Para pimpinan Perguruan Tinggi agar mau mendelegasikan otoritas dan 

wewenangnya pada tingkat yang sesuai dalam menentukan strategi dan 

pengambilan kebijakan.  

3. Pihak Peneliti Selanjutnya 

Penelitian deskriptif kualitatif ini telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur 

penelitian dan kaidah yang sudah ditentukan, namun hasil yang didapatkan belum 

dapat dikatakan sebagai suatu model strategi dan kebijakan yang sempurna. Hal 

ini disebabkan karena ada keterbasan dalam penelitian ini antara lain kejujuran 

sumber data, teknik pengambilan data, dan keterbatasan waktu. 
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